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Prakata

Puji Syukur atas karunia Allah SWT, ditengah kesibukan
teman-teman sejawat masih sempat mengerjakan book chapter,
sehingga buku ini dapat hadir di tengah para pembaca. Beribu
ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah membatu
terselesaikannya penyusunan buku ini sampai terbit.

Menelaah ketentuan hukum perdata tertulis merupakan hal
yang “mengasikkan”. Kenapa jadi mengasikkan, karena
pengaturannya hukum perdata kita sebagian besar masih
bersumber pada Burgerlijk Wetboek, yang merupakan warisan
peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1848.
Dewasa ini keberlakuannya tidak hanya untuk orang-orang
Eropa dan WNI Indonesia keturunan Eropa dan orang-orang
Timur Asing Tionghoa dan WNI keturunan Tionghoa, juga
berlaku bagi golongan penduduk lainnya, yakni untuk orang-
orang Indonesia asli (bumiputera) dan orang-orang Timur Asing
lain-lainnya dan WNI keturunannya. Kendati pun warisan
kolonial Belanda, norma hukum perdata yang terkandung di
dalamnya masih relevan diperkembangkan, bahkan dalam
beberapa bagian telah diperbaharui melalui “dekolonialisasi
dan pergeseran norma hukum dalam hukum perdata”.
Berkaitan dengan itu buku ini hadir di hadapan pembaca
untuk menelaah secara tematik perkembangan norma hukum
perdata tertulis yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat
melengkapi khasanah dan memudahkan masyarakat dalam
memahami kaidah-kaidah hukum perdata tertulis dengan
segala perkembangannya. Buku ini menyajikan pembahasan
secara tematik dalam bacaan yang lugas dan lengkap berkaitan
dengan perkembangan norma hukum perdata tertulis di
Indonesia.

Akhirul kalam, semoga buku ini menjadi bagian dari
pengembangan studi dan khasanah literasi pengetahuan yang
berguna bagi khalayak pembaca. Aamiin

Banjarmasin, Agustus 2022

Penulis
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Sinopsis

Menelaah ketentuan hukum perdata tertulis merupakan hal
yang “mengasikkan”. Kenapa jadi mengasikkan, karena
pengaturannya hukum perdata kita sebagian besar masih
bersumber pada Burgerlijk Wetboek, yang merupakan warisan
peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1848.
Dewasa ini keberlakuannya tidak hanya untuk orang-orang
Eropa dan WNI Indonesia keturunan Eropa dan orang-orang
Timur Asing Tionghoa dan WNI keturunan Tionghoa, juga
berlaku bagi golongan penduduk lainnya, yakni untuk orang-
orang Indonesia asli (bumiputera) dan orang-orang Timur Asing
lain-lainnya dan WNI keturunannya. Kendati pun warisan
kolonial Belanda, norma hukum perdata yang terkandung di
dalamnya masih relevan diperkembangkan, bahkan dalam
beberapa bagian telah diperbaharui melalui “dekolonialisasi
dan pergeseran norma hukum dalam hukum perdata”.
Berkaitan dengan itu buku ini hadir di hadapan pembaca
untuk menelaah secara tematik perkembangan norma hukum
perdata tertulis yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat
melengkapi khasanah dan memudahkan masyarakat dalam
memahami kaidah-kaidah hukum perdata tertulis dengan
segala perkembangannya. Buku ini menyajikan pembahasan
secara tematik dalam bacaan yang lugas dan lengkap berkaitan
dengan perkembangan norma hukum perdata tertulis di
Indonesia

Vi



BAB 1.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA:
DULU, KINI, DAN SEKARANG

Rachmadi Usman

A. Pluralisme dalam Hukum Perdata pada Zaman Kolonial
Belanda

Ketika orang Belanda pertama kali tiba di Nusantara pada
tahun 1596, di Indonesia telah ada suatu tatahukum
(rechtsorde), yaitu tatahukum asli (hukum adat), yang berbeda
dengan tatahukum Belanda. Nusantara waktu itu telah
memiliki lembaga tatanegara dan lembaga tatakuasa, yang
dilakukan oleh dan atas suku, desa, perserikatan, republik,
kerajaan. Orang Belanda yang menduduki beberapa wilayah di
Nusantara tidak meniadakan tatahukum asli Indonesia
tersebut, apalagi menggantikannya dengan suatu tatahukum
barat  (Belanda). Sebaliknya, orang Belanda tidak
menundukkan diri pada tatahukum Indonesia asli. Masing-
masing mereka ini hidup dibawah tatahukum sendiri, yaitu
orang Indonesia asli hidup dibawah kekuasaan hukum adat
dan orang Belanda hidup dibawah kekuasaan hukum Belanda
yang diimpor. Dapat dikatakan bahwa sejak kedatangan orang
Belanda di Nusantara tersebut, sudah ada suatu dualisme
hukum (Utrect, 1983).

Awal hukum yang digunakan di kalangan orang Belanda
pada waktu itu adalah hukum Belanda kuno yang berbasis
pada asas-asas hukum Romawi. Namun peraturan tersebut
ternyata tidak cocok diterapkan di daerah-daerah dagang yang
dikuasai oleh Persekutuan Dagang Hindia Timur [Vereenigde
Oost Indische Compagnie (VOC)]. Dibawah kekuasaan VOC atas
mandat Staten Generaal di Belanda, diadakan peraturan-
peraturan yang dituangkan dalam plakat-plakat, yang
terhimpun dalam Nederlandsch Indisch Plakatboek, yang telah
diubah dan ditambah melalui Statuten van Batavia (Statuta



Batavia). Selain hukum statuta buatan VOC tersebut, hukum
Belanda kuno dan asas-asas hukum Romawi masih tetap
berlaku. Demikian juga dengan hukum adat Indonesia asli dan
maupun hukum agama berlaku apa adanya.

Sampai abad ke-14, penduduk di kepulauan Nusantara ini
hidup di dalam suasana sistem hukum adatnya masing-
masing, sebab memiliki sistem hukum adatnya sendiri dengan
asas-asas dan filsafah yang dianggap benar di daerah tersebut.
Namun hanya dua unsur yang sama, yang dimiliki oleh semua
sistem hukum adat, yaitu sifat kekeluargaan (komunalitas) dan
sifat tidak tertulis, dengan pengecualian hukum Majapahit,
hukum Wadjo, dan beberapa daerah lainnya (Hartono, 1991).
Adapun bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Belanda atau
asing lainnya masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat,
yaitu:

a. tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa
dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut
Civacasana;

b. tahun 1331-1364, Patih Gajah Mada, Kerajaan
Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah
Mada;

c. tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat
kitab Adigama,;

d. tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum
Kutaramanava (Soetoto, et al., 2021).

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang
mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab
yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut:

a. Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan sosial di
tanah Batak), Patik Dohot Uhum ni Halak Batak
(Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak) di
Tapanuli;

b. Undang-Undang Jambi di Jambi;

c. Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang
tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang);

d. Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang
tentang hukum adat delik di Minangkabau);

e. Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan
pengangkatan laut bagi orang-orang wajo) di Sulawesi
Selatan;



f. Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa
(peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar di Bali
(Soetoto, et al., 2021).

Upaya-upaya mengkodifikasikan hukum adat pada zaman
kolonial tersebut tampak pada lahirnya:

a. Kitab Hukum Mogharrar pada tahun 1750 sebagai
pedoman bagi hakim pada pengadilan (landrad) di
Serang;

b. Compedium van Clost Wijk yakni Undang-undang Bumi
Putera di lingkungan Keraton Bone dan Goa pada tahun
1759;

c. Compedium Freizer tentang Peraturan Hukum Islam
mengenai nikah, talak dan warisan bagi umat Islam;

d. Papakem Cirebon sebagai pedoman bagi hakim di
pengadilan Cirebon;

e. Compedium Haksteen, yakni hukum adat bagi orang-
orang Tionghoa.

Dengan masuknya agama Islam di kepulauan Nusantara,
maka terdapat daerah-daerah yang banyak meresap unsur
agama Islam ke dalam hukum adanya, seperti di Aceh, Banten,
Sulawesi Selatan, Lombok, dan lain-lain dan ada pula yang
lebih banyak mempertahankan sifat keasliannya, seperti Nias,
Mentawai, Toraja, Asmat, serta ada yang tetap
mempertahankan sifat agama Hindunya seperti Jawa Tengah
dan Bali (Hartono, 1991).

Ketika dalam abad ke-17 bangsa Portugis, Belanda serta
bangsa asing lainnya mulai menginjakkan kakinya di beberapa
daerah di Indonesia, maka selain produk hasil industrinya,
mereka juga mempengaruhi masyarakat setempat dengan
ajaran-ajaran agamanya, sehingga hukum adat setempat,
seperti di Batak, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya dan Flores
dan Timor, yang pada saat itu sebenarnya masih lebih ”asli”
daripada sistem-sistem hukum adat yang sudah terpengaruhi
oleh agama Hindu dan Islam itu mulai meresepsi unsur-unsur
agama Kristen dan Katolik ke dalam hukum adatnya (Hartono,
1991).

Keanekaragaman (pluralisme) dalam hukum di Nusantara
ini terus berlanjut seiring dengan dijadikannya Nusantara
sebagai daerah jajahan (koloni) yang merupakan berinduk dan
bagian dari Kerajaan Belanda. Kekuasaan VOC atas kepulauan
Nusantara (Hindia Belanda) berakhir dan diambil oleh



pemerintah Belanda pada tahun 1800. Dibawah Grondwet
1814, kekuasaan mengurus pemerintahan di Hindia Belanda
dijalankan oleh Gubernur Jenderal berdasarkan perintah dari
raja (kroon). Oleh karena itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda
mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan politik hukum
yang diamanatkan oleh Kerajaan Belanda.

Pada tahun 1830 Kerajaan Belanda mulai melakukan
kodifikasi hukum perdatanya. Setelah itu timbul pemikiran
untuk melakukan juga kodifikasi hukum di Hindia Belanda.
Sebagai langkah awal dibuat peraturan penting oleh komisi
undang-undang bagi Hindia Belanda, yaitu Algemene
Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) tentang Ketentuan-ketentuan Umum
tentang Perundang-undangan (BPHN Kemenkumham, 2015).
Seiring dengan terjadi perubahan Grondwet pada tahun 1848
di negeri Belanda, sistem pemerintahan Belanda berubah dari
sistem monarki menjadi sistem parlementer. Peraturan-
peraturan untuk mengatur daerah jajahan tidak ditetapkan
hanya oleh Kroon, tetapi secara bersama oleh Kroon dan Staten
Generaal (parlemen). Peraturan terpenting adalah Reglement op
het beleid der regering in Nederlandsh Indie [Regerings
Reglement (RR)] dalam Staatsblad Tahun 1854 Nomor 2. Dilihat
dari isinya RR tersebut mengatur tentang kebijakan
pemerintahan di Hindia Belanda (BPHN Kemenkumham, 2015).
Selanjutnya, RR ini kemudian diganti dengan Indische
Staatsregeling (IS) (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 415) yang
mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Penggantian ini
disebabkan oleh perubahan Grondwet negeri Belanda pada
1922, yang mengakibatkan terjadi juga perubahan pada sistem
pemerintahan di Hinda Belanda. Pada masa berlakunya IS
tersebut, pembentukan peraturan di Hindia Belanda dilakukan
oleh Pemerintah Hindia Belanda bersama-sama dengan
Volksraad (lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang
Indonesia asli) (BPHN Kemenkumham, 2015). Di dalam
peraturan kolonial pada tiga periodisasi hukum kolonial di
Hindia Belanda terdapat satu kesamaan politik hukum, yaitu
pembagian penduduk ke dalam beberapa golongan. Tujuan dari
pembagian ini adalah untuk menentukan hukum apa yang
berlaku bagi masing-masing golongan (BPHN Kemenkumham,
2015).



Saat dibawah AB, menurut Pasal 5 AB, bahwa golongan
penduduk Hindia Belanda dibagi atas dua golongan, yakni
orang-orang Eropa dan orang-orang bumiputera dan yang
dipersamakan dengan itu. Orang-orang yang dipersamakan
dengan Eropa adalah semua orang-orang Kristen termasuk
orang-orang Indonesia yang beragama Kristen, sedangkan
orang-orang yang beragama Islam termasuk orang-orang
bumiputera. Bagi mereka tersebut sesuai dengan Pasal 9 AB,
hukum perdata yang berlaku berbeda, bagi orang-orang Eropa
tunduk pada hukum perdata dan dagang Eropa. Sementara itu,
menurut Pasal 11 AB, terhadap orang-orang bumiputera tetap
berlaku hukum agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku bagi mereka atau hukum yang
diterapkan oleh hakim bumiputera, asalkan hukum agama dan
lain-lain itu tidak bertentangan dengan keadilan dan
kepatutan. Bagi orang-orang bumiputera sebenarnya dapat
menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan
hukum Eropa mengenai hukum perdata dan hukum dagang
atau bila untuk itu terdapat ketentuan-ketentuan undang-
undang lain yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang
bumiputera tersebut. Kemudian Pasal 10 AB memberikan
kewenangan kepada Gubernur Jenderal menetapkan orang-
orang Indonesia beragama Kristen tetap sebagai orang-orang
bumiputera, sehingga kepadanya tetap tunduk pada hukum
mereka yang lama. Dengan kata lain bagi orang-orang
Indonesia beragama Kristen tetap berlaku hukum adatnya
masing-masing, karena masih dianggap sebagai orang-orang
bumiputera.

Sama halnya dengan ketentuan Pasal 5 AB, Pasal 109 RR
juga membedakan golongan penduduk Hindia Belanda atas
orang-orang Eropa dan bumiputera, yakni orang yang menjajah
dan orang yang dijajah, dengan ketentuan bahwa orang-orang
Indonesia (bumiputera) yang beragama Kristen sama dengan
orang-orang bumiputera yang bukan Kristen. Bahkan
ditegaskan bahwa orang-orang Indonesia beragama Kristen ini
tetap tunduk pada kekuasaan kepada-kepala bumiputera dan
dalam hal yang berkenaan dengan hak-hak, beban-beban dan
kewajiban-kewajiban tunduk pada peraturan-peraturan dan
lembaga-lembaga yang sama seperti orang-orang bumiputera
yang bukan Kristen. Sama halnya dengan Pasal 11 AB, Pasal
75 RR menetapkan hukum yang berlaku bagi orang-orang
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Eropa didasarkan atas peraturan-peraturan umum yang
disesuaikan (asas konkordansi) dengan undang-undang yang
berlaku di negeri Belanda dan hukum yang berlaku bagi orang-
orang bumiputera adalah hukum agama, hukum adat dan
kebiasaan-kebiasan yang berlaku bagi mereka sepanjang tidak
bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui oleh
umum. Namun demikian bagi orang-orang bumiputera ini juga
dapat secara sukarela tunduk kepada hukum perdata dan
dagang yang berlaku bagi orang-orang Eropa. Pasal 75 ayat (4)
dan ayat (5) RR memberikan pengakuan atas keberlakuan
hukum adat dan lembaga adat dalam memutuskan perkara-
perkara perdata dan dagang. Demikian pula RR mewajibkan
kepada hakim Belanda untuk mempertimbangkan hukum adat
dan lembaga adat serta adat istiadat orang-orang bumiputera
dalam memutuskan perkara-perkara jika orang-orang
bumiputera tersebut melakukan penundukan diri secara
sukarela, baik yang menyangkut perkara perdata maupun
dagang.

Politik pembagian golongan penduduk Hindia Belanda ini
terus dilanjutkan diadopsi menjadi Pasal 163 IS. Menurut Pasal
163 ayat (1) IS tersebut, hukum yang berlaku bagi penduduk
Hindia Belanda didasarkan pada perbedaan golongan
penduduknya, yakni dibedakan atas orang-orang Eropa, orang-
orang pribumi (bumiputera), dan orang-orang Timur Asing.
Siapa saja yang tunduk pada hukumum bagi orang-orang
Eropa, yakni:

a. semua orang Belanda;

b. semua orang yang berasal dari Eropa bukan orang

Belanda;

Cc. semua orang Jepang;

d. semua orang dari manapun asalnya, tetapi tidak
termasuk orang Belanda dan orang Eropa, yang
sekiranya di negeri mereka tunduk pada suatu hukum
keluarga yang pada pokoknya atas asas-asas yang sama
dengan yang di negeri Belanda; dan

e. anak-anak yang sah atau diakui asah yang dilahirkan di
Hindia Belanda dan keturunan-keturunannya dari orang
Eropa, orang Jepang dan semua orang lainnya.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 163 ayat (2) IS, yang
termasuk orang-orang pribumi adalah semua orang yang
termasuk penduduk asli Hindia Belanda dan tidak pindah ke
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dalam kelompok penduduk lain daripada kelompok pribumi,
termasuk pula mereka yang pernah menjadi kelompok
penduduk lain daripada kelompok pribumi namun telah
membaurkan diri dengan penduduk asli. Khusus untuk
kedudukan hukum bagi orang-orang Kristen pribumi diatur
dengan peraturan tersendiri. Dengan sendirinya menurut Pasal
163 ayat (4) IS, orang-orang yang tidak tergolong sebagai orang-
orang Eropa dan orang-orang bumiputera, maka mereka
tersebut adalah orang-orang Timur Asing.

Masing-masing golongan penduduk Hindia Belanda ini
tunduk pada hukum yang berbeda. Hal ini diadopsi
pengaturannya dari Pasal 75 RR menjadi Pasal 131 IS.
Berdasarkan pasal ini, sistem hukum perdata pada zaman
kolonial Belanda bersifat pluralisme. Pasal 131 ayat (1) IS
menghendaki agar hukum materiil dan hukum formal, yang
meliputi hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana
serta hukum acara perdata dan hukum acara pidana diatur
secara tertulis dengan suatu ordonansi. Ordonansi mana
berlaku baik untuk semua atau beberapa kelompok penduduk
atau bagian-bagian daripadanya atau bagian-bagian wilayah
bersama-sama, maupun untuk satu atau lebih kelompok-
kelompok itu atau bagian-bagian masing-masing.

Pasal 131 ayat (1) IS tidak memuat amanat untuk
mengkodifikasikan hukum perdata, hukum dagang dan hukum
pidana serta hukum acara perdata dan hukum acara pidana
dalam suatu kitab hukum, melainkan memuat asas hukum
tertulis, sebab menghendaki supaya hukum itu ditulistetapkan
dalam ordonansi. Selain itu, pembentuk ordonansi berwenang
membatasi berlakunya ordonasi-ordonansi yang mengenai itu
kepada satu atau beberapa golongan rakyat atau bagian-bagian
dari golongan itu dan membatasi lingkungan berlakunya
ordonansi-ordonansi itu hingga bagian-bagian daerah
tersendiri dari Hindia Belanda (Soepomo, 2004).

Dengan kata sistem hukum perdata dan hukum dagang
tidak harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum, yang penting
diatur secara tertulis. Bagi orang-orang Eropa terhadapnya
berlaku hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di
negeri Belanda, artinya hukum perdata dan hukum dagang
orang-orang Eropa adalah mengikuti undang-undang yang
berlaku di negeri Belanda, namun dapat diadakan perubahan-
perubahan seperlunya berhubung keadaan-keadaan khusus di
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Hindia Belanda.

Jika merujuk pada Pasal 131 ayat (2) sub a IS, pasal
tersebut memberi pedoman kepada pembentuk ordonansi
untuk hukum perdata materiil yang harus diatur bagi orang-
orang Eropa, untuk itu berlaku asas konkordansi, artinya bagi
orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada asasnya hukum
perdata yang berlaku di negeri Belanda akan diteladani atau
diadopsi (Soepomo, 2004). Hukum perdata dan hukum dagang
yang berlaku di negeri Belanda tidak harus diadopsi serta merta
menjadi hukum perdata dan hukum dagang orang-orang Eropa
di Hindia Belanda, tetapi dapat diadakan perubahan-
perubahan, disesuaikan, bahkan disimpangi seperlunya,
dikarenakan:

a. adanya keadaan-keadaan khusus atau istimewa di

Hindia Belanda;

b. untuk dapat menundukkan mereka bersama satu atau
lebih kelompok-kelompok penduduk lainnya atau
bagian-bagiannya kepada aturan-aturan yang sama.

Berikutnya bagi orang-orang pribumi dan Timur Asing
berlaku hukum agama dan adat yang berlaku bagi mereka.
Pada dasarnya bagi golongan penduduk pribumi dan Timur
Asing tunduk pada hukum agama dan adat mereka masing-
masing, dengan ketentuan dapat mengadakan aturan lain yang
menyimpang dari hukum agama dan adat kebiasaan yang
berlaku baginya, dalam jika:

a. jika kepentingan umum atau kebutuhan-kebutuhan

masyarakat ternyata menuntutnya; atau

b. sepanjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat ternyata
menuntutnya ditundukkan baik ketentuan-ketentuan
yang berlaku bagi orang-orang Eropa yang telah
disesuaikan atau ditundukkan kepada aturan-aturan
bersama (gemmenschappelijk recht) dengan orang-orang
Eropa.

Jadi, Pasal 131 IS tetap melanjutkan politik hukum kolonial
Belanda sebelumnya, melahirkan kebijakan kodifikasi dan
unifikasi hukum di negeri jajahan, terutama dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat orang-orang Eropa yang ada di Hindia
Belanda. Baik orang-orang Eropa maupun orang-orang
bumiputera dan Timur Asing tunduk pada hukum perdata yang
berbeda. Hukum perdata bagi orang-orang Eropa dengan
sendirinya berlaku (dianut) undang-undang hukum perdata
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yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan hukum perdata bagi
orang-orang bumiputera dan Timur Asing berlaku hukum
agama dan adatnya masing-masing. Bagi orang-orang Eropa
yang ada di Hindia Belanda berlaku Burgerlijk Wetboek (BW)
dan Wetboek van Koophandel (WvK) sebagai hukum
perdatanya. Demikian pula akhirnya orang-orang bumiputera
dan Timur Asing yang ada di Hindia Belanda, awalnya berlaku
hukum agama dan adat sebagai hukum perdatanya, namun
dalam perkembangan berikutnya BW dan WvK juga
diberlakukan kepada mereka sebagai hukum perdatanya
dengan beberapa perkecualian.

Tahun 1848 menjadi tahun yang sangat penting dalam
sejarah hukum Indonesia. Pada waktu itu hukum perdata yang
berlaku bagi orang-orang Eropa telah dikodifikasi yang
pembuatannya mempertahankan asas konkordansi. Dapat
dikatakan hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di
Indonesia merupakan tiruan hasil kodifikasi di negeri Belanda
pada tahun 1838, namun diadakan beberapa perkecualian,
supaya dapat menyesuaikan hukum bagi orang-orang Eropa di
Indonesia dengan keadaan istimewa (Utrect, 1983).

Tahun-tahun di sekitar tahun 1840-an tersebut dipandang
sebagai masa awal bermulanya kebijakan pemerintah kolonial
Belanda untuk dengan sadar (bewust) merencanakan strategi
yang tepat guna dan tak hanya merencanakan kodifikasi-
kodifikasi hukum untuk kepentingan orang-orang Eropa,
melainkan juga untuk memberlakukan dan mengefektifkan
berlakunya hukum perundang-undangan Eropa tersebut ke
kalangan orang-orang pribumi dan Timur Asing yang ada di
Hindia Belanda. Ide atau kebijakan ini dikenal dengan kurun
bewuste rechspolitiek. 1de ini sebenarnya sudah ditampung oleh
panitia persiapan pada tahun 1830 yang menghendaki untuk
memberlakukan kitab-kitab hukum perdata dan hukum
dagang Belanda tidak hanya untuk orang-orang Eropa di
Hindia Belanda, tetapi juga untuk orang-orang pribuminya
(Wignjosoebroto, 1994). Alasan diterapkannya BW di Hindia
Belanda antara lain diterangkan oleh Cowan, bahwa: pertama,
hukum adat yang tak tertulis akan menimbulkan
ketidakpastian hukum, dan apabila orang hanya bersandar
pada hukum adat akan sulit untuk memperkirakan apa yang
boleh dijangka akan diputus oleh hakim; dan kedua, penerapan
berbagai hukum untuk berbagai ragam golongan-golongan
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penduduk akan melahirkan situasi yang membingungkan dan
kritis (Hariyanto, 2009).

Sesungguhnya terhadap orang-orang bumiputera dan
Timur Asing, selain tetap tunduk pada hukum agama dan
adatnya masing-masing, dapat pula menundukkan diri pada
BW dan WvK baik untuk seluruhnya maupun sebagian, bahkan
dimungkinkan untuk mengadakan peraturan hukum perdata
dan dagang tersendiri yang berlaku bagi orang-orang
bumiputera dan Timur Asing. Pemberlakuan hukum perdata
dan dagang orang-orang Eropa kepada orang-orang diluar
Eropa tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
pertama, penetapan pemberlakuan bagian-bagian dari
perundang-undangan bagi orang-orang Eropa berlaku bagi
mereka yang termasuk orang-orang bumiputera dan Timur
Asing; dan kedua, menundukkan diri terhadap ketentuan
perundang-undangan untuk orang-orang Eropa.

Bagi orang-orang bumiputera yang berlaku adalah hukum
adat dan hukum perdata dan dagang orang-orang Eropa yang
diberlakukan baginya sebagai hukum perdatanya. Sebagian
dari BW juga diberlakukan bagi orang-orang bumiputera,
yakni: ketentuan tentang perjanjian kerja/perburuhan (Pasal
1601 sampai dengan Pasal 1603 BW) berdasarkan Staatsblad
Tahun 1879 Nomor 256 dan ketentuan tentang perjudian dan
pertaruhan (Pasal 1788 sampai dengan 1791 BW) berdasarkan
Staatsblad Tahun 1907 Nomor 306. Demikian pula bagian-
bagian Buku Kedua WvK, yakni ketentuan tentang hukum laut
diberlakukan sebagai hukum dagangnya orang-orang
bumiputera berdasarkan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 49
juncto Staatsblad Tahun 1934 Nomor 214 dan Staatsblad
Tahun 1938 Nomor 2. Kemudian, diadakan pula ketentuan-
ketentuan hukum khusus yang diperuntukan bagi orang-orang
bumiputera, seperti Peraturan tentang Pengangkatan Wali di
Jawa dan Madura berdasarkan Staatsblad Tahun 1931 Nomor
53, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen di Jawa,
Minahasa, dan Amboina berdasarkan Staatsblad Tahun 1933
Nomor 74, Ordonansi Maskapai Andil Bumiputera (Ordonnantie
Indonesische  Maatschappij op Aandelen) berdasarkan
Staatsblad Tahun 1939 Nomor 569, dan Ordonasi
Perkumpulan Bumiputera (Ordonnantie op de Indonesische
Vereeniging) berdasarkan Staatsblad Tahun 1939 Nomor 570).

Bagaimana dengan hukum perdata yang berlaku bagi orang
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Timur Asing, sesuai dengan Pasal 131 IS, untuk golongan orang
Tionghoa, Arab, dan seterusnya berlaku hukum perdata
adatnya sendiri, kecuali dalam hal hukum Eropa, aturan-
aturan undang-undang lainnya, diberlakukan terhadap
mereka. Tentang hukum adat yang dimaksud terdapat
perbedaan pendapat, bisa hukum adat tanah asal (misalnya
Tiongkok jika mengenai orang Tionghoa) atau hukum adat
orang Tionghoa, Arab dan seterusnya yang telah tumbuh di
Hindia Belanda. Tetapi akhirnya yurisprudensi memutuskan
bahwa hukum adat Indo-Tionghoa atau Indo-Arab-lah yang
hendak diberlakukan (Soepomo, 2004). Selanjutnya, untuk
orang-orang Timur Asing ada pertimbangan lain, bahwa
kedatangan mereka di Hindia Belanda pada waktu itu dengan
maksud untuk mengejar laba dan keuntungan, oleh karenanya
seperti semua orang asing lainnya orang-orang Eropa jauh lebih
sedikit hak mereka atas langsungnya perundang-undangan
mereka sendiri (Soepomo, 2004).

Bagi orang-orang Timur Asing, akhirnya juga sebagian
besar ketentuan BW diberlakukan bagi mereka. Berdasarkan
Staatsbad Tahun 1855 Nomor 79 tentang Bepalinge, Houdende
Toepasselijk Verklaring Van De Europesche Wetgeving Op De Met
De Inlandsche Gelijkgestelde Bevolking (vreemde Oosterlingen),
terhadap mereka yang termasuk dalam orang-orang Timur
Asing berlakulah BW terkait dengan hukum harta kekayaan
dan hukum dagang, tidak termasuk hukum kekeluargaan dan
kewarisan, yang disebutkan terakhir ini tunduk pada
peraturan-peraturan hukum dari negara asal orang-orang
Timur Asing yang bersangkutan. Selanjutnya, pada tahun 1917
diadakan pembedaan orang-orang Timur Asing atas orang-
orang Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa. Dengan
Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, berlaku mulai tanggal 29
Maret 1917 juncto Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81,
Staatsblad Tahun 1924 Nomor 557 dan Staatsblad Tahun 1925
Nomor 92, bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa berlakulah
hukum perdata dan dagang orang-orang Eropa terhadapnya,
terkecuali ketentuan pencatatan sipil (Bab Kedua Buku Kesatu
BW), ketentuan acara yang mendahului perkawinan (Bagian
Kedua dan Bagian Ketiga Bab Keempat Buku Kesatu BW),
ketentuan tersendiri tentang pencatatan sipil orang-orang
Tionghoa (termasuk pengganti ketentuan Pasal 71 Nomor 6,
Pasal 74, dan Pasal 75 BW), dan ketentuan khusus mengenai
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perkongsian dan keadaan pailit dan tentang pengangkatan
anak. Artinya, hampir untuk seluruhnya peraturan-peraturan
hukum perdata orang-orang Eropa yang yang bersumber dari
BW diberlakukan pula terhadap orang-orang Timur Asing
Tionghoa, akibatnya ketentuan hukum adat mereka tidak
berlaku lagi.

Bagi orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab,
India, Afrika, berlaku pula hukum perdata dan dagang orang-
orang Eropa. Hal ini berdasarkan Staatsblad Tahun 1924
Nomor 556, yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1925. Menurut
ketentuan ini, bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa
berlakulah BW dan WvK, namun dikecualikan mengenai
ketentuan hukum tentang pencatatan sipil (Bab Kedua Buku
Kesatu BW), hukum perkawinan dan segala akibatnya (Bab IV
sampai dengan Bab XIV Buku kesatu BW), hukum
kebelumdewasaan dan perwalian (Bab XV Buku Kesatu BW),
dan hukum kewarisan karena kematian (Bab XII Buku Kedua
BW). Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan tetap tunduh
pada hukum agama dan adat mereka masing-masing. Dalam
hal ini tidak termasuk peraturan-peraturan hukum tentang
kewarisan karena surat wasiat (testamen) yang berlaku bagi
orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa.

Sesuai dengan Pasal 131 ayat (4) IS, terhadap orang-orang
pribumi (bahkan Timur Asing), sepanjang mereka tersebut
belum ditundukkan kepada peraturan hukum yang sama bagi
orang-orang Eropa, dapat menundukkan diri (vrijwillige
onderwerping) secara sukarela (atas kemauan sendiri), baik
secara keseluruhan atau sebagian, untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu, kepada ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam hukum perdata dan dagang untuk orang-orang
Eropa yang sebetulnya tidak berlaku bagi mereka. Dengan kata
perluasan berlakunya hukum perdata dan dagang orang-orang
Eropa bagi orang-orang bumiputera dan Timur Asing tidak
hanya didasarkan pada peraturan undang-undang dengan
menyatakan berlakunya (toepaselijk verklaring) BW dan WvK
bagi mereka, melainkan juga melalui lembaga penundukan diri,
Lebih lanjut penundukan kepada hukum perdata dan dagang
orang-orang Eropa ini beserta akibat-akibat hukumnya diatur
dengan ordonansi Regeling nopens de Vrijwillige onderwerping
aan het Euripeensch Privaatrecht berdasarkan Staatsblad
Tahun 1917 Nomor 12 berhubung Nomor 528 juncto Staatsblad

12



Tahun 1926 Nomor 360, yang mulai berlaku terhitung sejak
tanggal 1 Oktober 1917. Orang-orang bumiputera diberikan
kesempatan untuk menundukkan diri secara sukarela
terhadap hukum perdata dan dagang orang-orang Eropa
dengan tanpa harus mengubah status hukum golongan
penduduknnya, baik itu dilakukan untuk seluruhnya, hanya
sebagian, suatu perbuatan hukum tertentu atau diam-diam
(anggapan).

Menurut riwayat terjadinya lembaga penundukkan diri
kemauan sendiri ini, maksud pembentukannya supaya dengan
itu diberi kesempatan kepada orang Bumiputera untuk
menundukkan diri kepada sistem hukum perdata Eropa, dalam
hal mereka sudah “terasing”dari hukum adatnya sendiri.
Mengenai penundukkan untuk suatu perbuatan hukum
tertentu yang dimaksudkan ialah memberikan kepada orang
Eropa, yang mengadakan perjanjian dengan orang golongan
lainnya, kemungkinan adanya “kepastian besar” oleh karena
mereka dapat meminta sebagai syarat bahwa bagi pihak
lawannya akan menundukkan diri kepada sistem hukum
Eropa. Jadi, pembentuk undang-undang memandang hukum
Eropa sebagai hukum yang superior dan memberikan
kepastian. Oleh karenna itu penundukkan orang Eropa atas
kemauan sendiri kepada hukum adat dianggap tidak mungkin,
maka dari itu tidak dikenal dalam perundang-undangan Hindia
Belanda (Soepomo, 2004).

B. Perkembangan Keberlakuan Burgerlijk Wetboek sebagai
Kodifikasi Hukum Tertulis

Setelah pemerintahan kolonial Belanda berkuasa atas
Hindia Belanda sebagai bagian daerah koloni Kerajaan Belanda,
pemerintah merancang rencana pembentukan kodifikasi
hukum perdata dan dagang untuk orang-orang Eropa yang
berada di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi.
Dibentuklah sebuah komisi pada tahun 1837 dibawah
pimpinan Mr. C.J. Scholten vad Oud Haarlem, dengan
anggotanya Mr. A.A. van Vloten dan Mr. P. Meyer, berhubung
komisi kodifikasi di Hindia Belanda yang dipimpin Mr. C.C.
Hogemann gagal dalam merencanakan kodifikasi yang akan
diberlakukan di Hindia Belanda. Saat itu komisi yang dipimpin
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Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem berencana membentuk
Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), Reglement op de
Rechterlijke Organisatie en het belid der Justice (RO), Burgerlijk
Wetboek (BW), Wetboek van Koophandel dan kejahatan-
kejahatan yang timbul sebagai akibat kepailitan dan
pernyataan tidak mampu membayar utang. Setelah bekerja
beberapa waktu, keburu Mr. Scholten kembali ke negeri
Belanda, akibatnya komisi tidak dapat lagi menyelesaikan
tugasnya untuk menyiapkan peraturan-peraturan hukum
kodifikasi dimaksud. Gantinya, dibentuk suatu komisi yang
sama dipimpin oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem,
dengan beranggotakan Mr. I. Schneither dan Mr. I.F.H. van Nes
dengan tugas yang sama pula. Komisi inipun juga belum tuntas
menyelesaikan tugasnya berhubung kesehatan ketuanya
terganggu. Penyelesaian akhir pembuatan peraturan-peraturan
hukum kodifikasi di Hindia Belanda tersebut dilakukan Jhr.
Mr. H.L. Wichers bersama-sama dengan Mr. Scholten van Oud
Haarlem. Hasil karya bersama ini kemudian disahkan melalui
Firman Raja Belanda Nomor 1 tanggal 16 Mei 1846 (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23). Peraturan-peraturan hukum yang
akan diumumkan di Hindia Belanda tersebut, meliputi:

a. De Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), memuat
Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-
undangan,;

b. Het Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het belid
der Justice (RO), memuat Peraturan Susunan Organisasi
Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan;

c. Het Burgerlijk Wetboek (BW), memuat kodifikasi hukum
perdata;

d. Het Wetboek van Koophandel en De Bepalingen
betrekkelijk de misdrijven, begaan ter gelegenheid van
faillissement en bij kennelijk onvermogen, mitsgaders bij
surceance van betaling (Wvk), memuat kodifikasi hukum
dagang dan Ketentuan Kejahatan yang Dilakukan pada
waktu Pailit dan Penangguhan Pembayaran.

Selain mengesahkan perundang-undangan baru bagi
Hindia Belanda, Firman Raja Nomor 1 tanggal 16 Mei 1846
tersebut juga mengamanatkan agar perundang-undangan baru
bagi Hindia Belanda dimaksud diumumkan sebelum atau pada
tanggal 1 Mei 1847 serta memberlakukannya paling lambat
tanggal 1 Januari 1848, yang akan diatur lebih lanjut oleh
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Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu,
Gubernur Jenderal Hindia Belanda mendapat kewenangan
penuh untuk memberlakukan peraturan lainnya yang dirasa
perlu pada saat diberlakukannya perundang-undangan baru
bagi Hindia Belanda tersebut. Kewenangan terakhir ini
ditegaskan dalam Pasal 4 dari firman raja tersebut, yang
menetapkan bahwa sambil menyampaikan apa yang di dalam
halnya telah disiapkan oleh Departemen Jajahan dengan
Komisi yang telah dibubarkan, maka Gubernur Hindia Belanda
diperintahkan untuk menetapkan sesuai dengan peraturan-
peraturan hukum yang telah ditetapkan dan untuk
memberlakukannya pada waktu yang sama dengan peraturan-
peraturan tersebut suatu peraturan acara perdata untuk
Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi, suatu
peraturan penuntutan perkara tindak pidana untuk
Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi serta
suatu peraturan tata usaha kepolisian beserta Pengadilan
Perdata dan penuntutan perkara tindak pidana mengenai
golongan orang bumiputera dan orang-orang yang
dipersamakan dengan itu (Usman, 2006).

Berhubung keterlambatan perjalanan kapal yang membawa
kitab-kitab hukum yang telah ditandatangani oleh Raja
Belanda tersebut, menyebabkan terhambatnya segala
persiapan untuk memberlakukan perundang-undangan baru
bagi Hindia Belanda itu. Dengan Firman Raja Nomor 60 tanggal
10 Pebruari 1847 diberikan kuasa kepada Gubernur Jenderal
Hindia Belanda untuk mengundurkan penetapan saat
berlakunya perundang-undangan baru bagi Hindia Belanda
tadi, jika perlu sampai dengan tanggal 1 Mei 1848 (Tresna,
1993).

Persiapan dijadikan berlakunya peraturan-peraturan
hukum bagi Hindia Belanda tersebut dilaksanakan oleh Mr.
H.L. Wichers yang diperbantukan pada Gubernur Jenderal
Hindia Belanda agar menjadikan berlaku peraturan-peraturan
hukum yang sudah disahkan bagi Hindia Belanda. Setelah
diadakan beberapa perubahan dalam RO dan sesudah itu
direncanakannya beberapa peraturan yang diperlukan sebagai
tambahan apa yang telah dibuat oleh Mr. Scholten van Oud
Haarlem, kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal J.J.
Rochussen, yang meliputi:
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a. Reglement op de Strafvordering voor de Raden van Justitie
op Java en het (Strafvordering);

b. Reglement op de Rechtsvordering voor de Raden van
Justitie op Java en het Hoog Gerechshof (Rechtsvordering);

c. Reglement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke
Rechtspleging onder de Indonesiers en de Vreembe
Oosterlingen op Java en Madoera (Reglemen Indonesia
yang Diperbaharui);

d. Bijzondere Bepalingen ter Verzekering der Regelmatige
Werking van de Nieuwe Wetgeving in de Bezittingen Buiten
Java en Mandoera;

e. Bepalingen tot Regeling van Enige Onderwerpen van
Strafwetgeving, welke een Dadelijke Voorziening Vereisen
(Utrect, 1983).

Pada akhirnya dengan dengan suatu peraturan
menjalankan (invoeringsverordening), yang Bernama
Bepalingen omtrent de Invoering van en de Overgang tot de
Nieuwe Wetgeving (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 10), yang
disingkat Invoeringsbepalingen atau Overgangsbepalingen
(Peraturan Peralihan) yang juga disusun oleh Mr. Wichers.
Berhubung dengan itu, kodifikasi hukum perdata (BW) menjadi
berlaku di Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848 (Nurhayani,
2015). Pengumuman kodifikasi hukum perdata (BW) Hindia
Belanda tersebut dilakukan pada tanggal 30 April 1847
sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Seiring dengan berlakunya BW, maka ketentuan hukum
perdata dalam hukum Belanda kuno, hukum Romawi, dan
plakat-plakat VOC dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai
penggantinya diberlakukan BW sebagai hukum perdata orang-
orang Eropa, kemudian diperluas keberlakuannya kepada
orang-orang bumiputera dan Timur Asing di Hindia Belanda.

Tresna (1993) mengatakan bahwa perundang-undangan
tahun 1848 ini hendaknya kita dudukkan pada tempat yang
semestinya, dengan mengingat pada masa tumbuhnya dan
dengan menggunakan ukuran yang tidak melebihi maknanya.
Perundang-undangan tahun 1848 tersebut dimaksudkan
membawa ketertiban hukum bagi masyarakat Hindia Belanda
teristimewa ditujukan kepada kepentingan bangsa Belanda,
tidak kurang dan lebih. Jika ini diketahui, maka kita tidak
usaha merasa kecewa, bahwa perundang-undangan baru itu
tidak membuka lowong bagi bangsa Indonesia untuk mencapai
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kedudukan hukum yang layak. Memang itu tidak dimaksudkan
oleh pihak yang berkuasa di waktu itu.

Suasana pluralisme dalam hukum perdata dari masa
kolonial Belanda ini terus berlanjut pada masa penjajahan
Jepang, saat ketika pendudukan Belanda atas kepulauan
Nusantara berakhir pada tahun 1942. Pemerintah balatentara
Jepang saat itu mengeluarkan Osamu Gunrei Nomor 1 Tahun
1942 yang mempermaklumatkan pengakuan sementara waktu
berlakunya hukum dan undang-undang dari pemerintah yang
dulu di daerah Jawa dan Madura, dengan syarat hal itu
sepanjang tidak Dbertentangan dengan aturan-aturan
pemerintah balatentara Jepang. Demikian pula untuk daerah
di luar Jawa dan Madura dipermaklumatkan hal yang sama.

Perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan
yang dinilai kontributif dalam perkembangan sistem hukum di
Indonesia sepanjang masa pendudukan Jepang tidaklah
banyak. Beberapa yang dicatat barangkali hanya bahwa kitab
undang-undang dan ketentuan-ketentuan perundangan yang
lain di bidang hukum perdata yang semula berlaku untuk
orang-orang Belanda kini juga dinyatakan berlaku untuk
orang-orang pribumi. Adapun kontribusi paling penting yang
diberikan oleh pemerintahan balatentara Jepang kepada sistem
hukum Indonesia adalah dihapuskannya dualisme dalam tata
peradilan dan unifikasi kejaksaan (Wignjosoebroto, 1994).

Pluralisme hukum perdata ini terus berlanjut sampai
dengan Indonesia merdeka hingga dewasa ini melalui
ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat (K-RIS 1949) dan
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS
1950), yang menjembatani masih berlakunya sejumlah lembaga
dan hukum kolonial serta hukum nasional lainnya.
Diadakannya ketentuan peralihan ini dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam
dan selama masa peralihan sampai dengan ditetapkan
penggantinya. Berdasarkan ketentuan peralihan yang terdapat
dalam UUD 1945, K-RIS 1949, dan UUDS 1950, sejumlah
lembaga dan hukum kolonial masih tetap berlaku untuk
sementara” waktu dengan ketentuan pemberlakuannya
sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD
1945, K-RIS 1949 dan UUDS 1950 (Usman, 2006).
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Ketentuan peralihan dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal II
Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum Perubahan Keempat
UUD 1945) yang menyebutkan sebagai berikut:

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih
langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.

Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ini
dipertegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
1945 tentang Berlakunya Segala Badan-badan Negara dan
Peraturan-peraturan Yang Ada Sampai Berdirinya Negara
Republik Indonesia (Berita Republik Indonesia Tahun 1 Nomor
1 Halaman 1 Kolom 1; untuk selanjutnya disebut PP No.
2/1945). Pasal 1 PP No. 2/1945 ini menentukan sebagai
berikut:

Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan
jang ada sampai berdirinja Negara Republik Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan
jang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku
asal sadja tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar tersebut.

Dalam Penjelasan atas PP No. 2/1945 diterangkan sebagai
berikut:

Dalam Pasal II dari Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia telah ditetapkan,
bahwa segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-
Peraturan jang ada, masih berlaku sebelumnja diadakan
peraturan baru. Untuk lebih menegaskan berlakunja
pasal ini, maka berdasarkan atas Pasal IV dari Aturan
Peralihan, dengan ini diadakan Peraturan. Hendaknja
semua penduduk memperhatikannja.

Waktu Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal II Aturan
Peralihan UUD 1945 diubah menjadi dua, yakni Pasal I dan
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal I Aturan Peralihan
UUD 1945 mengatur dasar hukum berlakunya peraturan
hukum yang lama, sedangkan Pasal II Aturan Peralihan UUD
1945 mengatur dasar hukum berlakunya lembaga negara yang
ada. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (yang baru)
menentukan
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Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini.

Merujuk pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 atau
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (yang diubah) ini berarti,
bahwa ketentuan yang ada pada zaman Hindia Belanda,
khususnya hukum perdata, masih berlaku di Indonesia.
Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di
bidang hukum keperdataan. Namun hendaknya juga
diperhatikan, bahwa yang menjadi dasar hukum berlakunya
hukum perdata di Indonesia, selain UUD 1945 adalah juga
Pancasila, peraturan perundang-undangan, serta dibutuhkan.
Bila ketentuan hukum perdata kolonial tersebut bertentangan
dengan keempat hal itu, maka hukum perdata yang merupakan
produk pemerintah Hindia Belanda menjadi tidak berlaku lagi
(Salim, 2003). Berhubung BW dan WvK masih berlaku, tetapi
dengan ketentuan bahwa hakim (pengadilan) dapat
menganggap suatu pasal tidak berlaku lagi jika dianggapnya
bertentangan dengan keadaan zaman kemerdekaan sekarang
ini (Subekti, 2017).

Setelah Indonesia merdeka, pembagian golongan penduduk
yang terdiri atas orang-orang Eropa, Timur Asing dan
bumiputera tidaklah sejalan UUD 1945 yang membagi
penduduk Indonesia atas warganegara Indonesia (WNI) dan
warganegara asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) UUD 1945.
Siapa yang menjadi WNI tersebut ditentukan dalam Pasal 26
ayat (1) UUD 1945, yaitu: orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai WNI. Artinya yang menjadi WNI itu bisa:

a. WNI asli (pribumi/bumiputera);

b. WNI keturunan Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing

lainnya;

Dewasa ini, sistem hukum perdata yang berlaku berbeda-
beda sesuai dengan golongan WNI, yakni:

a. bagi WNI asli dan keturunan Eropa, Tionghoa dan Timur
Asing lainnya yang beragama Islam, berlaku hukum
Islam;

b. bagi WNI asli (pribumi/bumiputera) berlaku hukum
perdata adat;
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c. bagi WNI keturunan Eropa, Tionghoa dan Timur Asing
lainnya berlaku hukum perdata barat/BW, dengan
kecuali hukum keluarga dan kewarisan bagi keturunan
Timur Asing lainnya.

Faktor agama dalam pluralisme hukum perdata telah ikut
mempertajam penerapan pluralistik hukum perdata di
Indonesia, sebab ada perbedaan penerapan hukum perdata
bagi penduduk yang berbeda agama. Bagi mereka yang
beragama Islam dapat diterapkan hukum perdata Islam,
sedangkan bagi golongan bumiputera/Indonesia asli yang
bukan beragama Islam diterapkan hukum adat. Secara teoritis
kepada golongan bumiputera tersebut berlaku hukum adat,
tetapi inkonkreto penerapan hukum adat pada saat sekarang
hanya diterapkan kepada golongan bumiputera/Indonesia asli
yang bukan beragama Islam. Sementara itu, kepada mereka
yang beragama Islam, diberlakukan hukum perdata Islam
sebagaimana yang diatur dalam Komplilasi Hukum Islam (KHI).
Dengan kata lain, hukum perdata yang berlaku saat ini dalam
penerapannya adalah bagi golongan Eropa dan Timur Asing
tetap berlaku hukum perdata yang diatur dalam BW. Bagi
golongan penduduk bumiputera/Indonesia asli yang beragama
bukan Islam berlaku hukum adat, sedangkan bagi golongan
penduduk yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam
(Noor, 2014).

Pluralisme dalam hukum perdata seperti ini terus berlanjut
berdasarkan ketentuan peralihan yang terdapat dalam K-RIS
1949 dan UUDS 1950 seiring dengan perubahan susunan
ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketentuan peralihan
dalam K-RIS 1949 tercantum dalam Pasal 192 KRIS 1949 yang
menentukan sebagai berikut:

(1) Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-
ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada saat
Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan
tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan
ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat
sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan
ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah
atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-
ketentuan tata-usaha atas kuasa Konstitusi ini.

(2) Pelandjutan peraturan-peraturan undang-undang
dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sudah ada
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sebagai diterangkan dalam ajat (1) hanja berlaku,
sekadar  peraturan-peraturan dan  ketentuan-
ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni,
Persetudjuan Peralihan ataupun persetudjuan-
persetudjuan jang lain jang berhubungan dengan
pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan-
peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak
berlawanan dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi
ini jang tidak memerlukan peraturan undang-undang
atau tindakan-tindakan pendjalankan.

Ketentuan peralihan juga dapat dijumpai dalam UUDS
1950 sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 UUDS 1950 yang
menentukan sebagai berikut:

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-
ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada tanggal 17
Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah
sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak
ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan
ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-
undang Dasar ini.

Setelah dinyatakan tidak berlakunya UUDS 1950 seiring
dengan kembali berlakunya UUD 1945 berdasarkan Dekrit
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan
secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, maka hukum kolonial peninggalan zaman
Hindia Belanda, dengan tidak terkecuali sistem hukum perdata
dan sistem hukum dagang, masih tetap berlaku berdasarkan
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sesungguhnya pada
dasarnya dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tersebut
sudah mengandung ketentuan-ketentuan peralihan sendiri
(Usman, 2006). Dengan kata lain BW dan WvK sebagai
kodifikasi hukum terus berlanjut berlaku sampai diadakan
penggantinya. Namun harus diingat sesuai dengan Pasal I
Aturan Peralihan UUD 1945 (yang diubah), keberlakuan
hukum perdata dan dagang kolonial hanya bersifat sementara
(transisi) sampai dibentuk peraturan-peraturan hukum perdata
dan dagang baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Walaupun BW semula merupakan hukum orang-orang Eropa
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dan Timur Asing, tetapi dalam praktiknya telah menjadi hukum
perdata bagi seluruh WNI tanpa terkecuali termasuk bagi WNI
asli, terutama hukum harta kekayaan misalnya.

C. Dekolonialisasi dan Pergeseran Norma dalam Hukum
Perdata pada Zaman Kemerdekaan dan Dewasa Ini

Upaya dekolonialisasi dalam hukum perdata, tanpa kecuali
terhadap BW dan WvK sudah berlangsung sejak zaman
kemerdekaan. Pembaharuan hukum perdata terus dilakukan,
baik dari segi strukturnya maupun dari segi substansinya,
guna menyelaraskan perkembangan hukum perdata dengan
proses modernisasi di dalam segala aspek kehidupan yang
didukung oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Pembaharuan
hukum perdata dan dagang tersebut harus juga menjaga
ketaatan asas harmonisasi horizontal maupun vertikal.

Telah terjadi eliminasi dan reduksi Pasal-pasal BW, baik
karena peraturan perundang-undangan nasional di lapangan
perdata yang menggantikannya, ataupun dikesampingkan dan
mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan
yurisprudensi, berhubung ketentuan-ketentuan BW dianggap
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan
zaman (Tutik, 2006). Selain itu, sebagai dasar hukum utama
hukum perdata, terdapat beberapa permasalahan penting
seperti ketidakjelasan status BW sebagai undang-undang atau
suatu dokumen yang hanya mengelompokkan hukum tak
tertulis, adanya kesulitan dalam penerjemahan, serta beberapa
pasal di dalamnya yang tidak sesuai dengan perkembangan
zaman. Urgensi pembaharuan BW di Indonesia merupakan hal
yang mendesak dengan cara penyisiran pasal-pasal yang masih
relevan dan sesuai perkembangan zaman (Mangara & Al-Djufri,
2022).

Dekolonialisasi hukum  perdata ditandai dengan
pencabutan ketentuan hukum yang terdapat dalam BW untuk
pertama kali oleh Undang-Undang Nomor S Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043; untuk
selanjutnya disebut UU No. 5/1960 atau UUPA). Selain
mencabut Buku Kedua BW, sepanjang yang mengenai bumi,
air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali
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ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek, UU No. 5/1960 juga
mencabut sejumlah peraturan hukum agrarian kolonial, yakni:
Agrarische Wet; Domeinverklaring; Algemene Domeinverklaring;
Domeinverklaring untuk Sumatera, keresidenan Menado, dan
residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo,; serta
Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 Nomor 29 beserta
peraturan pelaksanaannya. Hadirnya UU No. 5/1960 ini
dimaksudkan untuk menanggalkan sifat dualisme hukum
agraria kolonial menggantinya dengan hukum agrarian
nasional yang baru yang sederhana dan menjamin kepastian
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU No. 5/1960 telah melakukan perubahan secara militant
dan secara besar-besaran terutama terhadap Buku Kedua BW,
termasuk mencabut ketentuan BW yang memuat ketentuan
tentang ruang angkasa. UU No. 5/1960 bermaksud
melenyapkan dualisme hukum dalam bidang hukum agraria
(hukum pertanahan), sehingga hanya mengenal satu tanah
saja, yaitu tanah Indonesia. Hal ini benar-benar sangat berbeda
dengan apa yang terdapat pada zaman Hindia Belanda dahulu
yang membagi tanah di Indonesia menjadi dua bagian atas
tanah-tanah Indonesia dan Eropa (Safioedin, 1973).
Sesungguhnya UU No. 5/1960 ini merupakan suatu langkah ke
arah perbaikan perundang-undangan kita di bidang hukum
perdata (Prodjodikoro, 1981). Pencabutan Buku Kedua BW ini
membawa akibat hukum pada tidak berlaku pasal-pasal Buku
Kedua BW, sepanjang hal itu berkaitan dengan pengaturan
mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, termasuk ruang angkasa. Ada pasal-pasal yang
menjadi tidak berlaku lagi, ada pasal-pasal yang berlaku tidak
penuh lagi, namun ada juga pasal-pasal yang masih berlaku
tetapi tidak penuh.

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan dengan
berdasarkan Surat Departemen Pertanian dan Agraria Nomor
Unda 10/3/29 tanggal 26 Pebruari 1964 memerinci berlakunya
Pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam Buku Kedua BW
tersebut, yaitu:

a. ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh, karena tidak

mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya;
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b. ada pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi, yaitu
pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

c. ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh,
dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku
lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dan masih tetap berlaku
sepanjang mengenai benda-benda lainnya (Sofwan, 1981,
p. 4).

Kemudian berdasarkan perincian tersebut, lebih lanjut

beliau

secara garis besar merinci pasal-pasal yang

dimaksudkan:
a. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh ialah:

1.

2.

3.

Pasal-pasal tentang benda bergerak pasal 505, 509-
518;

Pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak
pasal 612-613;

Pasal-pasal tentang bewoning, ini hanya mengenai
rumah pasal 826-827;

pasal-pasal tentang hukum waris pasal 830-1130.
Walaupun ada beberapa pasal dalam hukum waris
yang juga mengenai tanah, tanah diwarisi menurut
hukum yang berlaku bagi si pewaris;

Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan
(privelegie) pasal 1131-1149;

Pasal-pasal tentang gadai, karena gadai hanya
melulu mengenai benda bergerak pasal 1150-1160;

Pasal-pasal tentang hipotik, karena hipotik
meskipun mengenai tanah memang dikecualikan
dari pencabutan oleh UU No. 5/1960, dikurangi
pasal-pasal yang tidak pernah berlaku berdasarkan
Pasal 31 Peraturan Peralihan Perundang-undangan
Staatsblad 1848 Nomor 10. Setelah berlakunya
UUPA ketentuan-ketentuan mengenai segi formal
atau acara dari hipotik, yaitu mengenai pembebanan
atau pemberian hipotik dan pendaftarannya,
mengenai hal-hal tersebut harus tunduk pada
ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPA beserta
peraturan-peraturan pelaksananya.

b. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi ialah:
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7.
8.
9.

Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu
berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah;
Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik
melulu mengenai tanah;

Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak
bergerak, tak pernah berlaku;

Pasal-pasal tentang kerja rodi pasal 673;
Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilikan
pekarangan bertetangga pasal 625-672;

Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan
(erfdienstbaarheid) pasal 674-710;

Pasal-pasal tentang hak opstal pasal 711-719;
Pasal-pasal tentang hak erfpacht pasal 720-736;
Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil
sepersepuluh pasal 737-755.

c. Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak pernuh,
dalam arti tidak berlaku lagi sepan-jang mengenai bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-
benda lain, ialah:

1.
2.

3.

6.

Pasal-pasal tentang benda pada umumnya;
Pasal-pasal tentang cara membedakan benda pasal
505-530;

Pasal-pasal tentng benda sepanjang tidak mengenai
tanah, terletak diantara pasal 529-568;

Pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak
mengenai tanah, terletak diantara pasal-pasal 570-
624;

Pasal-pasal tentang hak memungut hasil
(vruchtgebruuk) sepanjang tidak me-ngenai tanah
pasal 756-817;

Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak
mengenai tanah pasal 818-829 (Sofwan, 1981).

Terhadap semua pasal-pasal yang merupakan pelaksanaan
atau pertalian dengan pasal-pasal yang tak berlaku itu,
meskipun tidak tegas-tegas dicabut dan diletakkan diluar Buku
Kedua, yaitu dalam Buku Ketiga dan Buku Keempat BW juga
dianggap tidak berlaku, misalnya pasal-pasal 1955 dan pasal
1963. Juga pasal-pasal tentang sewa menyewa tanah, jual beli
tanah, dan lain-lain. Karena bertalian dengan tanah yang
sudah diatur khusus dalam UUPA, maka Pasal-pasal 621, 622,
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623 menjadi tidak berlaku. Setelah berlakunya UUPA,
pemberian hak atas tanah harus menurut peraturan
pendaftaran tanah. Demikian juga Buku Ketiga pasal-pasal
1588-1600 mengenai sewa menyewa tanah, harus dinyatakan
tidak berlaku lagi. Setelah berlakunya UUPA, pemberian ha
katas tanah diberikan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau
Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Hak-hak yang berkaitan
dengan tanah seperti hak servituut, hak opstal, hak erfpacht,
hak bunga tanah dan hasil sepersepuluh karena hak-hak itu
melulu mengenai tanah tidak berlaku lagi, sebab mengenai
hak-hak atas dengan tegas-tegas ditentukan oleh UUPA
(Sofwan, 1981 dan Harsono, 1975).

Berhubung UU No. 5/1960 telah meletakan keberadaan
unifikasi lembaga jaminan hak atas tanah, pembebanan hak
atas tanah sebagai jaminan utang tidak lagi menggunakan
hypotheek dan credietverband, tapi diganti dengan lembaga hak
tanggungan hak atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah (hak tanggungan) Semestinya sejak
tahun 1960 pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan utang
tidak lagi menggunakan ketentuan  hypotheek dan
credietverband seperti yang dianut dalam hukum pertanahan
sebelumnya, namun sementara waktu sambil menunggu
terbentuknya peraturan tentang hak tanggungan, ketentuan
tentang hypotheek dan credietverband masih dapat digunakan.
Sebagai gantinya, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3632; untuk selanjutnya disebut UU
No. 4/1996). Secara tegas Pasal 29 UU No. 4/1996
menetapkan, bahwa dengan berlakunya UU No. 4/1996
tersebut, @ maka  ketentuan mengenai credietverband
sebagaimana tersebut dalam Staatsblad Tahun 1908 Nomor
542 juncto Staatsblad Tahun 1909 Nomor 586 dan Staatsblad
Tahun 1909 Nomor 584 sebagaimana telah diubah dengan
Staatsblad Tahun 1937 Nomor 190 juncto Staatsblad Tahun
1937 Nomor 191 dan ketentuan mengenai hypotheek
sebagaimana tersebut dalam Buku Kedua BW sepanjang
mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan
tidak berlaku lagi. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 29 UU
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No. 4/1996 tersebut, maka dengan berlakunya UU No. 4/1996,
ketentuan mengenai credietverband  dan hypotheek
sebagaimana diatur dalam Buku Kedua BW, sepanjang
mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan
tidak berlaku lagi. Jadi, dengan lahirnya UU No. 4/1996, maka
ketentuan mengenai credietverband seluruhnya tidak
diperlukan lagi, sebab sejak awal credietverband merupakan
lembaga jaminan hak atas tanah adat. Sementara itu untuk
ketentuan mengenai hypotheek yang tidak berlaku lagi hanya
yang menyangkut pembebasan hypotheek atas hak atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sedangkan
hypotheek atas benda selain tanah masih berlaku dan tunduk
sepenuhnya pada lembaga dan ketentuan hypotheek yang
diatur pada Buku Kedua BW.

Tiga tahun kemudian sebagai akibat proses sosialisasi
hukum maupun usaha menghapuskan dualisme hukum dalam
tata hukum yang berasal dari zaman kolonial, Mahkamah
Agung mengeluarkan surat Mahkamah Agung Nomor
1115/P/3292/M/1963 tanggal S September 1963 yang
berisikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
1963 perihal Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak
sebagai Undang-Undang (SEMA No. 3/1963) (Kansil & Kansil,
2000). Dalam SEMA No. 3/1963 ini, Mahkamah Agung
berpendapat bahwa BW tidak lagi sebagai suatu undang-
undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya
menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis dan
sebagai konsekuensinya tidak berlaku lagi antara lain pasal-
pasal dari BW, yaitu:

1. Pasal-pasal 108 dan 110, tentang wewenang seorang istri
untuk melakukan perbuatan hukum dan wuntuk
menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan
dari suami, tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan
diantara semua WNI;

2. Pasal 284 ayat (3), mengenai pengakuan anak, yang lahir
diluar perkawinan, oleh seorang perempuan Indonesia
asli. Pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya
perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga
tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua
WNI;

3. Pasal 1682, yang mengharuskan dilakukannya satu
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penghibahan dengan akta notaris;

. Pasal 1579, yang menentukan, bahwa dalam hal sewa
menyewa barang, pemilik barang tidak dapat
menghentikan persewaan dengan mengatakan, bahwa
pemilik barang akan memakai sendiri barangnya, kecuali
apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa
menyewa ini dijanjikan diperbolehkan;

. Pasal 1238, yang menyimpulkan, bahwa pelaksanaan
suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim,
apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan
tertulis. Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan,
di antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman
turunan surat gugatan kepada tergugat dapat dianggap
sebagi penagihan, oleh karena tergugat masih dapat
menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar
hutangnya sebelum hari sidang pengadilan;

. Pasal 1460, tentang risiko seorang pembeli barang, pasal
mana menentukan, bahwa suatu barang tertentu, yang
sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah atas
tanggungan pembeli, meskipun penyerahan barang itu
belum dilakukan. Dengan tidak lagi berlakunya Pasal ini,
maka harus ditinjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak
sepantasnya pertanggungjawaban risiko atas
musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi
belum diserahkan, harus dibagi antara kedua belah
pihak, dan sampai dimana.

. Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2), yang mengadakan
diskriminasi antara orang Eropa disatu pihak dan orang
bukan Eropa dilain pihak mengenai perjanjian
perburuhan.

Gagasan menganggap BW tidak lagi sebagai suatu undang-
undang hanya buku hukum melalui SEMA No. 3/1963
merupakan suatu tindakan yang niscaya karena kedudukan
SEMA sebagai sumber hukum jauh dibawah undang-undang,
tidak mungkin suatu undang-undang dibatalkan hanya melalui
SEMA. Namun kehadirannya hendaknya ditafsirkan sekedar
memberikan contoh kepada para hakim bahwa dari sekian
jumlah ketentuan-ketentuan didalam Pasal-pasal BW, ternyata
terdapat ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kehidupan
hukum nasional. Di sisi lainnya, supaya hakim-hakim tidak
ragu-ragu lagi dalam bertindak menilai atau menguji kembali
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ketentuan-ketentuan di dalam Pasal-pasal BW, apakah masih
bisa terus diberlakukan atau tidak bisa lagi untuk terus
diberlakukan. Kesemuanya ini menjadi kewajiban bagi para
hakim untuk menyampingkan atau menyikirkan ketentuan-
ketentuan dalam Pasal-pasal BW yang tidak bersesuaian
dengan kedudukan Republik Indoensia sebagai negara yang
merdeka dan berdaulat. Diharapkan dalam hal ini hakim-
hakim kita akan bertindak sebagai “judge’s law maker” (Usman,
2006). Mengingat BW dianggap sebagai hukum tak tertulis,
maka hanya berfungsi sebagai pedoman, hakim mempunyai
tanggung jawab sendiri mengambil keputusan secara bebas/
merdeka. Jika para hakim yakin bahwa BW dan WvK itu untuk
soal yang kongkrit harus diikuti, disimpangi, dan
dikesampingkan, bila perlu dikesampingkan. Asalkan segala
sesuatu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disertai
pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan lengkap, sebab apa
BW dan WvK dianut, disimpangi, atau dikesampingkan.
Dengan kata lain, persamakanlah BW dan WvK itu dengan
yurisprudensi (Hie, 1964).

Berikutnya lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU No.
1/1974) yang melakukan perubahan fundamental terhadap
ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu
BW. Menurut pembentuk UU No. 1/1974, bahwa sesuai dengan
falsafah Pancasila serta cita-cita pembinaan hukum nasional,
perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang
berlaku bagi semua warga negara, yang sekaligus menampung
prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan
yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi
berbagai golongan dalam masyarakat. Berlakunya UU No.
1/1974 membawa akibat kepada tidak berlaku lagi ketentuan-
ketentuan mengenai perkawinan yang telah diatur dalam BW
dan peraturan lainnya. Penegasan keberlakuan berbagai
hukum perkawinan yang lama dari berbagai golongan
warganegara dan berbagai daerah ditegaskan dalam

Pasal 66 UU No. 1/1974 yang menetapkan sebagai berikut:

Untuk  perkawinan dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas
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Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-
undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks
Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74),
Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de
gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh
telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku.

Penegasan Pasal 66 UU No. 1/1974 mengakibatkan
ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu menjadi tidak
berlaku algi, dalam hal ini termasuk juga apa yang diatur dalam
BW (Isnaeni, 2015). Berarti ketentuan-ketentuan perkawinan
yang terkandung dalam BW, hukum adat dan peraturan-
peraturan lainnya menjadi tidak berlaku lagi. Demikian pula
ketentuan-ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Buku
Kesatu BW menjadi tidak berlaku, kecuali mengenai hal itu
belum diatur dalam UU No. 1/1974. Sepanjang hal yang
berkaitan dengan perkawinan dan segala akibatnya telah diatur
dalam UU No. 1/1974, maka ketentuan hukum perkawinan
yang lama menjadi tidak berlaku, namun sebaliknya jika UU
No. 1/1974 belum mengaturnya, maka ketentuan-ketentuan
hukum perkawinan yang lama dapat saja diberlakukan
sepanjang tidak dicabut secara tegas dan tidak bertentangan
dengan UU No. 1/1974. Dengan lahirnya UU No. 1/1975, maka
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah
diatur di dalam UU No. 1/1974 tersebut dinyatakan tidak
berlaku lagi. Sebaliknya, jika hal suatu ketentuan mengenai
perkawinan belum diatur atau telah ada belum lengkap
pengaturannya dalam UU No. 1/1974, maka peraturan hukum
perkawinan lama dapat diberlakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU No. 1/1974. Contohnya ketentuan
tentang pembagian harta bersama, oleh UU No. 1/1974
diserahkan kepada hukumnya masing-masing. Sesuai dengan
Penjelasan atas Pasal 37 UU No. 1/1974, bahwa yang dimaksud
dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama,
hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Untuk mengadakan keseragaman dan ketertiban dalam hal
perubahan atau penambahan nama keluarga dalam
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masyarakat dan juga untuk tidak membeda-bedakan lagi
antara nama yang lazim dipakai oleh suatu golongan dan yang
dipakai oleh golongan yang lain, yang merupakan suatu
penghalang bagi asimilasi, maka dibuatlah Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan
Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2154; untuk selanjutnya disebut UU No.
4/1961). Ketentuan mengenai perubahan atau penambahan
nama keluarga berdasarkan UU No. 4/1961 sebagai suatu
langkah untuk menghomogeenkan WNI. Selain berlaku bagi
orang yang perubahan atau penambahan namanya diatur
dalam suatu peraturan pencatatan sipil, ketentuan dalam UU
No. 4/1961 tersebut dapat dipergunakan juga oleh orang-orang
yang perubahan atau penambahan namanya tidak diatur
dalam suatu peraturan pencatatan sipil, dengan syarat apabila
orang-orang yang bersangkutan itu menghendakinya.
Kehadiran UU No. 4/1961 ini tidak mengurangi cara perubahan
atau penambahan nama yang lazim dilakukan orang-orang
yang tidak tunduk kepada suatu peraturan pencatatan sipil.
Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberi kesempatan
bagi orang-orang yang tidak mempunyai catatan sipil untuk
merubah atau menambah nama keluarganya dengan jalan UU
No. 4/1961 ini. Selain menetapkan peraturan penyeragaman
mengenai perubahan atau penambahan nama keluarga, UU No.
4/1961 menetapkan pula untuk mencabut dan menyatakan
tidak berlaku beberapa pasal peraturan pencatatan sipil yang
ada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 4/1961,
yaitu:

1. Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Catatan
Sipil untuk orang Indonesia (Staatsblad Tahun 1920
Nomor 751 juncto Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564);

2. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Catatan Sipil
untuk orang Indonesia Kristen (Staatsblad Tahun 1933
Nomor 75 juncto Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607);

3. Pasal-pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 KUH Perdata, yang mengatur
mengenai perubahan nama dan perubahan nama depan.

Sejak keluarnya UU No. 4/1961, perubahan atau

penambahan nama keluarga bagi seluruh WNI harus mengikuti
ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal-pasal UU
No. 4/1961 (Usman, 2006). Selanjutnya UU No. 4/1961 juga
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dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674; untuk selanjutnya
disebut UU No. 23/2006). UU No. 23/2006 sekaligus juga
mencabut berbagai peraturan pencatatan sipil yang berlaku
bagi berbagai golongan dan daerah, karena dianggap sudah
tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat, perkembangan
kebutuhan hukukum dan standar hak asasi manusia. Dengan
berlakunya UU No. 23/2006, pengaturan mengenai
administrasi kependudukan (adminduk), termasuk pengaturan
pencatatan sipil (pencapil) berlaku bagi semua WNI, termasuk
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, tidak lagi
diadakan pengaturan mengenai adminduk yang didasarkan
pada penggolongan penduduk (Usman, 2019).

Peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan
perburuhan yang termuat dalam Bab VIIA Buku Ketiga BW juga
mengalami pencabutan dan perubahan berdasarkanUndang-
Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja Di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2686; untuk selanjutnya disebut UU
No. 12/1964). UU No. 12/1964 ini, selain mencabut Regeling
Ontslagrecht voor bepaalde niet Europe se Arbeiders (Staatsblad
Tahun 1941 Nomor 396), juga mencabut peraturan-peraturan
lain mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana
termuat didalam BW, yakni Pasal 1601 sampai dengan Pasal
1603 Oud dan Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603, yang
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut didalam
UU No. 12/1964.

Terkait dengan peraturan-peraturan hukum mengenai
pengupahan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata
tersebut juga tidak berlaku lagi sehubungan dengan lahirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3190; untuk selanjutnya disebut PP No.
8/1981). Lahirnya PP No. 8/1981 ini didasarkan pada
pertimbangan, bahwa sistem pengupahan yang berlaku pada
waktu itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu disusun suatu peraturan perundang-
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undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai
Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2912; untuk selanjutnya disebut UU No.
14/1969), sehingga perlu mengatur perlindungan upah dalam
suatu Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 35 PP No. 8/1981
ditegaskan, bahwa dengan berlakunya PP No. 8/1981 ini
berdasarkan UU No. 14/1969, maka ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan
upah, sejauh telah diatur dalam PP No. 8/1981 ini dinyatakan
tidak berlaku. Demikian pula terkait dengan pengaturan
pengupahan, diantaranya adalah ketentuan-ketentuan yang
tersebut dalam Kitab BW, yaitu : 1601p; 1601q; 1601r; 1601s;
1601t; 1601u; 1601v; 1602; 1602a; 1602b; 1602c; 1602d;
1602e; 1602f; 1602g; 1602h; 1602i; 1602j; 1602k; 16021;
1602m; 1602n; 16020; 1602p; 1602q; 1602r; 1602s; 1602t;
1602u; 1602v alinea 5, 1968 alinea 3 dan 1971 sepanjang yang
menyangkut upah, dinyatakan tidak berlaku lagi seiring
dengan terbit berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengupahan bagi tenaga kerja.
Perkembangan hukum perdata dewasa ini juga tidak
terlepas dari tafsir konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah
Konstitusi, yang mengakibatkan terjadi pergeseran norma
dalam hukum perdata yang berlaku, baik mempertahankan,
menguatkan dan mengubah pemaknaan norma dalam hukum
perdata. Misalnya semula sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU
No. 1/1974, menetapkan bahwa anak yang dilahirkan diluar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya, namun kini Mahkamah Konsitusi
dengan pertimbangan memberikan pelindungan kepada anak
dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan
kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII[/2010 yang pada
intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan diluar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya. Merujuk pada putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini, maka setiap anak yang
dilahirkan diluar perkawinan, tidak terkecuali anak zinah tidak
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya, tetapi juga dapat mempunyai hubungan
perdata dengan ayah biologisnya, termasuk hunungan perdata
dengan keluarga ayahnya. Syaratnya, harus dapat dibuktikan
bahwa laki-laki yang menghamili ibunya yang menyebabkan
kelahirannya mempunyai hubungan darah dengan anak yang
dilahirkan diluar perkawinan tersebut. Pembuktiannya dapat
dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
seperti tes DNA, dan/alat menggunakan alat bukti lain
menurut hukum dapat membuktikan anak yang dilahirkan
diluar perkawinan yang bersangkutan mempunyai hubungan
darah dengan ayah biologisnya. Tafsir kaidah hukum yang
memperluas pengertian dan kedudukan anak yang dilahirkan
diluar perkawinan mendapatkan tantangan kalangan umat
Islam yang melahirkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan
Perlakuan Terhadapnya. Sangat jelas ketentuan hukum
kedudukan dan perlakuan anak zinah dalam hukum Islam,
bahwa anak hasil zinah yang merupakan anak yang dilahirkan
diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab, wali
nikah, waris, dan nafagah dengan lelaki yang mengakibatkan
kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan nasab, waris,
dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian
pula dalam BW melalui Pasal 272 BW, bahwa anak-anak yang
dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tidak termasuk
anak luar kawin yang dapat diakui oleh bapak dan ibunya.
Berarti menurut BW, anak-anak luar kawin diluar dari anak
zinah dan anak sumbang saja yang dapat diakui dan/atau
disahkan sebagai anak sah oleh bapak dan ibunya, Demikian
pula Pasal 283 BW menetapkan, bahwa sekalian anak yang
dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali
tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang
ditentukan dalam Pasal 273 BW. Jadi menurut BW, hanya anak
yang dilahirkan diluar perkawinan yang bukan anak zinah dan
sumbang, yang dapat disahkan menjadi anak sah setelah
pengakuan bapak dan ibunya.
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BAB 2.

HAKIKAT PERKAWINAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

Sri Yunarti

A. Hakikat Perkawinan

Sebelum membahas tentang tentang hakekat perkawinan,
maka penulis terlebih dahulu akan membahas pengertian dari
perkawinan yang dimaksudkan secara umum baik dilihat dari

bahasa,maupun dari beberapa pendapat dan juga

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
1. Pengertian Perkawinan

Istilah pernikahan atau perkawinan merupakan
istilah yang telah umum dipakai dalam proses generatif,
tidak hanya pada manusia tetapi juga dipakai terhadap
hewan dan tumbuhan. Seperti, tumbuh-tumbuhan kawin,
hewan kawin dan lain sebagainya. Dalam bahasa
Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan
lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau
bersetubuh KBBI, (2017)

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu
yang lama. undang-undang memandang perkawinan
hanya dari hubungan keperdataan.demikian pasal 26
Burgerlick Wetboek. Menurut pasal 26 BW bahwa suatu
perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang
memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dalam kitab
undang-undang hukum perdata Ketentuan ini
menegaskan bahwa syahnya perkawinan di dasarkan
kepada syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan.

Pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah memberikan pengertian nikah
yang lebih luas yaitu:

"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan
mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria
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dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan
memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan
kewajiban bagi masing-masing. Abu Zahrah, (1999)

Abu Zahrah memandang bahwa perkawinan itu
tidak sekedar untuk pemenuhankebutuhan biologis, tapi
di dalamnya secara otomatis mengandung unsur
kerjasama, terciptanya hak dan kewajiban sehingga
apabila salahsatunya lalai dapat saling mengklaim
a. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan tidak
hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara
pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai
pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian
juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung
unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan
kerohanian  meliputi kehidupan lahir batin,
kemanusiaan dan kebenaran.
Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius,
artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok
kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan
keimanan dan ketagwaan kepada Allah. Sedangkan
dasar dari pengertian perkawinan itu berpokok
pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh
seseorang sebelum melaksanakanya, yaitu: iman,
Islam dan ikhlas.Abdul Djamali (2002).

Perkawinan merupakan upaya menyatukan dua
pribadi yang berbeda satu sama lain dalam satu ikatan
suci. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berrdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa.(UU No 1 Tahun 1974)

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, seperti
yang termuat pada pasal 2 ayat2 pernikahan diartikan
sebagai ikrar Lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
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membentuk keluarga,rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan berasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa,(UU RI Nol1/74)
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian perkawinan karena sebagaimana pasal

26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya
disebutkan  bahwa  Undang-Undang memandang
perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja,
artinya pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah
perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang
memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetboek) dan syarat-
syarat peraturan agama yang dikesampingkan.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalan Kompilasi hukum Islam
adalah suatu akad yang sangat kuat atau miitsagan
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah(UU RI No 1/ 1974
& KHI). Yang membentuk keluarga sakinah, mawaddah,
wa rahmabh.

Dari keseluruhan pengertian di atas maka dapat
di Tarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah akad yang
menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan
perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga
kekal yang diridhai Allah Swt dalam bentuk sakinah
mawaddah, wa rahmah..

Perkawinan merupakan salah satu dimensi
kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan
manusia di dunia manapun di akhirat. Begitu pentingnya
perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-
agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan
tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara
tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di
kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan
umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia
tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan
itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang
lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi
perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan
adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut
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mazhab atau aliran yang berbeda. Kutbuddin
Aibak,(2009).

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu
yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu,
seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan
tujuan yang sifatnya sementara saja sebagai tindakan
permainan, agama Islam tidak mempekenankannya.
Karena itu pula perkawinan mut’ah yang sifatnya
sementara hanya untuk bersenang-senang selama waktu
tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat
Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam,
di larang oleh Nabi Muhammmad SAW. Perkawinan
hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya
hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang
luhur dan suci.

Perkawinan merupakan upaya menyatukan dua
pribadi yang berbeda satu sama lain dalam satu ikatan
suci. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berrdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa.(UU No 1 Tahun 1974)

. Tujuan pokok suatu perkawinan

Tujuan perkawinan adalah ibadah kepada Allah.
Mereka dapat saling menghargai satu sama lain,
mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap
yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan, dan
kekurangan mereka. Perkawinan juga bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan biologis mendasar manusia dalam
rangka untuk memperoleh keturunan. Tujuan dari
perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang
sakinah, mawaddah, warahmabh.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup
manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan
soaial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan
di dunia inisaja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal
di akhirat kelak.

. Asas-azas perkawinan ini perlu diperhatikan,
diantaranya :
a. Asas Kesukarelaan
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Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting
dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak
hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri
saja,tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah
pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang
menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi
asasiperkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi,
asas ini dinyatakan dengan tegas.

Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas
pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak
boleh ada paksaan dalam  melangsungkan
perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk
dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus
diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.
Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat
disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari
berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa
perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan
kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi.
Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwapada suatu ketika
seorang gadis bernama Jariyah menghadap
Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah
mdikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak
disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi
menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk
meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak
disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya
itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan
kawin dengan orang lain yang disukainya.

. Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang
berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal,
pembawaan) disebut dalam Alqur“an surah An-Nisaa“
(4) Ayat 34 dan surahAl-Baqgarah Ayat 187. Kemitraan
menyebabkan kedudukan = suami-isteri dalam
beberapa hal sama namun dalam hal yang lain
berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga
dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab
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pengaturan rumah tangga.

. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan
dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan
membina cinta serta kasih sayang selama hidup
(Alqur©an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula
maka perkawinan mut’ah yaitu perkawinansementara
yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama
waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada
masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang
oleh Nabi Muhammad SAW.

Asas Monogami

Asas ini disimpulkan dari Alqur*an surah An-
Nisaa™ Ayat 3 jo Ayat 129. Didalamayat 3 dinyatakan
bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh
beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi
beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat
mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang
menjadi isterinya. DalamAyat 129 surah yang sama
Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak
mungkin

4. Syarat sahnya perkawinan

Syarat perkawinan secara materil dijelaskan

dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 6yang berbunyi :

1.

2.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup
atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau

dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

43



hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke
atasselama mereka masih hidup dan dalam keadaan
menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang
dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4)pasal ini, atau salah
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya. maka Pengadilan dalam daerah tempat
tinggal orang yang akan melangsungkanperkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah
lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. Ketentuan
tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukun masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Syarat perkawinan secara formal diatur dalam
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No0.9 tahun 1975 dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai
Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) harikerja sebelum
perkawinan dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam
ayat (2) disebabkansesuatu alasan yang penting,
diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala
Daerah. Syarat formal berikut diatur Pada pasal 4 s/d
pasal 13.

Syah tidaknya perkawinan diatur dalam Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang menyatakan bahwa:
“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; Calon
Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan
[jab dan Kabul.

Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila
perkawinan tidak terpenuhi lima syarat di atas, maka
perkawinanya dianggap tidak syah. Menurut Mohd Idris
adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu :
Pihak-pihak yang akan melaksanakan, perkawinan yaitu
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calon suami dan calonisteri; Wali nikah; Dua orang
saksi, dan [jab dan qabul. Mohd Idris Ramulyo (1999)

Dalam praktek di masyarakat sering terjadi
perkawinan yang tidak dicatatkan, sekalipun telah
dilaksanakan secara agama dan juga kepercayaanya,
tapi perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara.
sehingga mengakibatkan hak istri dan anak terlanggar.
Jadi menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan
sah apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan
dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai ketentuan Pasal 2
ayat (2) Undang-undang.

Setelah perkawinan tersebut tentu mendambakan
hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan
orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa.
Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam
perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua
mempunyai peran dalam membangun dan mendidik
anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat
berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di
masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban
yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka
adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang
melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu
berdiri sendiri.

Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang
menentukan bahwa: (1) Kedua orang tua wajib untuk
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri.

Sehubungan dengan Pasal 77 Kompilasi Hukum
I[slam (KHI) yang termaktub  suami isteri memikul
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi
sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling
cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
suami isteri memikul keewajiban untuk mengasuh dan
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memelihara anak-anak mereka, baik mengenai
pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya
dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara
kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan
kewajib masing-masing dapat mengajukan gugatan
kepada Pengadilan Agama. Mohammad Daud Ali, (2004)

Suami adalah seorang nahkoda dalam sebuah rumah
tangga, kemana laju kapal rumah tangga mengarah,
suamilah penentunya. Namun dalam perjalanannya
prinsip musyawarah dengan isteri dalam memecahkan
persoalan- persolan di dalam rumah tangga sangat
dianjurkan.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan satu pihak terhadap pihak lainnya. Suami
sebagai pimpinan dalam rumah tangga, bertanggung
jawab terhadap bimbingan dan nafkah anggota
keluarganya. Kewajiban-kewajiban seorang isteri, yang
merupakan hak-hak bagi suami pada pokoknya adalah
mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga,
mendidik anak, dan melayani suami. Hal ini dimaksudkan
agar tidak terjadi kesewenang-wenangan satu pihak
terhadap pihak lainnya. Suami sebagai pimpinan dalam
rumah tangga, bertanggung jawab terhadap bimbingan
dan nafkah anggota keluarganya. Tanggung jawab suami
meliputi moral dam material. Ketika seseorang
menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada
isteri dan anak-anaknya.

Menurut hukum adat pada umumnya di
Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai
sperikatan perdata®”, tetapi juga merupakan ,perikatan
adat™ dan sekaligus merupakan ,perikatan kekerabatan
ketetanggaan®. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan
bukan semata-mata membawa akibat terhadap
hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan
kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak,
hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga
menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat,
kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan
serta menyangkut upacara-upacara adat dan
keagamaan.
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Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati
perintah dan larangan keagamaan, baik dalam
hubungan manusia dengan dengan tuhannya (ibadah)
maupun hubungan manusia sesama manusia
(mu“amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di
dunia dan selamat di akhirat. Hilman Hadikusuma
(,2007) .

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu
dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di
mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak
wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat
kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung,
Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran
dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan
setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan
dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera
Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar,
mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria
dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas
menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka,
menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak
berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah
maju (modern).

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan
oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan
menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku
dalam masyarakat Adat. Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada
selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat
bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan
UUD 1945. Apabila kembani menengok pasal 131 ayat (2)
b ISR, yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam
praktek, menyatakan, ,sedangkan untuk hal-hal lain
yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan
hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan
mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila
ternyata  kepentingan umum = atau  kebutuhan
masyarakat  menghendakinya.Hilman  Hadikusuma
(2007).
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Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal
belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam
kehidupan berkeluarga, selain melestarikan
kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin
stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi
laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan
yang mulia dan motif yang sakral lagi suci, karena
perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih
sayang, untuk memperoleh dan melanjukan keturuan
yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik
yang mesra antara suami dan istri. pada umumnya di
Indonesia perkawinan itu bukan sekedar melampiaskan
naluri biologis. Akan tetapi membentuk karakter dari
sendiri secara individu maupun secara kelompok dalam
satu kaum atau jiran yang disebut dengan lahirnya
kekerabatan.

B. Akibat Hukum Perkawinan.

Setelah perkawinan tersebut tentu mendambakan hadirnya
seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan
menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan
yang sangat penting dalam perkembangan mental dan
kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam
membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua
tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-
anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan
kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka
adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang
melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri
sendiri.

Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa: (1)
Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu
kawin atau dapat berdiri sendiri.

Sehubungan dengan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang termaktub suami isteri memikul kewajiban yang
luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,
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mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan
masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat
menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang
satu kepada yang lain; suami isteri memikul keewajiban untuk
mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai
pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan
pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara
kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajib
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Agama. Mohammad Daud Ali, (2004).

Prinsip yang dipakai dalam berkeluarga antara suami
dengan isteri dalam memecahkan persoalan- persolan di dalam
rumah tangga sangat dianjurkan. Hal ini dimaksudkan agar
tidak terjadi kesewenang-wenangan satu pihak terhadap pihak
lainnya. Suami sebagai pimpinan dalam rumah tangga,
bertanggung jawab terhadap bimbingan dan nafkah anggota
keluarganya.

Kewajiban-kewajiban seorang isteri, yang merupakan hak-
hak bagi suami pada pokoknya adalah mengurus dan
menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak, dan
melayani suami. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi
kesewenang-wenangan satu pihak terhadap pihak lainnya.
Suami sebagai pimpinan dalam rumah tangga, bertanggung
jawab terhadap bimbingan dan nafkah anggota keluarganya.
Tanggung jawab suami meliputi moral dam material. Ketika
seseorang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah
kepada isteri dan anak-anaknya.

Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu
perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua
dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum
yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa
konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara
timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-
hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai
kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang
harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak
itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu:
hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk
mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan
tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah
(alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh
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ayah. Djamaan Nur (1993).

Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak
seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan
merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi
orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa
perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus
(cerai). Peristiwa perceraian merupakan kondisi sosial hukum.
Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari
keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan
isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh
adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak
dan pemenuhan kewajiban.

Ketentuan Islam ikatan sebagai seorang suami atau pun
isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut
terjadi. Namun hubungan orang tua dan anak tidak terputus
sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam
pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain
tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga
punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup
anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur.
Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan
nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak
boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan
bimbingan dan nafkah. Si ayah tidak boleh membiarkan anak
itu menjadi beban si ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-
anak tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak
tidak tinggal bersama ayahnya.Wabah Zuhaily (2011).

Dengan demikian bila suami menceraikan istrinya dan
dirinya mempunyai anak. Istrinya lebih berhak memeliharanya
sampai usia 7 tahun kemudian anak itu disuruh memilih
diantara orang tuanya kepada siapa ia memilih serahkanlah ia
kepadanya. Berdasarkan penjelasan diatas maka pemeliharaan
anak itu terutama yang masih kecil atau belum mumayyiz yang
lebih berhak adalah ibunya, karena perempuan (ibu) lebih
pantas dalam hal urusan ini lebih sabar dan lebih cinta kepada
anak- anaknya Zainuddin ali (2006).

Anak sebagai keturunan dari suatu perkawinan
merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam
suatu keluarga menurut hukum Islam. Agama Islam
memelihara keturunan, agar jangan didustakan dan jangan
dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi
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hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau
musibah yang mungkinmenimpa dirinya Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan, demikian dijelaskan dalam Pasal 1
Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak. Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal
2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan
adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan
sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat
(2)yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah
dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi
berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai
pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh
terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal
tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak
terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut
dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang juga akan dimaknai sebagai perkawinan
yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun
nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis
tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya
perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak
dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak
keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan
norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya
kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa
dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan
pemaksa.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan
negara kepada pihak- pihak dalam perkawinan, dan juga
untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi
penerapan ajaran agama dan kepercayaan = secara
sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan
menurut agama dan kepercayaan tersebut.

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan
diperlukan untuk menghindaripenerapan hukum agama dan
kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-
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sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara
kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai
dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran
istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga,
fenomenakawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita
idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya
konsistensipenerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah
untuk melindungi wanitadan anak-anak. Syarat pencatatan
perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua
konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita
dan anak- anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara
tidak Dbertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya
perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari
penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan
menetapkan syarat agar rencana perkawinan yangpotensial
menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundangkan)  syarat-syarat
perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama
atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat- syarat
perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang
pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus
syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait dengan
perkawinan dan administrasi kependudukan Harus diakui
bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya
pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang
dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada
hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum
nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya
kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur
dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak
bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat
dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun
yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional,
hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan
semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif
dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum
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nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha
menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat
dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang
mengayomi pluralisme

Hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi
pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek
pembatasan semacam ini mendapatkan pembenarannya
dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat
(2) UUD 1945 Menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat
perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama
atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat- syarat
sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan
tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai
bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat
dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya
dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang
lahirdari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan
terhadap wanita dan anak-anak sebagaimana telah diuraikan
di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang
tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek
hukumnya, yaitu: akibat bagi wanita atau istri; dan akibat bagi
anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang
tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan,
karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah
keyakinan transendental yang Dbersifat privat, yaitu
hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan
norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan
ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan
kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga
dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak
didasarkan pada UU 1/1974. Bagi wanita (istri) sangat
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beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah
kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik
krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai
pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum
perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap
pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita
sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan
dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang
salahsatu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan
dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974).

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang
dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat
memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta
gono- gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah
perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita
(istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan
antara wanita (istri) dengan suaminya.

Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga
memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang
terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan
bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya
mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak
kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan
hak-hak keperdataan lainnya.

Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya
mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian
keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau
keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari
ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam
keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga
batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya,
akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak
haram.

Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak,
terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya
dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan
bapak biologisnya.Dari perspektif peraturan perundang-
undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena
sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan
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oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan
sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan
Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang
dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan
Pasal a quomenutup kemungkinan bagi anak untuk
memiliki hubungan keperdataan dengan  bapak
kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan
yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak
dilaksanakan menurut UU 1/1974.

Tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut
menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan
(perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai
sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama
(dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak
harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang
dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal
dengan istilah “dosa turunan”.

Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974
merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan
perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh
anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir
dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya
perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi
kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua
biologisnya.
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BAB 3.
KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN
DILUAR PERKAWINAN

Rina Septiani

A. Pengertian Anak Diluar Nikah

Anak di luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari
hasil hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-
laki di luar pernikahan yang sah, atau yang keduanya tidak
mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada
larangan untuk saling menikahi. Menurut perspektif hukum
perdata Barat berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum
Perdata, Pengertian anak luar kawin ( anak-anak tidak sah)
terbagi menjadi 2 (dua) pengertian Dalam arti luas, yaitu anak-
anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya
anak hasil perselingkuhan (overspelig) dan sumbang
(bloedschenning), atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan
karena zina dan sumbang, sedangkan dalam arti sempit
memiliki pengertian anak-anak yang dilahirkan di luar
perkawinan yang sah, yang bukan dari anak-anak hasil
perselingkuhan dan sumbang atau bukan dari hasil zina dan
sumbang (Oktaviani et al., 2020)

Kemudian anak yang lahir di luar nikah menurut istilah
yang digunakan dalam hukum perdata dinamakan Natuurlijk
kind (anak alami)karena anak yang lahir di luar nikah adalah
anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, dalam hal ini,
anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan
oleh seorang lak-laki yang berada dalam perkawinan yang sah
dengan ibu dari anak tersebut. Oleh sebab itu, anak-anak luar
nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang
dibenihkan dan dilahirkan di luar pernikahan, dalam istilah
lain yang disebut sebagai anak zina.

Kompilasi Hukum Islam kalimat memberikan pengertian
“anak zina” dengan istilah ” anak yang dilahirkan di luar
pernikahan yang sah”, sebagaimana yang terdapat Pasal 100
yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan
yaitu anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan keluarga ibunya kemudian dalam Undang-Undang
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No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang
sudah diubah dalam putusan mk nomor 46/PUU-VII[/2010
tanggal 17 Februari 2012 dijelaskan bahwa “anak di luar nikah
yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya. Jadi, anak-anak yang termasuk dalam anak
yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, tidak mempunyai
hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (ayah
biologis) dan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis
ibunya, maka anak-anak tersebut mendapat perlindungan dari
Undang-undang. Artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu
dari wanita yang melahirkannya. Maka dapat dipahami bahwa
anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar
pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat
mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi
dengan sebab kehamilan, sebagai akibat hubungan seksual
yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu
dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah, maupun melalui
dengan hubungan gelap, perselingkuhan, atau perzinahan.

B. Macam-Macam Anak Diluar Nikah

Anak di luar nikah dalam hukum Islam disebut sebagai
walad az-zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan
yang sah dan anak tersebut, hanya berhubungan nasab dengan
ibu serta keluarga ibunya. Adapun yang dapat dikategorikan
anak luar kawin dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Anak Zina

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari
hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang mana salah satu atau keduanya terikat
perkawinan dengan orang lain dengan kata lain, anak zina
merupakan hasil dari hubungan yang diharamkan, anak
tersebut hanya bisa waris mewarisi dengan ibu dan keluarga
ibunya saja.
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2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban
perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat di li’an
(diingkari) oleh suaminya.

4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya
akibat salah orang (salah sangka), disangka suami
ternyata bukan.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya
akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah
dengan saudara kandung atau saudara sepupu (Dunggio
et al., 2021).

C. Kedudukan Anak Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya

Anak yang lahir di luar nikah merupakan anak yang lahir di
luar perkawinan yang tidak sah, dalam hal ini anak tersebut
dibenihkan, oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak
ada ikatan dalam sebuah perkawinan. Maka anak tersebut,
kedudukannya hanya menjadi anak sah dari ibunya saja
sedangkan keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di
dalam sebuah perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan
demikian apabila seorang anak dibenihkan di dalam
perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya
pisah, maka anak tersebut adalah anak yang sah (Husni et al.,
2021)

Keberadaan anak di luar nikah memiliki konskuensi hukum
tersendiri, kedudukan seorang anak di luar nikah menurut
KUH Perdata tidak memiliki ikatan apapun baik secara hukum
maupun biologis

e Akibat Hukum Anak Luar Nikah

Seorang anak yang telah dihukumi sebagai anak yang lahir
di luar nikah, memiliki konsekuensi hukum terutama terkait
hak dan kewajibannya antara anak, ibu yang melahirkan, dan
ayah genetiknya. Di dalam Pasal 43 Undang-Undang
Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwaa “seorang anak yang
terlahir di luar nikah, hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya saja”. Jadi, dalam hal ini bahwa anak tersebut
tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya, Maka dalam
hal nafkah yang wajib memberikan nafkah adalah ibunya dan
keluarga ibunya. Sedangkan bagi ayah genetiknya meskipun
secara biologis anak tersebut yang merupakan
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spermanya,tetapi secara yuridis yang telah dimaksudkan
dalam UUP Pasal 43 di atas, bahwa “tidak mempunyai
kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut”.
Hal ini justru berbeda dengan anak sah. Karena di dalam Pasal
80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “anak
sah ayah wajib memberikan nafkah, dan kehidupan yang layak
seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya
kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya”. Selain
nafkah dalam hak waris anak di luar nikah, hanya mempunyai
hubungan mewarisi dengan ibunya saja dan keluarganya
ibunya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 186
Kompilasi hukum Islam : “Anak yang lahir di luar perkawinan,
hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya
dan keluarga dari pihak ibu”. Maka secara hukum anak di luar
nikah tidak bisa mempunyai hubungan saling mewarisi dengan
ayah genetiknya.(Susanto et al., 2021)

Hak Perwalian anak yang lahir di luar nikah, dan anak itu
sudah dewasa kemudian ingin melangsungkan pernikahan,
maka sebagai ayah genetiknya tidak sah untuk menikahkannya
(menjadi wali nikah), sebagaimana yang telah ditentukan dalam
Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa: 1) Wali nikah dalam
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 2)
Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Terkait hak Waris diatur dalam pasal 833 KUH Perdata
yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik
dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak
dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia
kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya pewarisan adalah
suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang
meninggal kepada para ahli warisnya. Dan secara singkat dapat
juga dikatakan bahwa definisi dari hukum waris menurut
KUH.Perdata ini adalah perpindahan harta kekayaan dari orang
yang meninggal kepada orang yang masih hidup, jadi bukan
hanya ahli waris dalam pengertian keluarga dekat
(sebagaimana hukum Islam), namun juga orang lain yang
ditunjuk oleh orang yang meninggal dunia sebagai ahli
warisnya.(Print et al., 2021)

Pada dasarnya dalam sistem kewarisan dalam KUH.Perdata
adalah pewarisan sebagai proses perpindahan harta
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peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli
warisnya, akan tetapi proses tersebut tidak dapat terlaksana
apabila unsurnya tidak lengkap. Adapun unsur-unsur tersebut
adalah:

1)Orang yang meninggalkan harta (erflater). Erflater adalah

orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta untuk
orang-orang (ahli waris) yang masih hidup.

2)Harta warisan (erfenis). Mengenai harta warisan ini dalam
KUH Perdata dikategorikan menjadi:

a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan
uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih
yang disebut dengan istilah activa;

b. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang
harus dibayar pada saat meninggal dunia atau passiva;

c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta
bawaan masing-masing suami isteri, harta bersama dan
sebagainya.

3)Ahli Waris (erfegnaam). Ahli waris adalah anggota keluarga
yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris
dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
Ahli waris dalam sistem kewarisan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata secara garis besar terbagi menjadi dua macam
yakni:

a) Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato) adalah
ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si
pewaris. Mewaris berdasarkan undang-undang ini adalah
yang paling diutamakan mengingat adanya
ketentuan legitime portie yang dimiliki oleh setiap ahli
waris ab intestato ini. Dalam pasal 832 kuh perdata,
dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah
keluarga sederajat baik sah maupun di luar kawin yang
diakui, serta suami isteri yang hidup terlama.

b) Berdasarkan penggantian (bij plaatvervuling) ahli waris
yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan,
yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai
pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang
telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli
waris bij plaatvervuling ini diatur dalam pasal 841 sampai
pasal 848 kuh perdata.
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D. Pengakuan Anak Diluar Nikah

Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 55 ayat (1) dan (2)
menjelaskan bahwa “asal usul seorang anak hanya dapat
dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila akta
kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat
mengeluarkan tentang asal usul seorang anak, setelah
diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang
memenuhi syarat”. Maka penetapan asal usul anak dalam
perspektif hukum Islam juga memiliki arti yang sangat penting,
karena dengan ketetapan itulah dapat diketahui hubungan
mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun
pada hakikatnya setiap anak yang lahir dari sperma seorang
laki-laki sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum
Islam memberikan ketentuan lain, dan anak di luar perkawinan
yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya
saja.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal
ini KUHPerdata. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara
hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan
untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang
anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap
anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1) Pengakuan sukarel

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang
dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan
undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang
anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya
pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak
dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur
dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang
ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdata, yaitu :

Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1)
KUHPerdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin
bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa
otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil
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untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin
tersebut.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan
pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat
dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281
ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPerdata. Pengakuan ini akan
berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam
akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam
Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata.(Irawan, 2020)

Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang
dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari
Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2)
KUHPerdata.

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara
paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar
perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap
bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak
luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak
atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289
KUHPerdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak
luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu
dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di
antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak
zina atau anak sumbang).

Pasal 250 dalam KUH Perdata, dijelaskan bahwa “setiap
anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang
perkawinan, dan memperoleh seorang suami sebagai
bapaknya, maka anak tersebut anak sah. Kemudian anak di
luar nikah, kecuali yang dilahirkan dari akibat perzinahan atau
penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul
dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan
mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak
itu, maka anak tersebut menjadi anak yang sah.(Anisa, 2022)
Dengan pengakuan anak di luar nikah tersebut, maka
terlahirlah hubungan perdata dengan antara anak dan ayah
atau ibunya Bahwa akibat hukum dari suatu pengakuan
merupakan munculnya hubungan hukum yang terbatas, yaitu
hanya antara yang mengakui dan yang diakui saja, tidak
dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun keluarga
pihak yang mengakuinya karena dalam perkembanganya,
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hubungan hukum antara seorang anak yang lahir di luar nikah,
dan ibunya terjadi hanya demi hukum Jadi, anak di luar nikah,
perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan
hukum, sedangkan hubungan hukum dengan ayahnya, baru
ada jika dengan pengakuan yang secara sah Sebab kalau tidak
ada pengakuan, maka tidak akan terdapat hubungan hukum.
Jadi meskipun anak itu jelas dilahirkan oleh seorang ibu, ibu
tersebut harus tegas mengakui anaknya kalau tidak maka tidak
ada hubungan hukum antara ibu dan anak Adapun cara untuk
melakukan pengakuan terhadap seorang anak di luar nikah
dapat dilakukan:

e Dalam akta kelahiran si anak.

e Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau mereka
kemudian nikah.

e Dalam akta yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil yang
kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut
tanggal dibuatnya tadi. Kemudian pengakuan ini dicatat
dalam akta kelahiran si anak.

e Dalam akta otentik lain. Di dalam hal ini tiap orang-orang
yang berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan
ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.

Maka, pengakuan yang dilakukan seorang ayah harus
dengan persetujuan dari ibu selama masih hidup. Ini sebagai
jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang membenihkan
anaknya. Jika seorang ibu telah meninggal, maka pengakuan
seorang ayah hanya mempunyai akibat terhadap dirinya
sendiri, Jadi apabila seorang ibu belum mengadakan
pengakuan dan ibu itu telah meninggal, maka seorang ayah itu
tidak dapat meliputi suatu pengakuan oleh seorang ibu
Kemudian, dalam Pasal 281 KUH Perdata dijelaskan bahwa”
Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang
demikian itu tidak telah dilakukan di dalam akta kelahiran si
anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat
dilakukan dengan tiap akta otentik”.(Faizi et al., 2017) Bahwa
seorang laki-laki dan perempuan yang semula mengadakan
hubungan di luar nikah dan menghasilkan anak di luar nikah,
kemudian memutuskan untuk saling menikahi secara sah dan
sekaligus mengakui anak di luar nikahnya. Jadi yang diatur di
sini adalah pengakuan anak luar kawin yang sudah dilahirkan,
dan pada waktu melaporkan kelahiran belum diberikan
pengakuan oleh ayahnya
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Oleh karena itu, sangatlah penting asal usul anak untuk
menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini
menyangkut dengan hubungan hukum lainya, seperti waris,
nafkah anak dan lain-lain
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BAB 4.
PUTUSNYA PERKAWINAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

Riana Kesuma Ayu

A. Pengertian Putusnya Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan yang dirumuskan dan dikehendaki Undang-
Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal, perkawinan
dilangsungkan bukan hanya sekedar akad dan dalam waktu
sementara atau dalam jangka waktu tertentu yang telah
direncanakan, tetapi berlangsung seumur hidup atau
selamanya dan tidak boleh diputus dengan mudah.

Jika perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan
seumur hidup, maka diperbolehkan dengan perceraian dan
dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa. (Saleh, 1976)

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 38 Undang-Undang
Perkawinan, putusnya perkawinan terjadi karena Kematian,
Perceraian, dan Atas Putusan Pengadilan. Dalam hal ini akan
dibahas secara lebih luas adalah terkait dengan perceraian dan
putusan pengadilan sebagai sebab putusnya perkawinan.

Perceraian menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang
Perkawinan yaitu :

a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian
yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif
suami kepada Pengadilan Agama.

b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian
yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri
kepada Pengadilan Agama.

Selain berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39
Undang-Undang Perkawinan, perceraian menurut hukum
agama non muslim yaitu perceraian yang diajukan oleh dan
atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri.
(Syaifuddin, 2013)

Berdasarkan KUHPerdata putusnya perkawinan menurut
Pasal 199 ada 4 hal atau 4 cara putusnya perkawinan, yaitu :

a) Karena kematian, putusnya perkawinan karena kematian
salah satu pihak baik suami/istri, dengan adanya
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kematian dengan sendirinya mengakibatkan putusnya

perkawinan tersebut.

b) Karena keadaan tidak hadir sebagaimana tertuang dalam
Pasal 493 — 495 KUHPerdata yaitu :

- Meninggalkan salah satu pihak selama 10 tahun dan
tidak ada kabar beritanya sama sekali.

- Wajib ada izin Pengadilan Negeri dari daerah
kediaman suami/istri serta melakukan panggilan
kepada salah satu pihak yang meninggalkan kawasan
tempat tinggalnya selama tiga kali berturut-turut
yaitu setiap tiga bulan sekali

- Jika atas pemanggilan tersebut tetap tidak ada kabar,
maka pengadilan memberikan izin untuk
melaksanakan pernikahan baru.

- Jika pihak yang tidak hadir datang setelah pernikahan
dilangsungkan, maka pasangan yang tidak hadir itu
dapat menikah lagi dengan orang lain.

c) Karena pisah meja dan ranjang sebagaimana tertuang
dalam Pasal 200 — 206 KUHPerdata, yang diatur dalam
Pasal 233 dan Pasal 236 KUHPerdata mengenai alasan
pisah meja dan ranjang, yaitu :

- Alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 209 KUHPerdata yaitu : a) Zina, b) Meninggalkan
pasangan tanpa alasan selama lima tahun berturut-
turut, c) Karena di pidana penjara S tahun, d) Karena
menganiaya

d) Karena Perceraian, sebagaimana yang telah dijelaskan
pada point ¢ berdasarkan Pasal 209 KUHPerdata.

Perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

tertuang didalam Pasal 38, perkawinan putus karena kematian,
perceraian dan keputusan Pengadilan Agama. Mengenai alasan
perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan adalah :

a) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami/istri.

b) Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak dapat diharapkan hidup
rukun dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya

perkawinan karena Talak oleh suami terhadap istri bagi mereka
yang beragama Islam, dan disebut dengan cerai talak.
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Sedangkan gugatan perceraian istri terhadap suaminya dan
mereka yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama
Islam atau karena gugatan perceraian suami/istri yang
melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan
bukan muslim, gugatan perceraian yang dikabulkan
pengadilan dengan suatu keputusan, disebut dengan cerai

gugat.

B. Asas Hukum dalam Putusnya Perkawinan: Asas
Mempersulit Perceraian

Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal, asas mempersulit perceraian bertujuan
untuk melindungi istri dan anak berkaitan dengan hak dan
kewajiban, dan juga untuk mewujudkan tujuan perkawinan
tersebut yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1.
Untuk melaksanakan asas tersebut maka :
1) Perceraian dilakukan dihadapan Pengadilan
Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan
bahwa  perceraian harus dilakukan dihadapan
pengadilan melalui putusan hakim, hal ini dilakukan
agar perceraian tidak dilakukan dengan kesewenangan
salah satu pihak, sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 208 KUHPerdata bahwa Perceraian perkawinan
sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan
bersama. (Soimin, 2011)

2) Perceraian dilakukan atas dasar alasan tertentu
Para pihak yang mengajukan guagatan ke Pengadilan
Agama harus memiliki alasan dan dasar hukum yang
kuat untuk mengajukan perceraian, alasan perceraian
harus dibenarkan oleh hukum untuk dijadikan dasar
pertimbangan oleh hakim untuk membuat keputusan.
(Harahap, 2013)

3) Harus ada upaya perdamaian
Upaya perdamaian harus dilakukan sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.

4) Mediasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR mediasi selalu
harus diusahakan sebelum menjalankan pemeriksaan
perkara perdata. (As'adi, 2012)
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Mediasi adalah sebagai upaya untuk menekan angka
perceraian dan menekan tingginya angka perkara di
Pengadilan, dengan mediasi diharapkan ada titik temu
penyelesaian masalah diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk
menyelesaikan perkara perceraian harus dan wajib melalui
prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan undang-
undang. Dengan adanya mediasi termasuk upaya mempersulit
perceraian, peran mendamaikan pihak yang bersengketa
adalah tugas utama hakim yang menjatuhkan putusan
terhadap suatu perkara yang diadili. (Manan, 2012)

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam
perkara perceraian, adalah merupakan asas hukum acara
Peradilan Agama yang menjadi kewajiban hakim untuk
mengupayakan setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya
mendamaikan menjadi kewajiban hukum hakim yang bersifat
utama dalam sengketa perceraian, upaya hakim harus
merupakan usaha yang nyata dan semaksimal mungkin, dan
jika tidak berhadil pada sidang yang pertama dapat diupayakan
kembali selama perkara belum diputuskan. Kecuali kasus
perceraian dengan alasan lain, seperti zina, melakukan
penganiayaan yang mengakibatkan cacat badan atau
mengancam nyawa salah satu pasangannya, maka upaya
perdamaian bukan merupakan kewajiban hukum tetapi
merupakan kewajiban moral.

C. Syarat Sah Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan menurut hukum harus memenuhi
syarat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-
undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan alasan memutuskan perkawinan adalah :

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit
disembuhkan;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya;
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3)

4)

S)

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;

Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang
membahayakan;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami istri;

6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga. (Syaifuddin, 2013)

Berdasarkan KUHPerdata Pasal 209 syarat putusnya
perkawinan dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1) Zinah

2) Meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas
selama lima tahun berturut-turut tanpa ada kabar
berita

3) Dihukum penjara selama lima tahun atau lebih
setelah perkawinan berlangsung

4) Menimbulkan luka  berat atau  melakukan
penganiayaan yang membahayakan salah satu
pasangannya

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat putusnya
perkawinan adalah karena :

1)

2)

3)

4)

S)

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagai suami atau istri.
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6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukum lagi dalam rumah tangga.

7) Suami melanggar taklik talak

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan
terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

D. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Dalam pemutusan perkawinan melalui perceraian, tentunya
mengakibatkan timbulnya akibat hukum diantara suami istri
yang bercerai tersebut terhadap anak serta harta dalam
perkawinan (harta gono gini) yang mereka hasilkan atau
mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Putusnya
hubungan perkawinan akan menimbulkan kewajiban yang
dibebankan kepada suami istri sebagai konsekuensi hukum
dari putusnya tali perkawinan.

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia baik menurut
KUHPerdata ataupun Undang-Undang Perkawinan, ada
beberapa akibat hukum yang terjadi jika perkawinan tersebut
putus, yaitu :

1. Akibat hukum hubungan suami istri

Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya maka
istri tersebut harus melalui masa iddah yaitu masa
tunggu bagi seorang istri untuk menikah kembali dengan
laki-laki lain pasca ditinggal mati oleh suaminya selama
empat bulan sepuluh hari, hal ini berdasarkan ketentuan
Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan.

Sedangkan jika perkawinan tersebut putus karena
perceraian atau karena putusan pengadilan, maka waktu
tunggu bagi seorang istri adalah selama sembilan puluh
hari berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf b
Undang-Undang Perkawinan.

Untuk istri yang sedang dalam keadaan hamil, jangka
waktu untuk menikah kembali sampai melahirkan
anaknya dan selesai masa nifasnya berdasarkan
ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf c. Adapun tujuan masa
iddah adalah untuk memastikan apakah istri tersebut
hamil atau tidak.
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Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan
akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian
adalah :

a) Baik suami ataupun istri sebagai ayah dan ibu tetap
memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik
anak-anaknya, berdasarkan hak dan kepentingan
anak, jika ada perselisihan dalam hal penguasaan
anak-anak, maka pengadilan berhak memberikan
keputusannya;

b) Suami sebagai ayah bertanggung jawab atas semua
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan
anak, jika seorang ayah tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagai orang tua, maka pengadilan
dapat menentukan bahwa istri atau ibunya ikut
memikul biaya anak;

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami
untuk memberikan biaya hidup atau menentukan
suatu kewajiban bagi mantan istrinya.

. Akibat hukum mengenai kedudukan anak dan

pemeliharaan anak

Bagi pasangan yang perkawinannya putus karena
kematian maka otomatis hak pengasuhan kepada salah
satu pasangan yang masih hidup baik suami atau istri
sebagai ayah dan ibunya, dan jika ayahnya terlebih
dahulu meninggal, sedangkan ibunya tidak mampu atau
tidak mencukupi membiayai hidup anak-anaknya, maka
hak asuh anak untuk segala beban biaya hidup anak
beralih kepada keluarga di pihak ayah, bisa paman atau
bibinya (saudara ayah) atau kakek dan nenek (orang tua
ayah), sedangkan untuk anak yang karena orang tuanya
bercerai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berhak
untuk mengasuh dan memelihara anak adalah salah satu
dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya.
Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan kedua
orang tua berkewajiban mengasuh anaknya sampai anak
tersebut menikah. Menurut Pasal 41 (a dan b), Pasal 45
Undang-Undang Perkawinan, hakim dapat memberikan
keputusan jika diminta salah satu pihak tentang siapa
yang berhak menjadi wali anak antara suami ataupun
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istri, hal ini sangat penting untuk status dan kepastian
hukum si wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan
anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
tetapi hak pengasuhan kepada ibu bisa beralih jika ibu
dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan
tangan, menelantarkan anak, tidak dapat menjamin
keselamatan jasmani dan rohani anak, tabiat jelek
ibunya dalam mendidik anak, sering mencaci, menghina,
atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap
anak dan perilaku ibunya tidak memberikan contoh yang
baik, maka bisa jadi hak asuh anak akan jatuh pada
pihak ayah.

Menurut Pasal 229 KUHPerdata, Pengadilan
menentukan wali anak di bawah umur, apabila pihak
yang diputuskan oleh pengadilan kurang mampu
membiayai hidup anak maka menurut Pasal 230 (b)
KUHPerdata hakim dapat menentukan jumlah biaya yang
harus dibayar pihak lain untuk membiayai anak di
bawah umur.

. Akibat hukum harta bersama / harta gono gini

Harta bersama atau harta gono gini ada sejak
terjadinya perkawinan, maka otomatis dengan sendirinya
telah terjadi percampuran harta kekayaan hal ini
berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, baik
harta bawaan sebelum menikah ataupun harta yang
diperoleh sejak perkawinan tersebut berlangsung.

Jika salah satu pasangan tersebut meninggal dunia,
maka otomatis dengan sendirinya harta tersebut akan
berubah menjadi harta waris jika pasangan yang masih
hidup baik suami atau istrinya telah menyelesaikan tiga
kewajiban terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan
pasangannya yaitu : 1) mengeluarkan harta tersebut
untuk penyelenggaraan jenazah, 2) mengeluarkan harta
tersebut untuk penyelesaian utang piutang pasangan
yang telah meninggal terlebih dahulu (jika ada utang
piutang), 3) mengeluarkan harta peninggalan tersebut
untuk wasiar (jika sebelum meninggal ada wasiat). (Ayu,
2020). Jika ketiga hal tersebut sudah diselesaikan, maka
harta peninggalan pasangan yang telah meninggal
tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai
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dengan  ketentuan  masing-masing agama dan
kepercayaannya, bagi yang muslim maka wajib bagi waris
berdasarkan hukum faraidh islam, sedangkan yang non
muslim dapat membagi waris berdasarkan KUHPerdata
atau hukum adatnya.

Berbeda halnya dengan mereka yang putus
perkawinannya karena  perceraian atau karena
keputusan pengadilan, berdasarkan Pasal 119
KUHPerdata sejak terjadinya perkawinan maka dengan
sendirinya telah terjadi percampuran harta kekayaan
tanpa melihat harta bawaan masing-masing, kecuali
sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pasangan
tersebut membuat perjanjian perkawinan yang memuat
mengenai pemisahan harta atau tidak ada percampuran
harta diantara keduanya, atau percampuran harta hanya
yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung,
sedangkan untuk harta bawaan adalah harta masing-
masing pasangan yang tidak ada percampuran dan
masing-masing mengelola serta bertanggung jawab atas
masing-masing harta bawaan mereka.

Menurut Pasal 128 KUHPerdata maka harta
kekayaan utuh dibagi dua antara suami istri atau antara
ahli waris tanpa mempedulikan asal usul harta mereka
jika terjadi perceraian. Sedangkan menurut Undang-
Undang Perkawinan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37
terhadap harta bersama atau harta gono gini, jika terjadi
perceraian maka harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama,
hukum adat dan hukum lainnya. Untuk harta bawaan
masing-masing pihak dikuasai oleh masing-masing pihak
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
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BAB 5.
KONSEP DAN ANEKA MACAM KEBENDAAN

Muhamad Romdoni

E.Konsep Benda

Hukum benda mulanya ialah sebuah terjemahan bahasa
Belanda ialah zakenrecht. Di hukum perdata hukum benda
ialah bagian hukum harta kekayaan (vermogensrecht) yang
mengatur antara setiap hubungan hukum yang berkaitan
dengan uang (Delianoor, 2021). Hukum benda merupakan
keseluruhan aturan normatif mengatur terkait hubungan
hukum antar subjek hukum yakni benda juga hak kebendaan
(Rato, 2016). Di Indonesia, hukum benda diatur dengan
komprehensif di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) di ketentuan ditiadakan kemudian terdapat
pengaturan secara khusus oleh undang-undang tersendiri.
Dalam Buku II KUHPer menggunakan istilah “benda” yang
memiliki dua arti, namun paling banyak ditemukan yaitu arti
objek hukum yang bisa diraba (benda berwujud).

Zaak dalam bahasa Belanda, jika diartikan kedalam bahasa
Indonesia memiliki arti “benda”. Hal tersebut dilihat dalam
Pasal 499 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetbook), 2014) berbunyi: “menurut paham undang-undang
yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap
hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Berdasar Wirjono
Prodjodikoro dalam karyanya yang berjudul Hukum Perdata
perihal Hak-Hak Atas Benda, beliau mengartikan benda
menjadi barang berwujud juga bisa diraba, tidak memiliki
nyawa dan tidak memiliki kemauan sendiri, sehingga hanya
bisa dipakai subjek hukum untuk memperoleh kenikmatan
dari manfaat yang terdapat dalam benda tersebut. Definisi
benda di arti lebih luas menurut Subekti ialah sesuatu yang
bisa dihaki (dimiliki) subjek hukum, sedang apabila di arti
sempit mengartikan benda sebagai barang yang dapat diliat
secara kasat mata saja (Subekti, 2003).

Pengertian benda pada Pasal 499 KUHPer hanya terpaku
pada benda berwujud yakni rumah, mobil, tanah dll. Sedang
masih terdapat klasifikasi lain dari benda yakni adanya benda
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yang tidak berwujud yakni paten, hak cipta dll. Sehingga
pengaturan benda tidak berwujud ini sebenarnya bisa
ditemukan dalam undang-undang khusus seperti UU HKI.

Jika merujuk pada Pasal 499 KUHPer dan pendapat ahli,
menunjukan bahwasanya benda ialah sesuatu yang bisa
dikuasi subjek hukum pada hak milik, baik benda berwujud
juga tidak berwujud yang secara keseluruhan berkaitan dengan
hak kepemilikian atas benda tersebut (Setiawan, 2011) . Namun
jika menilik lebih jauh kata benda dalam Pasal 499 KUHPer di
makna luas dibandingan dengan kata barang (goed). Benda
(zaak) merupakan kata yakni barang itu sendiri juga
merangkup hak yang terkandung di dalamnya. Sedang barang
ialah bentuk benda berwujud yakni bisa dirasakan panca indra
manusia (Meliala, 2014).

F. Ruang Lingkup Hukum Benda

Kajian atau pemabahasan dalam hukum benda ialah:

1. Mengatur hubungan benda dengan subjek hukum. Hal
ini karena benda merupakan sesuatu yang bisa menjadi
objek hukum atau bisa dikatakan benda sebagai suatu
yang mampu menimbulkan hak dan juga kewajiban dari
subjek hukum yang memiliki benda.

2. Mengatur hak kebendaan dengan subjek hukum. Hal ini
karena hak kebendaan merupakan kewenangan subjek
hukum untuk memiliki atau menguasai suatu benda,
sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yakni, Buku
II KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) No. 5 tahun 1960 (Meliala, 2015).

G. Klasifikasi Benda
Pengertian benda berdasar Pasal 499 KUHPer memang
memiliki makna cukup luas jika dibandingan dengan barang.
Benda yang menjadi objek dari subjek hukum memiliki
beberapa klasifikasi atau macamnya, klasifikasi tersebut terdiri
dari:
1. Benda berwujud dan tidak berwujud
Benda berwujud merupakan benda asli bisa dirasakan
tiap satu dari lima perasaan subyek hukum, sedang barang
immaterial adalah hak-hak istimewa yang terkait barang
tertentu  memiliki struktur, yang kualitasnya harus
digabungkan dengan kebebasan.
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Arti dari klarifikasi di atas terletak pada akomodasi
kegiatan yang sah, misalnya perdagangan, penghargaan,
juga warisan. Serah terima barang portabel selesai dari satu
tangan ke tangan lain. Akomodasi barang tetap dilakukan
dengan cara pindah nama. Penyerahan barang immaterial
diselesaikan berdasar Pasal 613 KUHP, piutang guna
kepentingan (opnaam, nama ori) melalui cessie, piutang atas
perjanjian (anantoonder, on carrier) dengan penyerahan
surat, piutang guna substitusi (aan request, on hand) )
dengan underwriting juga akomodasi surat langsung (Najih
& Soimin, 2014).

2. Benda bergerak dan tidak bergerak
a). Benda bergerak dapat dibagi dua kelompok, ialah:
1). Berdasarkan sifatnya
Pengaturan terakit benda berdasarkan sifatnya,
dapat kita temukan di Pasal 509 KUHPer menyebutkan
bahwasanya “kebendaan bergerak karena sifatnya
ialah  kebendaan yang dapat berbindah atau
dipindahkan” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk ~ Wetbook), 2014). Benda  bergerak
berdasarkan sifatnya ada pula yang bergerak sendiri
seperti: sapi, kuda, kerbau dll. Ada pula benda yang
bisa dipindahkan seperti: motor, mobil, kapal dan lain-
lain (Daliyo, 2001).
2). Berdasarkan ketentuan undang-undang
Undang-undang telah memberikan ketentuan
tentang benda-benda yang diklasifikasikan sebagai
benda bergerak, seperti: surat utang, hak pakai, saham
dan lain-lain (Safira, 2017).

b). Benda tidak bergerak dibagi tiga kelompok ialah:

1). Menurut sifatnya

Pengaturan terkait benda yang tidak bergerak
menurut sifatnya terdapat di Pasal 506 KUHPer
bahwasanya benda tidak bergerak berdasar sifatnya
merupakan benda jika melihat sifatnya tidak bisa
dipindahkan ataupun berpindah. Seperti: pohon,
rumah, tanah dan lain-lain.
2). Berdasarkan tujuannya
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Pengaturan benda tidak bergerak berdasar
tujuannya terdapat di Pasal 508 KUHPer yang
menyebutkan bahwasanya benda tidak bergerak yakni
benda yang bergabung ke tanah ataupun bangunan
meskipun fakta bahwasanya itu tidak terlalu tahan
lama, sepenuhnya berniat mengikuti tanah ataupun
bekerja untuk waktu yang lama.

3). Berdasar pengaturan undang-undang

Pasal-pasal di pandangan hukum merupakan
objek-objek baik yang substansial juga yang sukar
dipahami yang oleh pengaturan undang-undang
disinggung ataupun dinyatakan sebagai item-item
yang tidak bergerak, yakni hak pakai, hak guna, hak
usaha dll. (Rato, 2016).

3. Benda dalam perdagangan dan luar perdagangan

Makna penting dari klasifikasi ini ada dalam penyerahan
juga pertukaran adalah ialah bisa dipertukarkan tanpa
hambatan juga bisa diperoleh. Objek non-pertukaran tidak
bisa ditukar juga tidak bisa diperoleh,

4. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Dalam perjanjian tang objeknya benda bisa dibagi,
prestasi bisa dilaksanakan dengan Bagian demi Bagian,
yakni satu karung beras bisa dipisahkan tanpa mengubah
makna juga sifatnya. Disusunan yang pasalnya tidak bisa
dipisah-pisahkan, kepuasan atas pencapaiannya tidak bisa
dilakukan sedikit pun, sehingga harus diselesaikan. Yakni
prestasi seekor kerbau, domba, sapi dll.

5. Benda terdaftar dan tidak terdaftar

Benda terdaftar dapat ditegaskan dengan tanda daftar
ataupun sertifikat demi pemilik hingga tidak sulit untuk
mengontrol pemilik, hal ini berpengaruh permintaan publik,
komitmen pemilik guna membuat pajak juga komitmen
daerah guna menghormati tanggung jawab, seperti:
kendaraan pribadi (motor dan mobil), tanah, hak cipta dll.
Sedang untuk benda tidak terdaftar disebut sebagai benda
bukan atas nama seperti: peralatan rumah tangga,
perhiasan dan lain-lain. Pada umumnya benda bergerak
yang tidak sulit pembuktian pemiliknya, hal ini berlaku asas

81



“yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya” juga, tidak
berpengaruh ataupun berbahaya buat ketertiban umum
pemiliknya guna membayar pajak

Pentingnya pembedaan benda terdaftar dan tidak terletak
di verifikasi pemilik (untuk permintaan publik). Benda yang
didaftar ditunjukkan di stempel pendaftaran, ataupun
autentikasi guna kepentingan pemiliknya, sedang barang
yang tidak terdaftar (bukan untuk) pedoman “orang yang
menguasai identitas dipandang sebagai pemilik (Abdulkadir
Muhammad, 1990: 1310). KUHPerdata tidak membedakan
antar barang terdaftar juga tidak terdaftar, tapi BW (NBW)
baru melakukannya. Sebaliknya benda atas nama ada yang
terdaftar juga ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama
yang terdaftar contohnya seperti saham-saham, piutang
atas nama, dan lain-lain (Djaja S. Meliala, 2015 : 5).

H. Arti Penting Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

Berbagai macam pengklasifikasian benda yang terdapat
dalam BW memberikan implikasi langsung dalam lapangan
hukum perdata. Dari berbagai macam klasifikasi di muka,
pemabgian jenis benda bergerak dan juga yang tidak bergerak
menjadi pembagian yang sangat berpengaruh pada kehidupan.
Hal ini dikarenakan pembagian tersebut akan membawa akibat
hukum yang tentunya berbeda. Meskipun BW telah merinci
terkait pembagian jenis-jenis benda, akan tetapi pada
empirisnya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat
pembagian  tersebut terus berkembang, dikarenakan
terdapatnya kebutuhan masyarakat guna menambah jenis
benda yang lebih baru juga yang telah ada di BW.

Banyak ahli mengungkapkan pembagian benda bergerak
juga benda tidak bergerak sangat diperlukan dan pada
empirisnya, disetiap wilayah baik di Indonesia maupun
diberbagai negara lainnya memang telah mengenal pemabgian
jenis benda tersebut. Pengklasifikasian benda bergerak juga
benda tidak bergerak akan membawa akibat hukukum
terhadap banyak bidang. Adapun bidang yang dipengaruhi oleh
pengklasifikasian ini adalah:
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1. Sita (beslag);

Dalam sebuah perikatan apabila debitur melaksanakan
secara sukarela dan berdasarkan putusan hakim yang
sudah incracht, maka harta yang dikuasai harus
dilaksanakan penyitaan atau pelelangan. Hal tersebut
bertujuan untuk pelunasan hutang yang tidak mampu
dibayarkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 197
HIR, dalam rangka penyitaan akan mendapat giliran terlebih
dahulu ialah untuk benda yang bergerak, apabila benda
bergerak tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang dan
masih terdapat hutang yang perlu dilunasi, maka barulah
benda yang tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk
menutupi seluruh hutang hingga lunas. Secara tidak
langsung penyitaan juga diperuntukan agar kembalinya
suatu benda bergerak yang telah dimiliki pemohon sendiri,
yang dalam keadaan tertentu berada dalam kekuasaan
orang lain (Yulia, 2015)

2. Jaminan (bezwaring);

Benda yang bergerak ataupun benda tidak bergerak yang
dikuasai oleh subjek hukum dapat dijadikan jaminan untuk
hutang. Pembebanan kepada benda-benda yang dijaminkan
menggunakan Lembaga jaminan dengan jenis tertentu akan
ditentukan jenis atau macam benda dapat sebagai objek
jaminan hutang. Apabila jaminan dalam bentuk benda
bergerak, BW menentukan Lembaga gadai sebagai
tempatnya hal tersebut sebagaimana yang telah diatur di
Pasal 1150 hingga 1160 BW. Sedang apabila objek jaminan
berbentuk benda tidak bergerak, BW mengatur untuk
Lembaga jaminan dapat dipakai ialah Lembaga jaminan
hipotek sebagaimana yang telah diatur di Pasal 1162 hingga
1232 BW. Pengaturan terkait jaminan, selain terdapat dalam
pasal-pasal di BW terdapat pula beberapa pengaturan
lainnya, diantaranya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 perihal Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan ada pula Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
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3. Daluwarsa (verjaring);

Apbila merujuk pasal 1946 KUHPer, menjelaskan
“daluarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk
memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu
perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang”.
Terdapat perbedaan pengaturan terkait daluwarsa diantara
benda bergerak dan benda tidak bergerak. Di benda
bergerak daluarsa disesuaikan di BW sebagaimana telah
diatur di Buku IV KUHPer perihal daluarsa juga
pembuktian. Di Pasal 1977 KUHPer menyebutkan “terhadap
benda bergerak yang tidak berbuga, maupun piutang yang
tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa
yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya...”.
Sedang guna benda tidak bergerak dengan jangka waktu 20
atau 30 tahun sebagaimana di Pasal 1963 menyebutkan
bahwa “...memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan
daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh
tahun, siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama
tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat
dipaksa wuntuk mempertunjukan alas haknya” (Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook),
2014)

4. Penyerahan (levering);

KUHPer telah menentukan syarat untuk (levering) dapat
dipindahkan hak milik atas benda menjadi sebuah prinsip
dasar. Pada dasarnya penyerahan ini terkandung
penyerahan yuridis (juridische levering) dan muatan nyata
(fetelijke levering). Apabila terdapat peralihan kepada orang
lain atas benda bergerak, Ketika benda bersangkutan akan
diberi bersamaan antar penyerahan yuridis (juridische
levering) dan muatan nyata (fetelijke levering). Hal ini sedikit
terdapat perbedaan apabila terkait dengan benda tidak
bergerak, dikarenakan penyerahan yuridis (juridische
levering) dan muatan nyata (fetelijke levering) tidak bisa
bersamaan. Apabila diatas sebidang tanah hak milik
terdapat sebuah rumah yang dipindahkan pemiliknya ke
pihak lain, lalu pemberian kunci rumah pemilik asli kepada
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pihak lain, hal yang demikian disebut sebagai penyerahan
nyata. Di penyerahan nyata dari kepemilikan rumah yang
telah diserahkan, maka ini belum beralih, kedua belah pihak
(pemilik dan penerima) masih membuat akta pengalihan di
hadapat pejabat yang mempunyai wewenang khusus untuk
selanjutnya didaftarkan juga dicatat di pendaftaran umum.
Pada tahap ini ialah Tindakan balik nama menjadi ensansi
di penyerahan yuridis (juridische levering)(Usanti et al.,
2012).

5. Kedudukan berkuasa (bezit)

Pengaturan untuk benda bergerak yang berkenaan
dengan bezit di Pasal 1977 KUHPer menyebutkan
bahwasanya “terhadap benda bergerak yang tidak berbuga,
maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si
pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap
sebagai pemiliknya...”Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetbook), 2014). Di ketentuan pasal ini
menunjukan bahwa siapa saja yang menguasai dengan
nyata atas benda bergerak (bukan atas nama) oleh hukum
dapat dianggap sebagai pemilik, dengan @ tidak
menghiraukan apakah situasi hukum sepatutnya demikian.
Di Pasal 1977 KUHPer tersebut telah banyak memberikan
manfaat, hingga mobilitas benda bergerak menjadi objek
dari suatu pertukaran lebih efisien juga lancar. Akan tetapi,
apabila tidak adanya ketentuan asas itu maka besar
kemungkinan untuk berbagai pertukaran di perniagaan
terhambat. Apabila orang mempertanyakan siapa pemilik
atas sebidang tanah (benda tidak bergerak) maka
jawabannya haruslah dilihat di pendaftaran umum pada
kantor pertanahan setempat.
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BAB 6.
HAK-HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM PERDATA

Sariyah

A. Benda dan Hak Kebendaan

Benda dan hak kebendaan tentunya memiliki arti yang
berbeda. Pengertian benda adalah setiap barang yang dapat
diihat saja (berwujud). Sedangkan dalam pengertian yang luas,
benda adalah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat
dikuasai dengan hak milik. Hukum Benda adalah Peraturan-
peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-
barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht). Hukum
Benda diatur dalam Buku II KUHPerdata, Undang-undang No.
5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(selanjutnya disingkat UUPA), Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Eri Sefira, Martha,
2017)

Lebih lanjut lagi, hak kebendaan (zakelijk recht) ialah hak
mutlak atas suatu benda, yang mengandung arti bahwa
seseorang mempunyai kekuasaan langsung atas suatu benda
sehingga hak seseorang atas suatu benda tersebut dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga, bahkan tidak dapat
digugat oleh siapapun juga.(Usman, 2011)

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, hak kebendaan
dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Hak kebendaan sempurna
adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang
sempurna (penuh) bagi sipemilik. Selanjutnya untuk hak yang
demikian dinamakannya hak kepemilikan. (2) Hak kebendaan
terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak
penuh atau kurang sempurna atas suatu benda.(Mariam Darus
Badrulzaman, 1997)

Hak kebendaan dalam KUH Perdata, dibedakan menjadi 3
(tiga), yaitu: (Usman, 2008)

1. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau zakelijk
genotsrecht kepada pemilik, baik terhadap bendanya sendiri
maupun benda milik orang lain selain tanah, karena sudah
diatur dalam UUPA, maka hak kebendaan yang termasuk
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kategori ini diantaranya adalah hak bezit dan hak milik

(eigendom).

2. Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau zakelijk
zekenheidsrecht kepada pemegangnya untuk didahulukan
dalam pemenuhan utang atas jaminan (pembebanan) benda
milik orang, yaitu gadai (pand) untuk jaminan kebendaan
bergerak, hipotek untuk jaminan kebendaan atas kapal laut
dan pesawat terbang, hak tanggungan untuk jaminan
kebendaan bagi tanah, atau fidusia untuk jaminan
kebendaan bergerak yang tidak dapat digadaikan atau
untuk jaminan kebendaan bagi tanah yang tidak dapat
dibebani dengan Hak Tanggungan.

3. Hak yang memberi jaminan, tetapi bukan lembaga hak
jaminan kebendaan, namun hak yang bersangkutan
tersebut mempunyai sifat kebendaan, seperti hak privelege,
hak retensi, dan cessie.

Berdasarkan pembagian hak kebendaan di atas,
pembahasan pada tulisan ini fokus kepada hak kebendaan
yang memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang
memberikan jaminan.

B. Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yang
pertama adalah hak milik. Pasal 570 KUHPerdata
mendefinisikan hak milik yaitu hak untuk menikmati suatu
benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu
dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh
kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal
tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain,
dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan
hak untuk kepentingan umum, dengan pembayaran ganti rugi
yang layak dan menurut ketentuan undang-
undang.(bpkp.go.id, 2019).

Ciri-ciri dari hak milik adalah (1) hak milik itu selalu
merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain.
Sedangkan hak-hak kebendaan yang lainnya yang bersifat
terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak
milik. (2) hak milik ditinjau dari kuantiternya merupakan hak
yang selengkap-lengkapnya. (3) hak milik bersifat tetap, artinya
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tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain.
Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika
menghadapi hak milik. (4) hak milik mengandung inti dari
semua hak kebendaan yang lain. Adapun cara-cara hilangnya
hak milik yaitu karena orang lain memperoleh hak milik itu
dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik; karena
binasanya benda; dan karena pemilik melepaskan benda
tersebut. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981) Pasal 584
KUHPerdata menentukan bahwa peralihan hak milik yaitu
dengan cara pemilikan, perlekatan oleh benda lain, daluarsa,
pewarisan, dan penyerahan.

Sebagai perbandingan, apabila dilihat dari segi hukum
Islam, hak milik adalah suatu kuasa khusus yang diberikan
kepada seseorang menurut hukum syara’ untuk bertindak
secara bebas terhadap sesuatu sekaligus mengambil
manfaatnya sepanjang tidak ada penghalang dari hukum
syara’. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua benda dapat
dikuasai sebagai hak milik pribadi. Ada beberapa barang-
barang tertentu yang menjadi hak milik umum dan dilarang
untuk dikuasai secara pribadi, dan adapula barang-barang
yang seharusnya dikelola oleh pemerintah atau negara. Hukum
Islam mengenal beberapa macam transaksi sebagai cara untuk
melakukan peralihan hak milik, dari mulai cara klasik hingga
cara modern. Peralihan hak milik tersebut melalui cara-cara
seperti tukar menukar, jual beli, sodaqoh, infaq, wakaf, wasiat,
pewarisan, zakat, hibah, dan hadiah.(Abraham, 2017)
(Muhammad Farhan Bagja Naufal & Boki Nurasiah, 2022)

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yang kedua
adalah bezit. Berdasarkan Pasal 529 KUHPerdata, bezit adalah
keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana
seseorang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan
perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya
sendiri. Pasal 538 KUHPerdata menentukan bahwa bezit atas
suatu benda diperoleh dengan tindakan berupa menempatkan
suatu benda di dalam kekuasaannya dengan maksud untuk
mempertahankannya bagi diri sendiri. (bpkp.go.id, 2019)

Syarat-syarat adanya bezit adalah (1) corpus, harus ada
hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya.
(2) animus, hubungan antara orang dengan benda itu harus
dikehendaki oleh orang tersebut, bukan kehendak dari anak
kecil atau orang gila. Orang bisa kehilangan bezit karena
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binasanya benda; hilangnya benda; orang membuang benda;
dan orang lain memperoleh bezit tersebut dengan jalan traditio
atau occupatio. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981)

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini digambarkan cara
perolehan dari benda sebagai hak milik dan bezit, yaitu sebagai
berikut:

Tabel I
Lahirnya kebendaan Bersifat Memberikan Kenikmatan
(Usanti, 2012)

No | Macam benda Cara Perolehan
1 | Benda bergerak yang | Pasal 612 ayat 1
berwujud KUHPerdata dilakukan

dengan cara penyerahan
nyata/dari tangan ke

tangan.
2 | Benda bergerak tidak 1. Penyerahan atas
berwujud piutang aan toonder

diatur dalam Pasal 613
ayat 3 KUHPerdata

dilakukan dengan
penyerahan nyata
misal: uang kertas.

2. Penyerahan atas
piutang (vordering op
naam  (atas nama)

diatur dalam Pasal 613
ayat 1 KUHPerdata
dilakukan dengan
cessie yaitu dengan
membuat akte otentik
atau akta di bawah
tangan.

3. Penyerahan atas
piutang aan  order
diatur pada Pasal 613
ayat 3 KUHPerdata
dilakukan dengan
penyerahan dari surat
itu dan disertai dengan
endossemen
(menuliskan di balik
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surat piutang itu yang

menyatakan kepada
siapa piutang itu
dipindahkan), misal

wesel, cek
3 | Hak milik benda tidak | Ketika dilakukan

bergerak (hak atas penyerahan

tanah) yuridis(transfering of
ownership), yaitu

dilakukan penandatangan
akta jual beli (AJB) di
hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)

4 | Bezit benda Penguasaan secara nyata
bergerak dengan itikad baik, yaitu

adanya harga yang pantas

sebagai pengorbanan

maka mendapatkan

perlindungan dari Pasal
1977 ayat 1 KUHPerdata

S | Bezit benda tidak Ketentuan Pasal 1977 ayat
bergerak (hak atas 1 KUHPerdata tidak
tanah) berlaku untuk benda

tidak bergerak.

C. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat
dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga
keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminkan
adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Syarat tersebut adalah fasilitas kredit, keamanan modal
dan kepastian hukum. Bagi debitur dengan adanya benda
jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan
tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.
Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau
modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak
merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal
tersebut. Memberikan  kepastian  hukum  adalah
memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur.
Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima

91



pengembalian pokok kredit dan bunga. Sedangkan bagi
debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok
kredit dan bunga yang ditentukan.(Salim, 2004)

Ciri-ciri dari jaminan kebendaan menurut Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan sebagaimana dikutip oleh Kartini
Muljadi dan Gunawan Widjaja, sekurang-kurangnya terdiri
dari sepuluh macam, yaitu: (1) hukum kebendaan
merupakan hukum yang bersifat memaksa yang tidak dapat
dikesampingkan oleh para pihak. (2) hak kebendaan dapat
dipindahtangankan, dengan pengertian bahwa, kecuali
dalam hal bertentangan dengan UU, kesusilaan dan
ketertiban umum. (3) Individualiteit, yang berarti bahwa
yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala
sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah.
(4) Totaliteit, asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh
individu atas suatu kebendaan berarti kepemilikan
menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. (5) Asas
tidak dapat dipisahkan, dikatakan bahwa seseorang tidak
dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya
atas suatu kebendaan yang utuh. (6) Asas prioriteit, hak
kebendaan terbatas diberikan kedudukan berjenjang
(prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya. (7) Asas
Percampuran, artinya bahwa pemegang hak milik atas
kebendaan yang diberikan hak kebendaan terbatas tidak
mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas
tersebut. (8) Asas Publiciteit (9) Asas perlakuan yang
berbeda atas kebendaan bergerak dan benda tidak
bergerak, (10) adanya sifat perjanjian dalam setiap
pengadaan atau pembentukan hak kebendaan.(K. M. dan G.
Widjaja, 2005)

Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan itu
senantiasa tertuju terhadap benda, baik benda bergerak
atau benda tidak bergerak. Jika benda jaminan itu berupa
benda tidak bergerak, maka hak kebendaannya adalah hak
tanggungan dan hipotik kapal (volume di atas 20 m?.
Sedangkan jika benda jaminan itu berupa benda bergerak,
maka hak kebendaannya diantaranya adalah gadai dan
fidusia. Sejak kapan benda bergerak dan tidak bergerak
terrsebut dapat memberikan jaminan? Berikut ini tabel
lahirnya hak kebendaan yang memberikan jaminan.

Tabel 2
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Lahirnya kebendaan Bersifat Memberikan Jaminan

(Usanti, 2012)

No

Lembaga
Jaminan

Lahirnya Hak Kebendaan

Hak
Tanggungan

Lahirnya hak tanggungan
berdasarkan pada Pasal 13 ayat 5
UU No. 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan (UUHT), yaitu
pada hari tanggal buku tanah hak
tanggungan sebagaimana
dimaksud pada ayat 4. Tanggal
buku tanah hak tanggungan
adalah hari ketujuh setelah
penerimaan secara lengkap
surat-surat yang diperlukan bagi
pendaftaran

Hipotek
kapal laut
berbobot 20
m2

Pendaftaran ke Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Balik Nama Kapal di
tempat kapal didaftarkan dan
dicatat dalam Daftar Induk
Pendaftaran Kapal (Pasal 1179
BW  juncto Pasal 60 Undang-
Undang No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran)

Gadai

Ketika benda gadai diserahkan
kekuasaannya pada pihak
kreditur atau pihak ketiga. Ini
merupakan perwujudan dari asas
inbezitstelling (Pasal 1152 ayat 1
BW)

Fidusia

Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang
No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (UUJF)
menentukan bahwa jaminan
fidusia lahir pada tanggal sama
dengan tanggal dicatatnya
jaminan fidusia dalam Buku

Daftar Fidusia.
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Berdasarkan tabel di atas, berikut ini akan dijelaskan
secara singkat tentang hak kebendaan yang memberikan
jaminan, diantaranya adalah:

1. Hak Tanggungan

UUHT memberikan definisi “Hak Tanggungan atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah” (Hak
Tanggungan) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Pokok Agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

UUHT menganut asas-asas umum yaitu asas konstitusional
dalam UUD 1945, asas idiil dalam Pancasila dan asas politik
dalam politik pertanahan (UUPA) sedangkan asas-asas yang
berlaku khusus adalah asas-asas yang juga berlaku dalam
hukum kebendaan, karena hak tanggungan juga merupakan
bagian dari hukum jaminan sedangkan hukum jaminan
merupakan sub sistem hukum kebendaan. Asas hukum yang
berlaku umum maupun khusus merupakan sistem hukum
Jaminan atas tanah yang memberikan kepastian dan
mengamankan piutang kreditur untuk mendapatkan
pelunasan dan juga melindungi debitur dari kemungkinan
kreditur mendapatkan hak milik atas benda
jaminan. Seyogyanya penamaan UUHT juga diganti menjadi
Hak Tanggungan Atas Tanah. Hal ini dikarenakan istilah Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan
dengan Tanah, dapat menimbulkan penafsiran yang
bertentangan dengan asas pemisahan horizontal yang dianut
dalam UUPA. (Ramlan, n.d.)

Ada beberapa asas dari hak tanggungan yang perlu
dipahami betul yang membedakaan hak tanggungan ini dari
jenis dan bentuk jaminan-jaminan utang yang lain. Bahkan
yang membedakannya dari hipotek yang digantikannya. Asas-
asas tersebut tersebar dan diatur dalam berbagai pasal dari
UUHT. Asas-asas yang dimaksud adalah (1) hak tanggungan
memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur
pemegang hak tanggungan. (2) hak tanggungan tidak dapat
dibagi-bagi. (3) hak tanggungan hanya dapat dibebankan pada
hak atas tanah yang telah ada. (4) hak tanggungan dapat
dibebankan selain atas tanahnya juga berikut benda-benda
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yang berkaitan dengan tanah tersebut. (5) hak tanggungan
dapat dibebankan juga atas benda-benda yang berkaitan
dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari.
(6)perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian accessoir. (7)
hak tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang
baru akan ada. (8) hak tanggungan dapat menjamin lebih dari
satu utang. (9) hak tanggungan mengikuti objeknya dalam
tangan siapapun objek hak tanggungan itu berada. (10) di atas
hak tanggungan tidak dapat diletakan sita oleh Pengadilan. (11)
hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang
tertentu. (12) hak tanggungan wajib didaftarkan. (13) hak
tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji
tertentu. (14) objek hak tanggungan tidak boleh diperjanjikan
untuk dimiliki sendiri oleh pemegang hak tanggungan bila
debitur cidera janji. (15) pelaksanaan eksekusi hak tanggungan
mudah dan pasti.(ST. Remy Sjahdeini, 1999)

Prinsip yang mendasari parate executie adalah prinsip
perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan
pertama dengan tujuan sebagai sarana untuk mempercepat
pelunasan piutangnya manakala debitur wanprestasi.
Pengaturan parate executie (Pasal 6 UUHT) tidak konsisten
dengan prinsip hukum jaminan, alasannya antara lain adalah
terdapat kerancuan pengaturan mengenai perolehan hak
kreditur pemegang hak tanggungan pertama, karena di satu
sisi hak itu terlahir karena undang-undang di sisi lain hak
tersebut terlahir secara diperjanjikan, sehingga pengertian
parate executie menimbulkan makna ganda/kabur. Hal
tersebut akibat pemikiran dari pembentuk UUHT yang tidak
konsisten (inkonsistensi).(Herowati Poesoko, 2008)

2. Hipotek Kapal Laut

Pengertian hipotek dapat dilihat dalam Pasal 1162 KUH
Perdata, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-
benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian
daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Sedangkan Pasal
1 angka 12 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang
dimaksud dengan hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan
atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang
tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

95



Hipotik kapal laut harus diatur dalam peraturan yang
khusus untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan yang
ada saat ini masih tersebar secara partial dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak menguntungkan
bank dalam menyalurkan kredit dengan objek jaminan hipotik
berupa kapal laut. Salah satu peraturan yang dapat menjamin
pemberian kredit dengan jaminan kapal laut, adalah mengenai
eksekusi kapal laut, apabila kapal berada di luar wilayah
Indonesia dan hukum acara pelaksanaannya. Terjaminnya
kepastian hukum akan meningkatkan pemberian kredit,
sehingga negara telah melaksanakan prinsip prinsip dalam
Negara Kesejahteraan.(Indriati, 2019)

3. Gadai

Istilah pand berasal dari bahasa Belanda yang dalam
bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi gadai. Salah satu
turunannya adalah pandrecht atau hak gadai. Berdasarkan
Pasal 1150 KUHPerdata, hak gadai adalah suatu hak
kebendaan atas suatu benda bergerak kepunyaan orang lain,
yang melalui perjanjian diserahkan penguasaannya kepada
kreditur untuk dapat diambil pelunasan atas suatu utang dari
hasil penjualan benda tersebut secara didahulukan dari pada
kreditur-kreditur lain. Hak gadai merupakan suatu hak
accessoir, artinya eksistensinya bergantung dari eksistensi
perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang yang
dijamin dengan hak tersebut.(Adham, 2009)

Lembaga gadai tidak mengenal adanya pendaftaran, maka
sebagai perwujudan asas publisitasnya adalah dengan cara
inbezitstelling yaitu benda gadai diserahkan ke pemegang gadai
(kreditor) atau pihak ketiga. Pemilik atas benda bergerak yang
bendanya dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan sifat droit de
suite tidak mendapat perlindungan hukum apabila berpindah
tangan kepada pihak ketiga yang telah memperoleh benda
tersebut dengan itikad baik (tegoeder trouw) karena hak
kebendaan itu melekat pada bendanya, sehingga pihak yang
bersangkutan harus menghormati ketentuan
tersebut.(Mahmudyah, 2019).

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan milik
pemerintah yang bergerak dibidang “gadai” yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan
mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan
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pembangunan nasional. Berikut ini perjalanan PT
Pegadaian dari mulai terbentuknya sampai dengan
sekarang.

Tabel 3

Perjalanan PT Pegadaian

No | Tahun Deskripsi

1 1746 | Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC
mendirikan Bank Van Leening sebagai
lembaga keuangan yang memberikan kredit
dengan sistem gadai.

2 1811 | Pemerintah Inggris mengambil alih dan
membubarkan Bank Van Leening,
masyarakat diberi keleluasaan mendirikan
usaha pergadaian.

3 1901 | Didirikan Pegadaian negara pertama di
Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April

1901)

4 1905 | Pegadaian berbentuk lembaga
resmi "Jawatan" 1905.

5 1961 | Bentuk badan hukum
berubah "Jawatan" ke "PN"

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960
Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun

1961

6 1969 | Bentuk badan hukum berubah
dari "PN" ke "Perjan"
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7
Tahun 1969

7 1990 | Bentuk badan hukum berubah
dari "Perjan" ke "Perum"

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.
10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun
2000

8 2012 | Bentuk badan hukum berubah
dari "Perum" ke "Persero" pada tanggal 1 April
2012

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.
51 Tahun 2011
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9 2021 | Bentuk badan hukum berubah dari "Persero"
ke "Perseroan Terbatas" pada tanggal 23
September 2021

Sumber: pegadaian.co.id

4. Jaminan Fidusia

UUJF membedakan benda sebagai objek jaminan fidusia
menjadi 2 (dua) golongan, yaitu benda bukan persediaan dan
benda persediaan. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam
penjelasan Pasal 6 huruf c jo penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUJF,
namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan mengenai benda
persediaan maupun benda bukan persediaan. Dalam hal benda
bukan persediaan, UUJF hanya menyebutkan beberapa contoh
benda bukan persediaan yaitu antara lain: mesin-mesin
produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang bukan
menjadi objek jaminan fidusia. (penjelasan Pasal 23 ayat (2)
UUJF). Kesimpulan dari penjelasan pasal tersebut adalah
bahwa benda bukan persediaan adalah benda yang dimiliki
secara pribadi oleh pemberi fidusia, yang dapat berupa orang
perseorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum.
Benda tersebut yang akan menunjang kelangsungan hidup
maupun usaha pemberi fidusia. Namun, bukan benda yang
keberadaannya memang tidak untuk diperdagangkan pada
konsumen. Sedangkan untuk barang persediaan, UUJF
memberikan penjelasannya dalam penjelasan Pasal 6 huruf c
yaitu benda persediaan (inventory) merupakan benda yang
selalu berubah-ubah atau tidak tetap.

Contoh dalam penjelasan pasal tersebut adalah stok
bahan baku, benda jadi, atau portofolio perusahaan efek.
Contoh sederhana yang menggambarkan tentang barang
persediaan yaitu seorang pengusaha jual beli mobil bekas yang
menjaminkan 10 (sepuluh) mobilnya yang ada di dalam
showroom-nya untuk perluasan usaha. Mobil tersebut
digolongkan sebagai barang persediaan karena mobil
dipergunakan dalam perdagangan. Menganalisis suatu benda
yang merupakan benda persediaan atau bukan pada jaminan
fidusia sangat penting sekali karena membawa akibat hukum
yang berbeda.(Usanti, T.P & Bakarbessy, 2014)
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Pada benda persediaan yang dijadikan objek jaminan
fidusia, terdapat kondisi yang membuat lemahnya hak
kebendaan atas objek jaminan atau yang dikenal dengan istilah
relativering. Relativering pada hak kebendaan pada objek
jaminan fidusia berupa benda persediaan memiliki
konsekuensi yuridis bagi bank, yaitu kedudukan bank sebagai
Penerima Fidusia yang pada awalnya bank sebagai kreditur
preferen berubah menjadi kreditur konkuren. Hal ini
disebabkan karena bank sebagai penerima fidusia tidak dapat
menegakkan hak kebendaanya pada objek jaminan fidusia
berupa benda persediaan.(E. K. Widjaja & Putra, 2019)

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, dapat
dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan
dengan mendaftarkan hak cipta demi mendapatkan status
hukum bagi pencipta terhadap hasil ciptaannya sebelum
digunakan sebagai jaminan pinjaman. Kesulitan untuk
menentukan nilai atau nominal dari hak cipta yang akan
digunakan sebagai objek jaminan fidusia bisa saja terjadi,
tetapi hal ini bisa diatasi oleh para pihak dengan meminta
pendapat para ahli. (Tjoanda, 2020)

Selanjutnya, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor: 18/PUU XVII/2019 yang dibacakan tanggal 6
Januari Tahun 2020, menyatakan bahwa sifat Hak kebendaan
yang melekat pada Lembaga Jaminan Fidusia hapus sepanjang
debitur menyatakan keberatan terhadap jumlah hutang yang
belum dilunasi. Sehingga pelaksanaan eksekusi fidusia dalam
kasus demikian harus dilakukan dengan gugatan biasa.
Putusan MK tersebut sebenarnya telah menciderai tatanan
Hukum Kebendaan yang mempunyai ciri dan sifat droit de suit.
Mengingat MK dalam putusan tersebut menyatakan bahwa
“cidera janji” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3)
UUJF telah bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak
oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara
kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya
yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.(RI, 2019) Hal
tersebut menunjukan bahwa parate executie setelah putusan
MK tetap dilaksanakan dengan syarat telah ada kesepakatan
antara debitur dan kreditur yang diikuti dengan penyerahan
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secara sukarela oleh debitor tehadap obyek jaminan.(Ahmad
Rifai dan Gatot Subroto, 2020)

Khusus untuk lembaga jaminan benda bergerak, saat ini
Indonesia mempunyai 3 (tiga) nama pembebanan jaminan yang
digunakan yakni gadai, fidusia dan resi gudang. Ketiga jenis
penjaminan tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda dan
memiliki pokok pengaturan yang berbeda pula. Secara umum,
pengaturan mengenai benda bergerak di Indonesia memiliki
beberapa kelemahan yakni kerangka hukum yang belum
terintegrasi, pengaturan pemilikan secara non possessory yang
masih mengatur banyak pembatasan, ruang lingkup benda
bergerak yang dapat djaminkan terbatas dan belum
mengakomodir praktik internasional, ketiadaan mekanisme
pendaftaran yang memberikan informasi secara utuh mengenai
penjaminan yang telah dilakukan bahkan terdapat jenis
jaminan yang tidak mewajibkan adanya pendaftaran,
kurangnya kepastian hukum bahwa hak kreditur dibayar
terlebih dahulu ditunaikan ketika debitur wanprestasi diluar
prosedur kepailitan dan ketika debitur dilikuidasi, serta
pelindungan kreditur melalui lembaga automatic stay, selain itu
lembaga pendaftaran yang ada di Indonesia dinilai belum
mampu memiliki cakupan dan ruang lingkup terhadap seluruh
jaminan benda bergerak serta terbatasnya aksesibilitas
masyarakat terhadap data tersebut. Berdasakan kondisi
permasalahan yang ada perlu diatur dengan memperjelas
pengaturan yang bermasalah serta menyederhanakan
pengaturan yang menyebar, oleh karena itu perlu diadakan
pembaharuan dengan membentuk Peraturan yang terintegrasi
sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
ataupun dunia usaha.(Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, 2021).
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BAB 7.
PRINSIP DASAR TENTANG PERIKATAN PADA UMUMNYA

Pitriani

A.Ketentuan Umum Tentang Perikatan

Hukum perikatan yang dalam bahasa belanda dikenal
dengan sebutan verbintenis ternyata memiliki arti yang lebih
luas daripada perjanjian. Hal ini dikarenakan hukum
perikatan mengatur juga hubungan hukum dimana tidak
hanya bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian.
Hukum perikatan juga timbul karena adanya perbuatan
melanggar hukum “onrechtmatigedaad” dan perihal perikatan
yang timbul dari adanya pengurusan kepentingan orang lain,
yang tidak berdasarkan persetujuan “zaakwaarneming”. Yang
dimaksud tentang perikatan dalam buku III B.W itu adalah:
suatu hubungan hukum (tentang kekayaaan harta benda)
antara dua orang, yang mana memberi hak kepada yang satu
bisa menuntut barang sesuatu pada lainnya, sementara orang
yang lainnnya ini diwajibkan memenuhil atau maksanakan
tuntutan itu. Subekti (1989).

Pengertian umum yang digunakan dalam ilmu hukum,
hukum perikatan ialah: “Suatu hubungan hukum tentang
kekayaan harta benda diantara dua orang dimana memberi hak
terhadap pihak yang satu agar menuntut sesuatu barang
kepada pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya diwajibkan
agar memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak
menuntut ialah pihak yang berpihutang (kreditur) dan pihak
yang wajib memenuhi atau melaksanakan tuntutan yaitu pihak
berhutang (debitur) sedangkan barang atau sesuatu yang bisa
dituntut disebut prestasi”.

Pada suatu perikatan, salah satu pihak berhak terhadap
suatu prestasi, dan juga bisa pihak yang berkewajiban
memenuhi atau melaksanakan prestasi, di samping kewajiban,
juga berhak terhadap suatu prestasi. Sebaliknya pula, pihak
lain, di samping berhak terhadap suatu prestasi juga
berkewajiban memenuhi atau melaksanakan suatu prestasi.
Jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbal
balik Abdul Kadir Muhammad (1992).

103



a. Perikatan (verbintenis, bahasa belanda) artinya hal yang
mengikat antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hal
yang mengikat itu ialah peristiwa yang dapat berupa :

- Perbuatan, contoh: jual beli, hutang piutang, dll

- Kejadian, contoh: kelahiran, kematian dll

- Keadaan, contoh: letak perkarangan berdapingan

b. Peristiwa hukum itu menciptakan hubungan hukum. Pada
hubungan hukum tiap hak memilik hak dan kewajiban
secara timbal balik.

Perikatan adalah kewajiban terhadap salah satu pihak
dalam hubungan hukum perikatantersebut, Muljadi & Widjaja,
Perikatan Pada Umumnya (2004) istilah perikatan ini diambil
dari istilah obligatio dari bahasa perancis dilihat dari unsur-
unsurnya, unsur Perikatan terdiri dari:

a. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum

b. ubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih
(pihak).

c. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum
pada lapangan hukum harta kekayaaan

d. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban
terhadap salah satu pihak dalam perikatan

Pihak yang mempunyai kewajiban dalam suatu perikatan

disebut dengan debitur. Kewajibanini merupakan utang atau
prestasi bagi debitur. Disisi lain, pihak yang memiliki yang
memilikihak atas perikatan yang disepakati disebut dengan
kreditur, yaitu yang memeliki hak atas pelaksanaan prestasi
oleh debitur. Perikatan dapat dibagi dalam beberapa
pembagian, antara lainmenurut sumber hukum, menurut
isi perikatan, menurut sifat keutamaan perikatan,
dankewajiban pihak dalam perikatan untuk melakukan
prestasi Muljadi & Widjaja, Perikatan Pada
Umumnya(2004) Pembagian menurut sumber perikatan dapat
dibagi lagi menjadi:

a. Perikatan bersumber dari Perjanjian: dalam perjanjian,
salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut
mengikatkan  diri untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana yang dijanjikan. Prestasi yang timbul
oleh perjanjian tidak saja yang telah ditentukan
untuk dipenuhi salah satu pihak pada perjanjian, tetapi
juga prestasiyang ditentukan  undang-undang dan
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dilakukan secara timbal balik antara kedua belah pihak
dalam perjanjian.
b. Perikatan yang bersumber pada Undang-Undang:
Undang-Undang hukum Perdata membagi lagi perikatan
ini menjadi perikatan yang berasal dari undang-undang
saja dan perikatan yang timbul oleh undang-undang
yang disertai perbuatan manusia, baik yang
diperbolehkan maupun yang bertentangan dengan
hukum. Peristiwa hukum merupakan contoh dalam
perikatan yang lahir dari pada undang-undang saja.
Kegagalan debitur dalam memenuhi prestasinya bisa
menimbulkan perikatan lainnya,yaitu berupa kewajiban agar
mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Kewajiban ini timbul
apabila kreditur sudah melakukan teguran terhadap debitur
akan tetapi tetap tidak bisa melaksanakan prestasinya atau
diistilahkan dengan wanprestasi. Bentuk-bentuk dari
wanprestasi adalah:

a. debitur sama sekali tidak

memenuhi/melaksanakan kewajibannya;
b. debitur tidak memenuhi/melaksanakan kewajibannya

sebagaimana mestinya atau melaksanakan
kewajibannya akan tetapi tidak sebagaimaa
seharusnya;

c. debitur tidak memenuhi/melaksanakan kewajibannya
pada waktunya;

d. debitur melakukan sesuatu yang tidak
diperbolehkan

B. Unsur-Unsur dalam Hukum Perikatan

Berdasarkan pengertian pihak yang satu mempunyai hak
menuntut sesuatu pada pihak yang lainnya disebut kreditur,
pihak yang wajib memenuhi/melaksanakan tuntutan disebut
debitur, hal yang dituntut atau diminta disebut prestasi. Dalam
hubungan hutang-piutang, pihak yang berhutang adalah
debitur, sedang pihak yang memberi hutang adalah kreditur.
Dalam jual beli pihak pembeli adalah debitur, dan penjual
adalah kreditur. Dalam perjanjian hibah penerima disebut
kreditur dan pemberi hibah debitur. Dalam perjanjian kerja
pihak yang melakukan pekerjaan adalah kreditur, pihak yang
wajib membayar upah disebut debitur.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan perikatan ialah
hubungan hukum tentang harta kekayaan yang terjadi pada
kreditur dan debitur.

unsur-unsur yang termuat didalam hukum perikatan atau

terjadinya sebuah perikatan, yaitu:

1. Unsur hubungan hukum dalam hukum perikatan:
yaitu hubungan yang mana didalamnya terdapat hak
terhadap salah satu pihak dan kepada pihak
lainnya melekat kewajiban. Hubungan hukum pada
hukum perikatan yaitu hubungan yang diakui dan diatur
oleh hukum itu sendiri. Tentu saja diantara hubungan
hukum dan hubungan sosial lainnya pada kehidupan
sehari-hari mempunyai makna yang berbeda, karena
hubungan hukum dapat memiliki akibat hukum bila
dilakukan pengingkaran terhadapnya.

2. Unsur kekayaan pada hukum perikatan
yaitu kekayaan yang dimiliki atau dipunyai oleh salah
satu atau para pihak pada sebuah perikatan. Hukum
perikatan itu sendiri merupakan bagian dari hukum
harta kekayaan atau vermogensrecht yang merupakan
bagian lain dari hukum harta kekayaan yang kita kenal
dengan hukum benda.

3. Unsur pihak-pihak dalam hukum perikatan

Yang dimaksud dengan unsur pihak-pihak dalam
hukum perikatan ialah pihak kreditur dan pihak debitur
yang memiliki hubungan hukum. Pihak-pihak tersebut
pada hukum perikatan disebut dengan subyek perikatan.

4. Unsur obyek hukum (prestasi) pada hukum perikatan

Yang dimaksudkan unsur obyek hukum (prestasi)
pada hukum perikatan ialah adanya obyek hukum
(prestasi) yang diperikatkan sehingga melahirkan
hubungan hukum. Dalam pasal 1234 KUH Perdata
disebutkan bahwa wujud dari prestasi adalah memberi
sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

1. Prestasi dan Wan Prestasi
a. Prestasi
[alah sesuatu yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan
oleh debitur pada perikatan. Di dalam hukum perdata
kewajiban memenuhi atau melaksanakan prestasi
selalu diikuti jaminan harta kekayaan debitur.
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pada pasal 1131 dan 1132 dinyatakan bahwa semua
harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang
akanada, menjamin pemenuhan hutangnya terhadap
kreditur.
Ada 3 kemungkinan wujud prestasi
(1)Memberikan sesuatu
Menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda
oleh debitur kepada kreditur, minsalnya dalam jual
beli, hibah, hutang piutang, gadai
(2)Berbuat sesuatu
Debitur wajib melaksanakan perbuatan tertentu
yang telah ditetapkan pada perikatan. Contohnya
membangun gedung, menggosongkan rumah
(3)Tidak berbuat sesuatu
Debitur tidak melaksanakan perbuatan yang telah
disepakati dalam perikatan. Contoh : tidak
membuat tembok tinggi.
Sifat-sifat prestasi:
(1)Harus sudah ditentukan/dapat ditentukan
(2JHarus mungkin artinya dapat dipenuhi secara
wajar, jika tidak demikian perikatan batal
(3)Harus diperbolehkan (halal) artinya tidak dilarang
UU, kesusilaan, ketertiban umum, jika prestasi
tidak halal perikatan batal
(4)Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur
dapat menggunakan, menikmati dan mengambil
hasilnya jika tidak demikian perikatan dapat
dibatalkan
(S)Terdiri dari satu atau serentetan perbuatan,
perikatan dapat dibatalkan
b. WANPRESTASI
Artinya tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang
telah ditetapkan dalam perikatan.
Ada 2 alasan :
(1) Kerena kesalah debitur
Baik dengan sengaja tidak dipenuhi atau
melaksanakan kewajiban ataupun karena kelalaian
(2) Kerana keadaan memaksa (overmacht)
Force majeure, jadi diluar kemampuan debitur,
debitur tidak bersalah
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Keadaan Memaksa (overmacht)

Keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur

dikarenakan terjadi peristiwa yang tidak bisa

diketahui atau diduga akan terjadi ketika membuat
perikatan.

- Unsur-unsur overmach sbb:

(1) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa
yang membinasakan/memusnahkan benda objek
perikatan atau

(2) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa
yang menghalangi perbuatan debitur untuk
berprestasi

(3) Peristiwa itu tidak bisa diketahui atau diduga
akan terjadi saat waktu membuat perikatan

- Jika terjadi overmacht dimana memenuhi unsur (1)
dan (3) maka disebut “keadaan memaksa yang objektif
Vollmar menyebutkan “absolute overmacht” adalah
ketidak mungkinan (impossibility) memenuhi prestasi,
karena keadaan bendanya lenyap atau musnah

- Jika terjadi overmacht jika memenuhi unsur (2)
dan (3) disebut keadaan memaksa yang subyektif,
vollmar menyebutka relative overmacht, dasarnya adalah
kesulitan memenuhi prestasi disebabkan ada peristiwa
yang menghalangi.

- Dalam KUHPdt keadaan memaksa tidak diatur
secara umum, tetapi secara khusus pada perjanjian-
perjanjian tertentu saja minsalnya 1237 KUHPdt
perjanjian sepihak, pasal 1460 KUHPdt perjanjian jual
beli, pasal 1545 KUHPdt perjanjian tukar menukar, pasal
1553 KUHPdt perjanjian sewa menyewa. Karena itu
pihak-pihak bebas memperjanjikan tanggung jawab itu
didalam perjanjian yang mereka buat jika terjadi keadaan
memaksa.

- Dalam keadaan memaksa pada perjanjian hibah,
resiko ditanggung kreditur (pasal 1237 KUHPdt). Pasal
perjanjian jual beli, resiko ditanggung oleh kedua belah
pihak (pasal 1460). Pada perjanjian tukar menukar resiko
ditanggung oleh pemiliknya (pasal 1545 KUHPdt). Pada
perjanjian sewa-menyewa, resiko ditanggung oleh pemilik
benda (1553).
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Ada 3 keadaan wanprestasi :
(1) Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi
sama sekali
(2) Debitur memenuhi atau melaksnakan prestasi, tetapi

tidak baik/keliru
(3) Debitur memenuhi atau melaksanakan prestasi tapi
terlambat
5. Unsur Schuld dan Unsur Haftung pada Hukum
Perikatan

Yang dimaksud wunsur schuld pada hukum
perikatan ialah adanya hutang debitur terhadap kreditur.
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur haftung pada
hukum perikatan ialah harta kekayaan yang dimiliki atau
dipunyai oleh debitur yang dipertanggungjawabkan
untuk pelunasan hutang debitur.

C. Sistem Hukum Perikatan

Sistem hukum perikatan bersifat terbuka yaitu, setiap
perikatan membolehkan kemungkinan bagi setiap orang dalam
mengadakan berbagai bentuk perjanjian, seperti yang sudah
diatur pada Undang-undang, dan juga peraturan khusus atau
peraturan baru dimana belum ada kepastian dan
ketentuannya. contohnya perjanjian sewa rumah, sewa tanah,
dan sebagainya.

Buku III KUH Perdata tentang perikatan menganut sistem
terbuka atau open system, yang artinya bahwa hukum
perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
pihak yang bersangkutan, untuk melakukan hubungan hukum
tentang apa saja yang diwujudkan pada perbuatan hukum atau
perjanjian, dengan tidak bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan, Subekti (2005). Hal ini
terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang terdapat
pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.

D. Macam-macam Perikatan Menurut Undang-Undang
Berikut ini merupakan beberapa macam  perikatan
menurut Undang-Undang Riduan Syahrani(1992):
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1. Perikatan bersyarat, ialah perikatan yang pemenuhan
atau pelaksanaan prestasinya dikaitkan kepada syarat
tertentu.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu, ialah perikatan yang
pemenuhan atau pelaksanaan prestasinya dikaitkan
dengan waktu tertentu atau dengan kejadian tertentu
yang pasti terjadi.

3. Perikatan manasuka (alternatif), ialah perikatan dimana
dibitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau
lebih prestasai yang disebutkan dalam perjanjian.
Namun debitur tidak boleh memaksakan kreditur untuk
menerima sebagian dari barang ang satu dan sebagian
dari barang lain. Bahwa dengan pemenuhan salah satu
prestasi tersebut perikatan berakhir.

4. Perikatan tanggung menanggung(tanggung renteng),
ialah para pihak pada perjanjian terdiri dari satu orang
pihak yang satu dan satu orang pihak yang lain. Akan
tetapi, sering terjadi salah satu pihak atau kerdua belah
pihak terdiri dari lebih dari satu orang.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak
dapat dibagi ialah perikatan yang prestasinya bisa dibagi
seperti perikatan menyerahkan 10 ton beras, karena
sifatnya beras yang menjadi obyek perikatan bisa dibagi,
jadi perikatannya merupakan perikatan yang dapat
dibagi, pembagian mana tidak mengurangi hakekat
prestasi itu. Sedangkan perikatan yang tidak bisa dibagi
ialah perikatan dimana prestasinya tidak bisa dibagikan
seperti perikatan untuk menyerahkan seekor kuda
adalah perikatan yang tidak bisa dibagi, oleh karena
kuda yang tersangkut dalam perikatan ini tidak dapat
dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman ialah perikatan
dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu
hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan.

E. Asas-asas dalam hukum perikatan
Asas-asas pada hukum perikatan diatur pada Buku III
KUH Perdata, yaitu menganut azas kebebasan berkontrak
dan azas konsensualisme.
1. Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat di dalam Pasal
1338 KUHP Perdata yang berbunyi bahwa segala sesuatu
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perjanjian yang dibuat ialah sah bagi para pihak yang
membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.

2. Asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian itu lahir di
saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak
mengenai hal-hal yang pokok dan tidak perlukan sesuatu
formalitas. Jadi, azas konsensualisme biasanya
disimpulkan didalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

Adapun syarat-syarat dari sah-nya suatu perjanjian Pasal

1320, Riduan Syahrani ( 1992) yakni:

1. Kata Sepakat diantara Para Pihak yang Mengikatkan Diri,
Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri,
yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus
saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari
pada perjanjian yang akan dilakukan tersebut.

2. Cakap untuk Membuat atau melaksanakan Suatu
Perjanjian Cakap untuk membuat atau melakukan suatu
perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap
berdasarkan hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21
tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu, maksudnya apa yang akan
diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan
harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan
kewajiban para pihak, jika tidak akan muncul suatu
perselisihan diantara para pihak.

4. Suatu sebab yang Halal, maksudnya isi perjanjian itu
harus memilikii tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh
undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

F. Sumber Hukum Perikatan
1. Perikatan yang lahir karena perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPdt,
yaitu suatu perbuatan yang mana yang satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya kepdaa satu orang atau lebih.

Dalam perikatan yang lahir kerena perjanjian kedua
pihak debitur dan kreditur, sengaja bersepakat saling
mengikat diri, pada perikatan mana kedua pihak
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memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, pihak
debitur wajib memenuhi atau melaksanakan prestasi
dan pihak kreditur berhak terhadap prestasi.
Apabila dirinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-
unsur sebagai yaitu:

(1)Ada pihak-piahak,sedikitnya dua orang (subyek)

(2)Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (consensus)

(3)Ada objek yang berupa benda

(4)Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta
kekayaan)

(S)Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
Dan menurut pasal 1320 KUHPdt, syarat-syarat sah
perjanjian itu adalah:

(1)Ada persetujuan kehendak diantara pihak-pihak

(2)Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian
(capacity)

(3)Ada sesuatu hal tertentu (obyek)

(4)Ada sesuatu sebab yang halal (causa)

2. Perikatan yang lahir karena Undang-Undang

Dalam perikatan yang timbul oleh UU, Hak dan
kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-
undang. Pihak debitur dan kreditur wajib mewajibkan
debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi.
Kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran UU.

Dalam pasal 1352 KUHPAt, perikatan yang timbul
karena UU dirinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul
semata-mata diperinci menjadi dua, yakni perikatan yang
lahir semata-mata karena ditentukan oleh UU dan
perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Perikatan
yang timbul karena perbuatan orang pada pasal 1353
KUHPdt diperinci lagi, menjadi perikatan yang timbul
karena perbuatan menurut hukum (rechtmatig) dan
perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad).

Ketentuan UU
Perikatan ini adalah perikatan yang lahir dari UU sebagai
akibat dari perbuatan orang. Jadi bukan orang yang
menetapkan adanya perikatan, melainkan UU yang
menetapkannya. Perbuatan itu dibagi menjadi dua:
1. Perbuatan yang sesuai dengan hukum, dibagi 2
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1.Zaakwaarneming (penyelenggaraan kepentingan diatur

d

alam pasal 1354 s/d 1358 KUHPdt.

Unsur-unsur Zaakwaarneming;:

a
b
c
d
e
f.
2.

2. Pe

. Perbuatan dilakukan dengan sukarela

. tampa mendapat perintah (kuasa)

. mewakili urusan orang lain

. dengan/tampa pengetahuan orang itu

. wajib meneruskan/menyelesaiakan urusan itu
bertindak menurut hukum

Pembayaran tampa hutang (gaverschuldigde betaling)

diatur dalam pasal 1365 s/d 1380 KUHPdt.

Menurut pasal 1359 KUHPdt, setiap pembayaran
yang ditujukan untuk melunasi hutang, akan tetapi
ternyata tidak ada hutang. Pembayaran yang telah
dilakukan atau laksnakan itu dapat dituntut
kembali.contohnya: seseorang yang kilaf membayar
hutang dengan mengira dia berhutang, maka berhak
menagih kembali pembayaran karena kilaf tsb.
rbuatan melawan hukum

Menurut 1365 KUHPdt tiap perbuatan melawan hukum
yang menimbulkan kerugian pada orang lain, diwajibkan
orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu menggati
kerugian tsb.

Un

sur-unsur perbuatan melawan hukum

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig)

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

3. Perbuatan itu harus dilakukan karena kesalahan

4. Antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan harus

ada hubungan kausal.
Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak dipenuhi,
maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan
melawan hukum.
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BAB 8.
PEMBATALAN PERJANJIAN
BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

Fuad

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Pada situasi globalisasi seperti sekarang, menegaskan
bahwa hukum perjanjian terkait aktivitas bisnis merupakan
bagian yang tumbuh begitu maju diseluruh dunia sebagai
konsep dalam mencukupi pemenuhan transaksional
kebutuhan manusia. Meskipun demikian, berkembangnya
hukum perjanjian tersebut, mendorong pelaku bisnis yang
kadang mendasarkan kegiatannya pada ketentuan yang
terdapat pada Buku III KUH Perdata tersebut. Hal tersebut
lantaran ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan
terkait prinsip atau asas kebebasan dalam menyusun sebuah
janji (Munir Fuady, 2007). Akan tetapi, kebebasan yang
diberikan itu tidak dibenarkan untuk bertentangan dengan
norma, undang-undang ataupun mengesampingkan prinsip-
prinsip yang lainnya seperti kepantasan, kejujuran, atau
kepastian hukum. Pada pelaksanaan suatu perjanjian dengan
segala konsekuensi hukumnya, pastilah melibatkan banyak
kepentingan maupun banyak pihak. Maka dalam hal ini,
hukum haruslah menjadi pelindung atas setiap penegakan
kepentingan manusia.(Munir Fuady, 2007).

Konsep hukum perjanjian sebagai bagian (sub sistem) dari
hukum privat, merupakan konsep yang ada pada hukum
perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari
hukum perdata (hukum privat). Hal ini dikarenakan, pada
prinsipnya hukum perjanjian merupakan derivatif (turunan)
dari hukum perikatan, meskipun terkadang antara perjanjian
dan perikatan kajiannya dibedakan, tetapi diantara keduanya
memiliki prinsip yang sama.

Pada tingkatan teorisasi, hukum perikatan berada pada
tataran teoritis sehingga dapat disebut dengan teori
kesepakatan, serta dalam tataran normatifnya ada dalam KUH
Perdata. Pengaturan terkait hukum perjanjian yang ada pada
sebagian Buku III KUH Perdata, mulai diatur khusus pada
Pasal 1313 sampai Pasal 1351 dan di bawah sub judul Bab II,
yaitu Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau

115



Persetujuan. Prinsipnya dapat dipahami, bahwa pada
pengaturan tersebut mengatur hukum perjanjian. Meskipun
pengkajian antara perikatan atau perjanjian dilakukan terpisah
tetapi tidak berarti beda konsep, sebagaimana hal umum yang
ada pada karya-karya ilmuwan hukum yang menelaah dua hal
tersebut pada satu kajian, meskipun masih ada perbedaannya.

Perjanjian pada awalnya tidak saja dianggap merupakan
suatu bentuk perbuatan, namun sebuah perbuatan hukum
bersisi dua. Maknanya, pada suatu perjanjian, memiliki dua
sisi dalam satu perbuatan hukum. Pertama merupakan sisi
penawaran, dan yang kedua, ialah sisi penerimaan. Pemikiran
tersebut mendapatkan berbagai kritik, maka muncul pendapat
lainnya yang mengatakan bahwasannya suatu perbuatan
hukum yang bersisi dua tidak lagi dianggap sebagai sebuah
perjanjian, namun sebagai dua perbuatan hukum yang masing-
masing sifatnya pada satu sisi. Antara perbuatan hukum yang
merupakan penawaran dan penerimaan itu, masing-masing
menimbulkan suatu akibat hukum. Sehingga, dapat dipahami
bahwa perjanjian adalah dua perbuatan hukum yang masing-
masing bersisi satu.

Selama ini para ilmuwan hukum mendasarkan pendapat
umumnya pada pangkal pengaturan di Pasal 1313 KUH
Perdata, yang menjelaskan suatu perjanjian adalah satu
perbuatan hukum yang bersisi dua untuk menimbulkan
persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum.
Mengenai maksud perbuatan hukum yang bersisi dua yaitu
adanya penerimaan dan penawaran, dimana hakikat dari
masing-masingnya merupakan suatu perbuatan hukum.
Sedangkan maksud perbuatan hukum ialah perbuatan subyek
hukum untuk dimaksudkan agar sengaja dikehendaki
menimbulkan akibat hukum.

Oveereenkomst adalah terjemahan dari perjanjian atau
persetujuan, dan kesepakatan adalah penerjemahan kata
toestemming yang diartikan sebagai wilsovereenstemming
(persesuaian kehendak/ kata sepakat). Banyak pendapat yang
dianut (communis opinion cloctortinz), bahwa suatu perjanjian
merupakan suatu perbuatan hukum yang medasarkan pada
kesepakatan dalam memunculkan akibat hukum tertentu.

Menurut KUH Perdata, pada buku III dijelaskan bahwa
perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan
perikatan, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah
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undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak
tertulis serta ilmu pengetahuan (Sutarno, 2003). Subekti
menjelaskan, bahwa perikatan merupakan hubungan hukum
diantara dua orang atau dua pihak berdasar mana pihak satu
berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lainnya
wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2005).
Suatu perikatan adalah bentuk hubungan hukum yang terjadi
karena perjanjian maupun karena hukum. Sedangkan yang
dimaksud hubungan hukum dalam hal ini merupakan suatu
hubungan yang memunculkan akibat hukum yakni right (hak),
serta duty/obligation (kewajiban) (Joahnnes, 2004).

Pengertian tentang kontrak atau perjanjian cukup beraneka
ragam, antara lain misalnya disampaikan oleh beberapa tokoh
berikut ini:

Subekti menjelaskan, suatu perjanjian adalah peristiwa
dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
(Subekti, 2005). Hal tersebut serupa dengan definisi dari
Sudikno, dimana menjelaskan tentang perjanjian merupakan
suatu hubungan hukum diantara dua pihak atau lebih
berdasar kata sepakat dalam menimbulkan suatu akibat
hukum (Sudikno Mertokusumo, 2006). Selanjutnya R.
Setiawan, menjelaskan tentang perjanjian sebagai perbuatan
hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau
saling mengikatkan diri pada satu orang atau lebih (R.Setiawan,
1999). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan juga menjelaskaan
tentang perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana
seseorang atau lebih mengikatkan diri pada seorang lain atau
lebih (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981).

Beberapa ahli Hukum Perdata juga memberikan pendapat
terkait pengertian perjanjian, antara lain dari Djumadi yang
menjelaskan tentang perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada yang lain, atau dimana dua orang
atau lebih yang saling berjanji agark melaksanakan sesuatu hal
(Djumadi, 2001). Oleh M. Yahya Harahap menjelaskan, bahwa
perjanjian merupakan hubungan hukum terkait kekayaandi
antara dua orang atau lebih, dimana memberikan kekuatan
hak pada satu pihak agar mendapatkan prestasi serta sekaligus
mewajibkan pihak yang lain agar melaksanakan prestasi itu
(Harahap, 1986). Kemudian datang dari Gunawan Widjaja
dalam buku Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian menjelaskan
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bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.
Maksudnya, bahwa perjanjian melahirkan perikatan dan
menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam
perjanjian. Pembebanan kewajiban pada debitor dalam suatu
perjanjian adalah menegaskan adanya hak kreditor pada
perjanjian tersebut agar menuntut dipenuhinya prestasi pada
perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut (Kartini Muljadi,
2006).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menjelaskan
tentang perjanjian yang merupakan persetujuan tertulis atau
dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-
masing bersepakat untuk mentaati apa yang tercantum pada
persetujuan tersebut (Depdikbud, 2021). Pada Kamus Hukum
juga dijelaskan tentang perjanjian sebagai suatu persetujuan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, lisan atau tertulis,
masing-masing sepakat untuk mentaati persetujuan yang telah
dibuat bersama tersebut.

Menurut bunyi Pasal 1313 KUH Perdata, dijelasakan terkait
perjanjian, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka,
bentuk kesepakatan yang berupa perjanjian maupun kontrak
itu pada dasarnya mengikat, dan ini sesuai dengan KUH
Perdata pada Pasal 1338 ayat 1, dimana sebuah kesepakatan
memiliki kekuatan untuk mengikat sebagai undang-undang
bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Tokoh-tokoh ilmuwan perdata pada dasarnya
berpandangan, jika pengertian perjanjian yang ada pada
pengaturan tersebut tidak lengkap dan cakupannya sangat
luas. Ketidaklengkapannya dikarenakan hanya mengatur
perjanjian sepihak saja, serta dinyatakan cakupannya sangat
luas dikarenakan juga mengatur hal-hal lainnya seperti
perjanjian kawin, pada lapangan hukum keluarga yang juga
menimbulkan  perjanjian, namun = sifatnya = istimewa
dikarenakan memiliki pengaturan dan mengaturnya sendiri,
maka berakibat secara langsung jika Buku III KUH Perdata
tidak berlaku untuknya. Hal lainnya juga mencakup Perbuatan
Melawan Hukum, sedangkan didalamnya tak terdapat unsur
persetujuan.
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B. Pembatalan Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Suatu akibat hukum dijelaskan sebagai akibat atau
merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan
akibat yang dikehendaki pelaku serta diatur menurut hukum.
Perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan hukum yaitu
tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu akibat yang
dikehendaki hukum (Soeroso, 1993). Akibat hukum merupakan
segala akibat yang timbul dari setiap perbuatan hukum yang
dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat
lainnya yang dikarenakan kejadian-kejadian tertentu oleh
hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap
sebagai akibat hukum (Syarifin & Jubaedah, 2012).

Muncul dan lahirnya hak serta kewajiban pada subyek
hukum, adalah bersumber dari adanya akibat hukum.
Misalnya, saat melakukan perjanjian jual-beli maka lahir suatu
akibat hukum atas perjanjian jual beli tersebut seperti adanya
subyek hukum dimana mempunyai hak mendapatkan barang
juga mempunyai kewajiban untuk membayarkan barang itu.
Begitupun sebaliknya, subyek hukum lainnya juga memiliki
hak untuk mendapatkan uang, namun di samping itu juga
memiliki kewajiban dalam  menyerahkan  barangnya.
Singkatnya, suatu perbuatan hukum oleh subyek hukum atas
obyek hukum, akan memunculkan suatu akibat hukum, yang
antara lain:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum,
diantara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan
kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak
lainnya.

3. Lahirnya sanksi jika dilakukan perbuatan yang

melawan hukum.

4. Munculnya akibat hukum yang disebabkan kejadian-
kejadian darurat dimana yang bersangkutan telah diakui
oleh hukum atau dianggap sebagai akibat hukum, meski
demikian, pada situasi yang wajar tindakan-tindakan itu
mungkin terlarang oleh hukum.

Suatu perjanjian yang dibuat umumnya merupakan alat
dalam mengatur pertukaran hak dan kewajiban yang
diharapkan mampu berjalan dengan fair, baik, serta
proporsional berdasarkan kesepakataan para pihak, utamanya
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terkait perjanjian yang komersil. Dalam Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie, secara khusus tidak diatur mengenai suatu
perjanjian yang berakhir, namun pada KUH Perdata, Buku III
dan Bab IV mengatur akan suatu perikatan yang hapus.
Meskipun begitu, pada pengaturan mengenai hapusnya
perikatan juga menjadi pengaturan terkait hapusnya suatu
perjanjian. Hal tersebut disebabkan, pada Buku III dan BAB IV
KUH Perdata bahwa perikatan yang dimaksud merupakan
perikatan pada umumnya, yaitu yang lahir dari suatu
perjanjian ataupun yang lahir dari suatu perbuatan yang
melanggar hukum (Miru, 2007).

Suatu perikatan yang berakhirnya sebagaimana diatur pada
Pasal 1381 KUH Perdata dijelaskan melalui beberapa cara agar
hapusnya perikatan, antara lain; melalui penawaran tunai
disertai dengan penitipan pembayaran, pembaharuan hutang,
percampuran hutang, perjumpaan hutang, musnahnya benda
yang terhutang, pembebasan hutang, kebatalan atau
pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewat waktu atau
kadaluarsa. Pada pengaturan Pasal 1381 KUH Perdata yang
memuat ketentuan normatif terkait hapus atau berakhirnya
suatu perikatan dikarenakan telah terjadi perbuatan hukum,
peristiwa hukum atau putusan hukum, sebagaimana dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran merupakan pemenuhan prestasi secara
suka rela serta berakibat pada hapusnya perikatan
diantara kreditur dan debitur. Pembayaran tidak saja
berupa pembayaran untuk pembeliannya, namun juga
apabila penjual telah menyerahkan barang yang
dijualnya (Subekti, 2005).

2. Salah satu pihak melalui persetujuan pihak yang lain
membatalkan dikarenakan merasa menyesal pada
perjanjian yang baru dilakukan.

3. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.

4. Karena atas kewajiban-kewajiban yang timbul, oleh para
pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhinya.
Seperti, jika pembeli pada waktu yang ditentukan
membayar, maka perjanjiannyaa akan berlangsung,
namun bila tidak membayar, maka perjanjiannya jadi
rusak (batal).

5. Karena tidak mendapat persetujuan dari pihak yang
memiliki kewenangan
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6. Karena kematian

Namun pada sumber yang lain ada disebutkan tentang
hapusnya suatu perjanjian tidak sama dengan cara hapusnya
suatu perikatan. Suatu perikatan yang hapus belum tentu
menghapus perjanjian. Kecuali seluruh perikatan dalam
perjanjian tersebut telah hapus. Sebaliknya meski berakhir
atau hapusnya suatu perjanjian, maka perikatan yang
bersumber dari perjanjian itu juga akan hapus dan berakhir.
Berakhir atau hapusnya suatu perjanjian dikarenakan, antara
lain:

1. Jangka waktu Dberlakunya perjanjian tersebut,
ditentukan oleh para pihak.

2. Batas waktu berlakunya perjanjian ditentukan oleh
undang-undang (pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata)

3. Salah satu pihak meninggal dunia seperti pada
perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata),
perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j KUH
Perdata).

4. Para pihak atau salah satu pihak menentukan agar
menghentikan perjanjian, seperti pada perjanjian sewa
menyewa ataupun perjanjian kerja.

5. Karena adanya putusan hakim (pengadilan).

6. Tujuan dari perjanjian telah dicapai, seperti pada
perjanjian pemborongan.

7. Melalui persetujuan kedua belah pihak.

Suatu pembatalan perjanjian akan berkaitan dengan pihak
yang melakukan perjanjian tersebut, dalam artian bahwa jika
pihak yang melaksanakan kontrak itu menurut hukum tidak
cakap, misalnya dikarenakan belum berumur 21 tahun atau
dikarenakan sedang berada dibawah pengampuan, maka pihak
yang tidak cakap tersebut dapat meminta perjanjiannya
dibatalkan, baik itu dilakukan melalui pengampunya maupun
walinya, ataupun sesudah yang bersangkutan telah berusia 21
tahun ataupun tidak lagi di bawah pengampuan.

Demikian pula halnya jika seorang belum dewasa telah
diwakilkan walinya atau seorang yang di bawah pengampuan
telah diwakilkan oleh pengampunya agar kemanfaatan maupun
keperluan anak dibawah umur ataupun orang yang dibawah
pengampuan itu, maka telah dianggap membuat perjanjian
pada keadaan cakap, sehingga jika yang bersangkutan
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menuntut ganti kerugian untuk hal yang dialaminya, maka
yang bersangkutan hanya akan menuntut wali ataupun
pengampunya, apabila memang memiliki penjelasan dalam
melakukannya. Disamping karena belum dewasa maupun di
bawah pengampuan, maka pihak yang melaksanakan
perjanjiannya juga dapat meminta pembatalan perjanjiannya
maupun kontraknya apabila hal itu terjadi dikarenakan ada
paksaan (dwang), kekhilafan/ kesesatan (dwaling), ataupun
penipuan (bedrog). Mengenai hal ini, terkait pembatalan suatu
perjanjian yang mengakibatkan dipulihkan keadaan itu seperti
sebelum kontrak terjadi. Perjanjian yang dibatalkan serta
pengembalian kepada keadaan yang semula atas orang yang
tidak cakap melakukan kontrak hanya dapat dilakukan selama
barang itu masih berada pada pihak lawan ataupun pihak
lawan telah mendapatkan manfaat darinya maupun berguna
bagi kepentingannya. Suatu kontrak seperti yang disebutkan di
atas, juga dapat disertakan dengan tuntutan ganti rugi serta
bunga jikapun terdapat alasan yang cukup melakukannya.

Batal demi hukum atau kebatalan pada perjanjian

dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan objektif terkait
perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi,
jika perjanjian tersebut obyeknya tidak jelas atau bertentangan
dengan  ketertiban umum, undang-undang, maupun
kesusilaan, maka kontraknya menjadi batal demi hukum
(Soeroso, 2011). Persyaratan itu diklasifikasikan pada dua
kategori yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat
subyektif diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya serta kecakapan membuat suatu perikatan. Sementara
syarat obyektifnya meliputi suatu hal tertentu serta sebab yang
halal.

Mengenai pembatalan suatu perjanjian, dapat dimintakan

jika:

1. Perjanjian melanggar syarat subyektif sebagaimana
diatur pada Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu
perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak
(wilsgebreke) antara lain karena kekhilafan, paksaan
atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak
dalam perjanjian (ombekwaamheid), sehingga berakibat
dapat dibatalkan (vernietigbaar) perjanjian tersebut.

2. Perjanjian melanggar syarat obyektif sebagaimana di
atur pada Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUH Perdata, dimana
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suatu perjanjian yang memenuhi syarat objek tertentu
ataupun kausa yang tidak halal, antara lain
bertentangan dengan ketertiban umum, undang-
undang, dan kesusilaan, yang mengakibatkan
perjanjian itu menjadi batal demi hukum (nietig).

Berdasarkan bunyi Pasal 1265 KUH Perdata, bahwa syarat
batal merupakan persyaratan yang jika terpenuhi dapat
menghapus perikatan serta membawa segala sesuatunya pada
keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian apapun. Hal
yang harus diperhatikan sebagai persyaratan pembatalan pada
perjanjian yaitu hadirnya wanprestasi, dimana wanprestasi
selalu ditafsirkan sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian.
Sehingga terhadap pihak yang merasa dirugikan karena
wanprestasi yang dilakukan pihak lain, maka dapat menuntut
adanya pembatalan perjanjian.

Dalam penuntutan terkait pembatalan suatu perjanjian,
harus dilakukan melalui pengadilan. Sehingga dalam hal ini,
pembatalan perjanjian tersebut dilakukan melalui putusan
hakim sebagaimana bunyi Pasal 1266 KUH Perdata. Subekti
menjelaskan, bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan
melalui dua cara, yaitu melalui cara aktif, dimana langsung
menuntut pembatalan dimuka hakim, maupun dengan cara
pembelaan, dimana menunggu sampai digugat di depan hakim
untuk memenuhi perjanjian serta mengajukan alasan terkait
kekurangan perjanjian tersebut (P.N.H. Simanjuntak, 2009).
Untuk jangka waktu penuntutan pembatalan perjanjian yaitu
lima tahun. Selain hal tersebut, suatu perjanjian yang dapat
dibatalkan harus bersifat timbal-balik, yaitu konsep perjanjian
yang menetapkan hak serta kewajiban bagi para pihak.
Persyaratan perjanjian tersebut harus dimiliki untuk perjanjian
yang dapat di batalkan, sedangkan bagi perjanjian yang batal
demi hukum, maka perjanjiannya tidak sah serta dianggap
tidak pernah ada.
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BAB 9.
PERKEMBANGAN TENTANG
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Muryanto Lanontji

Dewasa ini, perbuatan melawan hukum mengalami
perluasan makna dalam sudut pandang teori hukum, ini dapat
ditemukan terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana
terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Awalnya definisi dari pengertian melawan hukum hanya
diartikan secara sempit yakni perbuatan yang melanggar undang-
undang saja. Akan tetapi, dalam perkara Hoge Raad dalam kasus
yang dikenal Lindenbaum melawan Cohen sebagai perbuatan
yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan
yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam
hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda
orang lain (Suharnoko, 2004).

Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad,
tort) memfokuskan pada perbuatan di bidang keperdataan,
walaupun perbuatan melawan hukum tersebut juga diistilahkan
dengan perbuatan pidana (delik) sehingga arti konotasi dan
pengaturan hukumnya yang berbeda sama sekali. Sama halnya
dengan onrechmatige overheidsdaad disebutkan sebagai
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa
negara yang arti dan maksud pengaturannya juga berbeda.
Dengan demikian, menurut penulis bahwa pembahasan dalam
perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan
melawan hukum dalam bidang keperdataan.

Secara makna, istilah perbuatan melawan hukum dapat
ditemukan dalam Bahasa Belanda (onrechmatige daad), bahasa
Inggris (tort), bahasa Prancis (wrung), istilah latinnya (torquere
atau tortus). Jika dilihat dari maknanya kata tort yaitu salah, yang
secara bahasa Inggris (wrong). Penerapannya saat ini lebih
digunakan istilah tort dibandingkan istilah wrong, hal ini berarti
kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.
Demikian juga pengaturan dan sistem yang digunakan dalam
hukum Belanda atau negara-negara Eropa Kontinental dalam
penggunaan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
(Sodikin, 2022).
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Perbuatan melawan hukum, jika dikaji secara prinsip maka
tujuan dari terbentuknya suatu sistem hukum sama seperti
pribahasa Latin “Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum
non laedere, suum cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup
secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang
lain haknya). Menurut pandangan ilmu hukum perbuatan
melawan hukum di kenal 3 (tiga) pembagian, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur
kesengajaan maupun kelalaian);

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pandangan lain disampaikan oleh P.N.H.Simanjuntak
(2015) menyatakan sebenarnya istilah perbuatan melawan
hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil
sebagai terjemahan dari onrechtmatige daad, tetapi masih ada
istilah lainnya, yaitu (Sari, 2020):

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum,;
Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum;
Perbuatan yang melanggar hukum;

Tindakan melawan hukum;

Penyelewengan perdata.

Jika memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), maka Perbuatan Melawan Hukum
diperoleh beberapa Pasal yaitu (Rizqy & Syahrizal, 2019):

1. Pasal 1365 KHUPerdata tentang tanggung jawab dengan
unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian;

2. Pasal 1366 KUHPerdata tentang tanggung jawab dengan
unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian,;

3. Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab mutlak

(tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas.

Menurut Munir Fuady (2015) perbuatan melawan hukum
merupakan suatu mesin yang terbilang rumit yang memproses
pemindahan beban risiko dari Pundak korban ke Pundak pelaku
perbuatan tersebut.

Sl

I. Teori Dalam Perbuatan Melawan Hukum
1. Teori Schutznorm
Teori ini diistilahkan sebagai ajaran dari aliran
Relativitas yang berasal dari Jerman, yang oleh Gelein
Vitringa membawanya ke Belanda. Kata Schutz berarti
Perlindungan, sehingga kata schtznorm yakni norma
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perlindungan (Prayogo, 2016). Dalam Teori Schutznorm
diajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan
tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan
melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata, maka tidak
cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal
antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang
timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma
atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang
untuk melindungi (schutz) terhadap kepentingan korban
yang dilanggar.

Teori shutznorm yang dipadankan dengan teori
relativitas disebabkan penerapan dari teori ini akan
membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari
perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat ditemukan
apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan, bisa
merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban Y,
tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan
hukum bagi korban X. Penerapan teori ini oleh Meyers di
Belanda menyatakan teori schutznorm ini hanya tepat
apabila hanya diberlakukan terhadap perbuatan melawan
hukum oleh penguasan.

Apabila kita menelisik, maka penerapan teori
shutznorm ini sebenar-benarnya terdapat dalam kasus-
kasus tertentu karena di landasi:

1. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata tidak diperluas secara tidak wajar;

2. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap
kasus di mana hubungan antara perbuata dengan
ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja;

3. Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat
dibayangkan“ (for see ability) terhadap hubungan
sebab akibat yang bersifat kira-kira (proximate
causation).

. Teori Aanprakelijkheid

Teori Aanprakelijkheid (tanggung gugat),
merupakan teori untuk menentukan siapakah yang harus
menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena
adanya suatu perbuatan melawan hukum. Umumnya,
walaupun tidak selamanya, yang harus
digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu

128



perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku

perbuatan melawan hukum itu sendiri. Sehingga, dialah

yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang
harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

Disisi lain, dikenal pula juga teori tanggung jawab
pengganti (vicarious Lability) merupakan tanggung gugat
atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori
tanggung jawab pengganti. Hal ini selaras dengan teori
tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum:

1. Teori tanggung jawab atasan (Respondeat Superior, a
superior risk bearing theory);

2. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari
atasan atas orang-orang dalam tanggungannya; dan

3. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang
yang berada di bawah tanggugannya.

KUHPerdata dapat membagi beberapa pihak yang
harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu:

1. Pasal 1367 KUHPerdata tentang orang tua atau wali
bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh
anak-anak dibawah tanggungannya atau di bawah
perwaliannya,;

2. Pasal 1367 KUHPerdata tentang majikan bertanggung
gugat atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjannya.

3. Pasal 1367 KUHPerdata tentang guru-guru sekolah
bertanggung gugat atas tindakan murid-muridnya

4. Pasal 1367 KUHPerdata tentang kepala-kepala tukang
bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh
tukang-tukangnya;

5. Pasal 1368 KUHPerdata tentang pemilik binatang
bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh
binatang piarannya itu.

6. Pasal 1368 KUHPerdata  pemakai  biantang
bertanggung gugata atas tindakan yang dilakukan oleh
binatang yang dipakainya itu.

7. Pemilik sebuah gedung bertanggung gugat agar
ambruknya gedung karena:

- Kelalaian dalam pemeliharaan, atau
- Karena cacat dalam pembangunan maupun dalam
tantanannya (Pasal 1369 KUHPerdata).
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3. Teori Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Menurut hukum tentang perbuatan melawan
hukum adalah membebankan tanggung jawab berupa
kewajiban membyar ganti rugi jika pelakunya bersalah
asas tindakan tesebut. Kata bersalah mempunyai makna
baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian
(keteledoran). Tetapi sebenarnya hukum juga mengenal
apa yang disebut dengan Tanggung jawab tanpa
kesalahan (liability without fault) atau Tanggung jawab
mutlak (strict liability absolute liability)

Tanggung jawab ini merupakan suatu tanggung
jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan
melawan hukum tanpa melihat apakah yang
bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu
mempunyai unsur-unsur kesalahan ataupun tidak,
dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung
jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan
perbuatannya itu tidak melakukannya dengan sengaja,
dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekurang
hati-hatian atau ketidakpatuhan.

J. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Landasan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan
melawan hukum di bidang perdata harus mencermati isi dari
Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:
1. Perbuatan itu harus melawan hukum
Suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum apabila
berlawanan dengan:
- Hak orang lain, atau
- Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- Kesusilaan yang baik, atau
- Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan
hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian’
Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum
dapat berupa kerugian materiel (dapat dinilai dengan uang)
dan kerugian immaterial (tidak dapat dinilai dengna uang).
Olehnya itu,kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan
melawan huku mtidak hanya terbatas pada kerugian yang
ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga
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kerugian yang ditujukan pada jiwa, tubuh dan kehormatan
manusia.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian.
Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan
dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat

4. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)
Hubungannya merupakan hubungan sebab-akibat antara
perbuatan melawan hukum.
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Menelaah ketentuan hukum perdata tertulis merupakan hal yang
“mengasikkan”. Kenapa jadi mengasikkan, karena pengaturannya
hukum perdata kita sebagian besar masih bersumber pada Burgerlijk
Wethoek, yang merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda yang
berlaku sejak tahun 1848. Dewasa ini keberlakuannya tidak hanya
untuk orang-orang Eropa dan WNI Indonesia keturunan Eropa dan
orang-orang Timur Asing Tionghoa dan WNI keturunan Tionghoa,
juga berlaku bagi golongan penduduk lainnya, yakni untuk orang-
orang Indonesia asli (bumiputera) dan orang-orang Timur Asing lain-
lainnya dan WNI keturunannya. Kendati pun warisan kolonial
Belanda, norma hukum perdata yang terkandung di dalamnya masih
relevan diperkembangkan, bahkan dalam beberapa bagian telah
diperbaharui melalui “dekolonialisasi dan pergeseran norma hukum
dalam hukum perdata”. Berkaitan dengan itu buku ini hadir di
hadapan pembaca untuk menelaah secara tematik perkembangan
norma hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia, sehingga
dapat melengkapi khasanah dan memudahkan masyarakat dalam
memahami kaidah-kaidah hukum perdata tertulis dengan segala
perkembangannya. Buku ini menyajikan pembahasan secara tematik
dalam bacaan yang lugas dan lengkap berkaitan dengan
perkembangan norma hukum perdata tertulis di Indonesia.
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